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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47
ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar
Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6850);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
472);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR
BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 yang
selanjutnya disingkat SBK adalah indeks biaya yang
ditetapkan untuk menghasilkan 1 {satu) volume keluaran
pada Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

(1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
a. SBK Umum; dan
b. SBK Khusus.

(2) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan SBK vyang berlaku untuk
beberapa/seluruh kementerian/lembaga yang
dikelompokkan sebagai berikut:

SBK perencanaan dan penganggaran;
SBK laporan kinerja;
SBK pendidikan dan pelatihan;
SBK audit kinerja;
SBK rancangan standar nasional Indonesia 3 (tiga);
SBK pemantauan dan evaluasi;
SBK riset dan inovasi;
SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga;
SBK Peraturan Presiden;
SBK Peraturan Pemerintah;
SBK rancangan Undang-Undang;
SBK sosialisasi;
. SBK kehumasan dan informasi;
SBK layanan barang milik negara;
SBK layanan bantuan hukum; dan
SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial
kuitural.

(3) SBK Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf b merupakan SBK yang berlaku untuk 1 (satu)
kementerian/lembaga tertentu.

TOPETIRTIFE M0 A0 O

Pasal 3

(1) SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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Pasal 4

{1} Kementerian/lembaga menggunakan SBK dalam
penyusunan Rencana  Kerja dan  Anggaran
kementerian /lembaga Tahun Anggaran 2024.

(2) Penggunaan SBK bersifat batas tertinggi yvang tidak
dapat dilampaui.

(3) Dalam hal kementerian/lembaga membutuhkan
besaran biaya yang melampaui besaran SBK yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, harus
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran.

(4) Pelampauan besaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3}, dapat disetujui dengan mempertimbangkan:

a. harga pasar;
b. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/ atau
c. perubahan tahapan.

(5) Pelampauan besaran yang telah mendapat persetujuan
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat
ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dengan
melakukan Revisi Anggaran.

(6) Pengawasan atas penggunaan SBK sebagaimana ayat
(1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah kementerian/lembaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Penerapan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berpedoman pada ketentuan Standar Biaya yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan
anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan
pelaporan keuangan.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 856

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

DEWI SURIANI HASLAM
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024

SBK UMUM
[dalam rupiah)]
Na. Uraian :;ll:l:::vt:‘r Begaran Keterangan
1 2 3 4 5
1 Standar Biaya Kel n Per dan Penganggaran
a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran untulk Uit Eselon ]
deongan jumlah satker:
1) 20 s.d 40 satker 1 Dokumen 552.500.000,00
2) di atas 40 satker 1 Dokumen &10.400.000,00
b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk
Kermenterian/Lembaga (K714 dengan jumlab unit:
1} 1 s.d6 unit 1 Dokumen 9.000.000,00
2} di atas & unit 1 Dokumen 155.000,000,00
2 Standar Biaya Keluaran Laporan Kinerja |LAKIN]
a. Layanan Penvusunan LAKIN untuk Unit Eselon | dengan jumlah
satker:
1] 20 s.d 40 satker 1 Bokumen 351.000.000,00
2] di atas 40 satker 1 Dokumen 808, 300,000,00
b. Layanan Penyusunan LAKIN untuk Kementerian/Lembaga [K/L)
dengan yamlah unit:
1] 1sdé&unit 1 Dokumen 6.000.000,00
2] di atas 6 unit 1 Dokumen 153.500.000,00
3 Standar Blaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan
a. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
1) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama 1 Orang 30.261.000,00
2] Layanan Pelatihan Struktural Kepemumpinan Pratama (blerded 1 Qrang 22.945.000,00
fecrning b
3] Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Admnistoator 1 Qrang 22125.600,00
4] Layanan Pelatihan Strukloral Kepemimpinan Administrator 1 Qrang 17,00, 000,00
{Blended leaming)
5] Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas 1 Orang 20.230.000,00
6] Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Fengawas 1 Orang 14.643.000,00
(blended leaming|
b. Lavanan Pelatihan Dasar/Prajabatan
1) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 1 Orang §.296.000,00
2} Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawal Negeri Sipil | Mlended 1 Orang 5.260.000,00
tearning)
3) Layanan Pclatihan Prajabatan Kategor 1 dan Kategori 2 1 Orang 2.242.000,00
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{dalam rupinh)

Volume dan

No. Uraian Satuean Ukar Begaran Keterangan
1 2 3 4 5
4 fitandar Biaya Keluaran Audit Kinerja

a. Layanan Audit Rinerja Dalam Perkantoran yang Sama
" La}“a.l'lal.'l Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 27.300.600,00
Provinsi Aceh
... Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantotan yang Sama i ) . .
4 Provinsi Sutnatera Utara L Lha 25.800.000,00
3 La_va..narll A.udﬁ Kinerja Dalar Perkantoran yang Sama di 1 LHA 25.500.000,00
Provinsi Fiau
i La_f,ra.nar} Audit Kinerjelx lralam Perkantoran yvang Sama i 1 LHA 34.900.000.00
Provinsi Kepulauan Riau
5) Laya.nal.l Audill Kinerja Dialam Perkantoran yang Sama i 1 LHA 21.200.000,00
Provinsi Jamli
L i inerja [» g2 ks 3 Sama di
&) Lay alnsull Audit Kinerja [alam Ferleanreran vang Sama di 1 LHA 24.200.000,00
Provins! Sumatera Barat
7 La}'apar? Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 23.700.000,00
Provins] Sumatera Selatan
Lavanan Audit Ki ja Dhais = i
8 1yanan Au it Kinerja Dajam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 17.700.000,00
Provinsi Lampung
sandt Audit Kinerja L k: rang Sama di
o Lay ana.n Audit Kinerja Dalam Perkantoran yvang Sama i L LHA 22.000.000,00
Frovinsi Bengkulu
Lavaran Audit Kineri _ . s di
10) }dpdp Artdit Kmega Dalam Perkantoran vang Sama di | LHA 21.300.000,00
Provinsi Bangka Belitung
FATYE inerja 1. Perl E: 3 di
113 La)ana.n Audit Kinerja Dalam Perlantoran vang Sama di 1 LHA 15.300.000,00
Provinsi Banten
12 La_‘,-a.nax.} Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 14.400.000,00
Pruvinsi Jawa Barat
Sy Ty i 7 il a di
13) L‘i}dTl'ldljl Audit Kinenpa Dalam Perkantoran yvang Sama di L LHA 2.700.000,00
Provinsi DKL Jakarta
ST i inerta 1 ;. E Ai
14y Lay d.l‘ldl.‘l Audit Kinerfa Dalam Perkantoran yang Sama di  LHA 19.600.000,00
Provinsi Jawa Tengah
158 La}sjnar.\ Audit Kinerja Dalam Perkanloran yang Sama di L LEA 24.000.000,00
Provinsi .1, Yograkarta
Layanan Audit Kinerja Dal: g : : 5 ]
164 ayanan Au it Klnur]d Dralam Perkantoran vang Sama di | LHA 23.900.000,00
Provinst Jawa Timur
AV AT i j Perk AN ¥ 8r di -
174 L.x.\_»a.n AT Aucl:m Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 38.500.000,00
Provins, Ball
18 La}'aTnar_l Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 25.400.000,00
Provinsi Nusa Tenggusra Barat
19 l,ayapa]} Auddit Kinerja Da.lznn Perkantoran yang Sama di 1 LHA 20.500.000,00
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Audit Kinerja Dale y ] ]
20} Layalnalj ur it Kinerja Dalum Perkantoran yang Sama di 1 LHA 29.200.000.00
Provinsi Kalimantan Barat
2t Layaglal.-l Atht Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 23.700.000,00
Provinsi Kalimantan Tengah
Lave it Kimeri: ) i Sama di
22 AYANAT Au§11 Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 23.100.000.00
Frovinsi Kalimantan Selatan
Layanan Audit Ki 3 i
23 ayanan Aus it Kmr:r]d. Dalarn Perkantoran yang Sama di 1 LA 30,300.000,00
Provinsi Kalimantan Timur
Ay i i il it ¥ ] S: 1i
24) Lay AN Aufilt Kinetja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 28.200.000,00
Provinsi Kalimantan Utara
25) Laya.nal.'l Audit hlII}eIf]a Dalam Perkantoran vang Sama di 1 LHA 31.400.000,00
Provinsi Sulawesi Utara
26) La\va.nar.l Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 31.000.000.00
Provinsi Gorontalo
27 La\va.narll ?ud]t Kllnerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 31.500.000.00
Provinsi Sulawesi Barat
8 Layalnalltt Audit Kl.]'l?.r_]‘a Dalam Perkatitoran yang Sarma di 1 LHA 27.300.000.00
Provinsi Sulawesi Selatan
29 [ Ayanan Audit Iu.ncrja Dalarm Perkantoran vang Sama di 1 LHA 33.100.000.00
Provinsi Sulawesi Tengah
y an yang Sama di
301 1 1ya.n1|.1 Aucdit Iu.nerja Dalam Perkantoran yvang Sama di 1 LHA 29.000.000.00
Provinsi Sulawesi Tenggara
a1) La\\'a..nafll Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Satna di 1 THA 37.100.000,00
Provinsi Maluku
321 La\‘,ralnarll Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 34.600.000,00
Provinsi Maluku Utara
33) [,ayanap Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 45.400.000,00
Provinsi Papua
341 L"Lya.nal.-l Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LA 48.500.000,00
Privvinsi Papua Barat
35) Lay@lalll Audir Kinerja Dalam Perkantoran vang Sama di 1 LHA 48.500.000,00
Provinsi Papua Barat Iava
36) Laya.nar} Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 45.400.000,00
Provinsi Papua Tengah
La;,ra.nar} Audit limerja Dalam Perkantoran yang Samsa di 1 LHA 45.400.000,00
Provinsi Papua Selatan
38 Layalnalla Audir Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di 1 LHA 45.400.000,00
Provinsi Papua Pegunungan
h. Layanan Audit Kinerja Dalam Kota
1) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Aceh 1 LHA 58.300.000,00
2 Layanan Audit Kinerja (alam Kota di Provins Sumatera 1 LHA 56.500.000,00
Utara
1 LHA 56.500,000,00

3] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Riau
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[dalam rupiah)

Volume dan

No. Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5

4| Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kepulavan 1 LHA 55.800000,00
Riau

5 layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jambi 1 LHA 52.200.000,00

6] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Barat 1 LHA 55.200000,00

7] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumaltera 1 LHA 54, 700.000,00
Selatan

8] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Lumpung 1 LHA 48, 700L000,00

9] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Benghulu 1 LHA 53.00H1.000,00

10} Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bangka 1 LHA 52,200.000,00
Belitung

11} Lavanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Banten 1 LHA 46,200.000,00

12} Lavanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinst Jawa Barat 1 LEA 45.300.000,00

13} Lavanun Audit Kinerja Dalam Kota di Proviosi DK Jakarta 1 LHA 36.200.000,00

14} Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinst Jawa Tengah 1 LHA 50.600.000,00

15| Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi D Yogyakarta 1 LHA 54.,900.000,00

16| Layanarn Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Timur 1 LHA 51.900.000,00

17} Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bali 1 LHA 59,300.000,00

18] Lavanan Audit Kinerja Dalam Kota i Provins, Nusa Tenggara 1 LHA 56.300.000,00
Barat

19| Lavanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara 1 LIIA G0 BO0.000,00
Tumnur

20| Lavanan Audit Kinerja Dalam Kots di Provinsi Kalimantan 1 LIIA 53.300.000,00
Earat

21] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan 1 LhHa 54.600.000,00
Tengah

22| Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan 1 LHA 54.100.000,00
Selatan

23] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan 1 LHA 61.300.000.00
Timur

24) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Halimantan 1 LlIA 39.200.000,00
Utara

25] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Utara 1 LHA 62.400.000,00

26] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Gerontalo 1 LHA 62.000.000,00

27| Layanan Audit Kinetja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Barat 1 LHA 652.500.000,00

28] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi 1 LHA 38.300.000,00
Selatan

29) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi 1 L1IA 4. 100.000,00
Tengah

30 Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi 1 LHA 60.000.000,00
Tengeara

31] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Maluku 1 LHA 63.000.000,00

32 Layanan Audit Kinerja Dalam Kota i Provinst Maluky Utara 1 LHA 65.500.000,00

33) Layanan Audit Kinetja Dalam Kota di Provinsi Papua 1 LHA T6HA00.000,00

34] Layanan Audit Kinerja Dalam Nota di Provinsi Papua Barat 1 LHA 79.500.000,00

23] Layanan Audit Kinerju Dalam Kota di Provinsi Papua Barat 1 LHA T9.500.000,00
Daya

36) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua Tengah 1 LHA TE.400.000,00

37) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua Selatan 1 LHA T6.400.000,00

35] Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua 1 LHA T6.400.000,00
Pegunungan

. layanan Audit Kinerja Luar Provinsi

11 Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Aceh 1 LHA 125, §00.000,00

3 Layanan aAudiv Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera 1 LHA 121.000.000,00
Tara

3) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Hiau 1 LHA 142, 700,000,00

4] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kepulauan 1 LHA 137,200,000, 00
Rian

5] Layanan Audit Kinetja Luar Provinsi ke Provinsi Jambi 1 LIA 109.400.000,00

6] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera 1 LHA 126.300,000,00
Barat

7] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera 1 LHA 139, 500,000,00
Selatatn

8) Layanan Audir Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Lampung 1 LHA 43.600.000,00

9 Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bengluln 1 LHA 115.700.000,00

10 Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Banpka 1 L1IA 119.500.000,00
Belitung

11] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi lee Provinsi Banten 1 LHA 104, 500.000,00

12] Layansn Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Barat 1 LHA 101, 300.000,00

13) Layranan Audit Kinerja Loar Provinsi ke Provinst Jawa Tengah 1 LHA 10:3.200.000,00

14] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi DU 1 LHA 141, 900.000,00

15] Layanzn Audit Kinerja Loar Provinsi ke Provinsi Jaws Timur 1 LHA 128.700.000,00

16) Layanan &udit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bali 1 LHA 161, 600,000,00

17] Layanan Audit Kinerja Luar Provins ke Provins] Nusa 1 LRA 128.200.000,00
Tenggara Earat

18] Layanan Audit Kinerja Luar Provingi ke Provinsi Nusa 1 LHA 1.33.500.000,00
Tenggara Timur

§9) Layanan Audit Kinerja Buar Provinsi ke Provins: Kalimantan 1 LHA 114.100.006,00
Barat

20] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan 1 LHA 124.100.000,00
Tengah

21] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provins, Kalimantan 1 LHA 116.000.000,00
Selatan

22} Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan 1 LHA 154,900, 000,00

Timur
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{dalam rupiah)
No. Yraian Volume dan Besaran Keterangan
Batuan Ukur 8
1 2 3 4 5
23] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinst Kalimantan 1 LHA 149 900.000,00
Utura
24] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinst Sulawesi 1 LHA 152100000 00
Utara
25| Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinst Gorontalo 1 LHA 149400 000,00
26| Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi 1 LHA 149 400000, 00
LEarat
27] Layanan Audit Kinerja Loar Provinsi ke Provinsi Sulawesi 1 LBA 138.300.000,00
Selatan
28] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawess 1 LHA 167.300.000,00
Tengah
29) Laysnan Audit Kinerja Duar Provinsi ke Provins] Sulawest 1 LHA 147.000.000,00
Tenggara
3 Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maiuku 1 LHA 157, 900.000,00
31] Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Malaku 1 LHA 142.700.000,00
Utara
32) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua 1 LHA 203.000.000,00
33) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Pupua Barat 1 LHA 187, 200,000,00
34) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua Barat 1 LHA 187.200.000,00
Daya
33] Layanan Audit Kinerja Luar Provinst ke Provinsi Papua 1 LKA 203.000 000,00
Tengah
36) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provins Papua 1 LHA 203,000.000.00
Selatan
37) Layanan Audit Kinetja Luar Provinsi ke Provinsi Papua 1 LHA 203,000,000, 00
Pegunungan
5 |Standar Blaya Keluaran Rancangan Standar Nasional Indonesia 3
[RENI3)
a. RSNIZ dengan Metode Pengembangan Sendiri 1 Standar 47 2.000.000,00
b. RENIZ dengan Metode Adopsi Modifikasi 1 Standar 376,000, 000,00
¢, 13N13 dengan Metode Adopsi Indenlik Terjemahan 1 Brandar 223.000.000,00
d. RSNI3 dengan Metode Adopsi Republikasi- Reprint 1 Standar 55.940.000,00
6 Standar Biaya Keluaran Pemantauan dan Evaluasi
Dakumen Pernantauan dan Evaluasi 1 Dokumen 230,000, 000,00
7 |Standar Blaya Keluaran Riget dan Inovasi
a. Kekayaan Intelelctual Hasil Riset dan lnovasi 1 Kekayaan 700,000.000,00
Inteleltual
Ir. Purwarupa Hasil Kiset dan Inovasi 1 Purwarupa 500.000 000,00
. Maodel Hasil Riset dan Inovasi 1 Monlel 250,000, 003,00
d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Fiset dan Inovasi 1 Fublikasi Global 150.000.000,00
e, Publikasi Bereputasi Nasional Hasil 12iset dan Inovasi 1 Publikasi 60,000,000,00
Nasional
I. Maskah Kebijakan Aktual Strategis 1 Maskah 50,000, 000,00
Kebijakan
8 Standat Blaya Keluaran Peraturan Menterl/Pimpinan Lembaga
a. Peraturan Menteri/Fimpinan Lembags vang Bersifat Internal 1 Peraturan 100,000, 00,00
L. Peraturan Menteri/Fimpinan Lembaga yang Bersifat Eksternal 1 Peraturan 200,000,000,00
o Standar Blaya Keluaran Perataran Presiden
a. Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana 1 Peraturan 220,000,000,
Presiden
b. Peraturan Presiden yang Bersifat Kompleks 1 Peraturan 444).000.000,00
Presiden
10 |Standar Biaya Keluaran Peraturan Pemerintah
a. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana 1 Peraturan 260,000, 000, (0
Pemerintah
b. Pecraturan Pemerintah yvang Bersifar Kempleks 1 Peraturan 520,000, 000,00
Temerintah
Htandar Biaya Keluaran Ra gan Undang-Und
11 |a. Rancangan Undang-Undang yang Bersilat Sederhana 1 Undang-Undang B00.000. 00,00
k. Rancangan Undang-Undang yang Bersilfat Komplcks 1 Undang-Undang 945.000.000,00
12 |Standar Biaya Keluaran Sosialisasi
a. layanan Sosialisusi Berskala Kecil 1 Laporan 77.500.000,00
b. Layvanan Sosialisasi Berskala Sedang 1 Laporan 135.000,000,00
¢, Lavanan Sosialisasi Berskala Besar 1 Laporan 305.000.000,00
13 |Btandar Blaya Keluaran Kehumasan dan Informasi
Layanan Kehumasan dan Informasi 1 Layanaty 458,000.000,00
14 |Standar Biaya Keluaran Layanan Baatuan Hulum
Layanan Bantuan Hukum 1 Layanan 21.483,000,00
15 |Standar Biaya Keluaran Layanan Barang Milik Negara (BMN)
a. Layanan BMN untuk Satker Esclun 1/ Setingkat 1 Layanan 139,000,000,
b. layanan BMN untuk Satker Vertikal {Eselon IT ke bawah) 1 Layanan 10.000.000,00
16 |Standar Biaya Xeluaran Peanilalan Kompetensi Manajerial dan)
Sosial Kultural
a. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kuliural dengan 1 Orang 1.240.000,00
menggunakat Metode Sederhana /Metode Sedang
h. Penilaian Kumpetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan 1 Orang 1.825.000,00

menggunakan Metode Kompleks
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PENJELASAN
SBK UMUM

SBK Perencanaan dan Penganggaran
SBK perencanaan dan penganggaran merupakan besaran biaya yang
ditetapkan untuk menghasilkan satu keluaran dokumen perencanaan dan
penganggaran, berupa dokumen rencana strategis, dokumen rencana
kerja, dan dokumen rencana kerja dan  anggaran pada
kementerian/lembaga. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan
sebagai berikut:

a. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon |
SBK layanan perencanaan dan penganggaran Unit Eselon I merupakan
SBK layanan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
vang digunakan oleh Unit Eselon I untuk melakukan koordinasi
dengan instansi lain dan satuan kerja (satker) pada lingkup unit
organisasinya.

b. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk
Kementerian /Lembaga
SBK layanan penyusunan rencana Kerja dan anggaran untuk
kementerian/lembaga merupakan SBK layanan penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran vang digunakan oleh
kementerian/lembaga untuk melakukan koordinasi dengan instansi
lain dan eselon I/setingkat pada lingkup kementerian/lembaganya.

SBK Laporan Kinerja (LAKIN}

SBK LAKIN merupakan besaran bhiaya yang ditetapkan untuk

menghasilkan keluaran berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam

mencapai tujuan/sasaran strategisnya.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Unit Eselon I
SBK layanan penyusunan LAKIN Unit Eselon | merupakan SBK
layanan penyusunan LAKIN yang digunakan oleh Unit Eselon I untuk
melakukan koordinasi dengan instansi lain dan satker pada lingkup
unit organisasinya dalam rangka penyusunan LAKIN Unit Eselon L.

b. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Kementerian/Lembaga
SBK layanan penyusunan LAKIN untuk kementerian/lembaga
merupakan SBK layanan penyusunan LAKIN yang digunakan oleh
kementerian/lembaga untuk melakukan koordinasi dengan instansi
lain dan seluruh eselon 1/setingkat dalam lingkup
kementerian/lembaganya dalam rangka penyusunan LAKIN
kementerian/lembaga.

SBK Pendidikan dan Pelatihan

SBK pendidikan dan pelatihan merupakan besaran biaya yang ditetapkan

untuk menghasilkan keluaran berupa peserta yang telah mengikuti

kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh

kementerian/lembaga.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
SBK layanan pelatihan struktural kepemimpinan merupakan satuan
biaya vyang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang
telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari pelatihan struktural
kepemimpinan pratama, pelatihan struktural kepemimpinan
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administrator, dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas.
Satuan biaya ini tidak termasuk:
1) biaya perjalanan dinas peserta on campus; dan
2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan
proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh
Pasal 20).
b. SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan
SBK layanan pelatihan dasar/prajabatan merupakan satuan biaya
yvang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pendidikan dan
pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat pengangkatan
sebagai pegawai negeri sipil yang terdiri dari pelatihan dasar calon
pegawal negeri sipil, dan pelatihan prajabatan kategori 1 (satu) dan
kategori 2 {dua). Satuan biaya ini tidak termasuk:
1) biaya perjalanan dinas peserta on campus; dan
2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan
proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh
Pasal 20).
Pelatihan dengan blended learning adalah pelatihan yang dilakukan
dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas
dengan proses pembelajaran secara daring.

SBK Audit Kinerja

SBK audit kinerja merupakan besaran biaya vang digunakan oleh Aparat

Pengawas Inter Pemerintah (APIP) untuk menghasilkan keluaran audit

kinerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara

lain:

a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;

b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau

c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang dalam

pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama
SBK layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama merupakan
SBK layanan audit kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja
yvang lokasi objek pemeriksaannya berada di lokasi perkantoran yang
sama dengan lokasi satker APIP.

b. SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Kota
SBK layanan audit kinerja dalam kota merupakan SBK layanan audit
kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek
pemeriksaannya berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satker
APIP.

¢. SBK Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi
SBK layanan audit kinerja luar provinsi merupakan SBK layanan audit
kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek
pemeriksaannya berbeda provinsi dengan lokasi satker APIP.

SBK Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)

SBK RSNI3 merupakan besaran biaya yang digunakan untuk

menghasilkan keluaran berupa Standar RSNI3 yang dihasilkan pada tahap

pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis

Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat

kementerian /lembaga.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu
metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri
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berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi
dokumen acuan yang tertelusur.

b. RSNI3 yang disusun dengan metode adopst modifikasi yaitu metode
perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi
internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang
menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli
standar atau publikasi internasional yang diadopsi.

c. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi identik terjemahan yaitu
metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi
internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan
terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau
publikasi internasional yang diadopsi.

d. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi republikasi-reprint vaitu
metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi
internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan
bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.

Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran akhir

berupa Standar RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

SBK Pemantauan dan Evaluasi

SBK pemantauan dan evaluasi merupakan besaran biaya yang digunakan
untuk menghasilkan keluaran dokurmen pemantauan dan evaluasi secara
berkesinambungan atas kebijakan strategis, meliputi pemantaunan,
pengamatan, pencatatan, pemonitoran, penilaian serta pelaporan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah melalui kegiatan visitasi
lapangan.

SBK Riset dan Inovasi

SBK riset dan inovasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk
kegiatan riset dan inovasi. Riset adalah kegiatan penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan
telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial,
yang terdiri dari:

a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output
berupa Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual berupa hak cipta
atau copyright, paten (patent), desain industri (industrial design), merek
(trademark), perlindungan varietas tanaman/PVT (plant variety
protection), desain tata letak sirkut terpadu (layout design of integrated
circuit) dan rahasia dagang (trade secret), serta indikasi geografis.

b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output
berupa purwarupa. Purwarupa adalah hasil kegiatan riset dan inovasi
yang dapat menjadi hasil akhir atau bagian dari hasil akhir sebagai
proses pembuktian fungsi yang direncanakan, seperti material untuk
produk biologi, material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambabh,
material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru, galur perbaikan,
purwarupa laik industri, jenis fauna penangkaran, domestikasi,
breeding, temuan senyawa/sequence DNA penambah, temuan
senyawa/ sequence DNA baru, protokol riset keanekaragaman hayati,
jenis benih/bibit/varietas/ strain unggul hasil propagasi, domestikasi,
breeding, atau jenis/bentuk rupa awal (pertama) dari hasil riset dan
inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi.
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c. Model Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output
berupa Model. Model yang dimaksud di sini dapat berupa konsep,
pendekatan, model, kerangka pikir, metode, sistem, strategi, perspektif,
peta jalan (road map), inovasi sosial tertentu, atau jenis/bentuk lain
dari Model dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
riset dan inovasi.

d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output
berupa publikasi bereputasi global. Publikasi bereputasi global adalah
publikasi vang diterbitkan/disebarluaskan dan terindeks global.
Ketentuan terindeks global ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi.

e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output
berupa publikasi bereputasi nasional. Publikasi bereputasi nasional
adalah publikasi yang diterbitkan/disebarluaskan dan terindeks
nasional. Ketentuan terindeks secara nasional ditetapkan oleh
pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah
di bidang riset dan inovasi.

f. Naskah Kebijakan Aktual Strategis
SBK ini digunakan untuk menghasilkan keluaran naskah
kebijakan/rekomendasi dari kegiatan riset kebijakan, pengkajian
kebijakan dan/atau pengumpulan data ilmiah dalam waktu pendek
(kurang dari 4 (empat) bulan) yang merupakan penugasan dari
Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus dengan hasil akhir
berupa naskah kebijakan/rekomendasi (Naskah Akademik, Naskah
Urgensi, Monograf Kebijakan, Memo Kebijakan, Model Kebijakan,
Kertas Kerja Kebijakan, Risalah Kebijakan, Artikel Kebijakan, atau
bentuk lain dari naskah kebijakan yvang ditetapkan oleh pimpinan
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
riset dan inovasi}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran penelitian

mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai

tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas

beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga

SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga merupakan besaran biaya yang

digunakan untuk  menghasilkan  keluaran  berupa  peraturan

menteri/pimpinan lembaga yang dihasilkan dari tahap penyusunan

konsep, pembahasan, penetapan, sampai dengan tahap pengundangan

peraturan menteri/pimpinan lembaga.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Internal
SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat internal
merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan
peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat
mengatur dan mengikat hanya ke dalam kementerian/lembaga
berkenaan.

b. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Eksternal
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SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat eksternatl
merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan
peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat
mengatur dan mengikat ke luar kementerian/lembaga berkenaan.

9. SBK Peraturan Presiden

SBK Peraturan Presiden merupakan besaran biaya yang digunakan untuk

menghasilkan keluaran berupa Peraturan Presiden yang dihasilkan dari

tahap persiapan dan koordinasi, penyusunan dan pembahasan serta

finalisasi.

Dalam hal SBK Peraturan Presiden diselesaikan lebih dart satu tahun

anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu

pelaksanaan penyelesaian Peraturan Presiden.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana
SBK Peraturan Presiden yvang bersifat sederhana merupakan SBK yang
digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang
jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau
melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.

b. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Kompleks
SBK Peraturan Presiden yang bersifat kompleks merupakan SBK yang
digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang
jumlah pasalnya lebih dari 25 {dua puluh lima} pasal dan melibatkan
lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.

10. SBK Peraturan Pemerintah

SBK Peraturan Pemerintah merupakan besaran biaya yang digunakan

untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Pemerintah yang

dihasilkan dari tahap persiapan dan koordinasi, penyusunan dan

pembahasan serta finalisasi.

Dalam hal SBK Peraturan Pemerintah diselesaikan lebih dari satu tahun

anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu

pelaksanaan penyelesaian Peraturan Pemerintah.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana
SBK Peraturan Pemerintah yang bersifat sederhana merupakan SBK
yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah
yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh limaj pasal
dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (limay}
kementerian/lembaga/instansi.

b. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks
SBK Peraturan Pemerintah yang bersifat kompleks merupakan SBK
yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah
yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan
melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.

11. SBK Rancangan Undang-Undang
SBK rancangan Undang-Undang merupakan besaran biaya yang
digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa rancangan Undang-
Undang yvang dihasilkan dari tahap penyusunan naskah akademis dan
rancangan, pembahasan, uji publik, dan finalisasi.
Dalam hal SBK rancangan Undang-Undang diselesaikan lebih dari satu
tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu
pelaksanaan penyelesaian rancangan Undang-Undang.
Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Sederhana
SBK rancangan Undang-Undang yang bersifat sederhana merupakan
SBK yvang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan Undang-
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Undang yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 50 (lima puluh)
dan/atau melibatkan tidak lebih dari S (lima)
kementerian /lembaga/instansi.
b. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Kompleks

SBK rancangan Undang-Undang yang bersifat kompleks merupakan
SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan Undang-
Undang yang jumlah pasalnya lebih dari 50 (lima puluh) dan
melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian /lembaga/instansi.

12. SBK Sosialisasi

SBK sosialisasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk

menghasilkan keluaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

menyampaikan/menyebarluaskan informasi kepada pihak terkait vang

meliputi tahap perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, sampai dengan

tahap penyusunan laporan sosialisasi dan/atau diseminasi.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Kecil
SBK layanan sosialisasi berskala kecil merupakan SBK yang digunakan
dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi dengan jumlah peserta
paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang.

b. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Sedang
SBK layanan sosialisasi berskala sedang merupakan SBK yang
digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi dengan
jumlah peserta paling sedikit 400 (empat ratus} orang.

¢. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Besar
SBK layanan sosialisasi berskala besar merupakan SBK yang
digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi dengan
jumlah peserta paling sedikit 500 {lima ratus) orang.

13. SBK Kehumasan dan Informasi
SBK kehumasan dan informasi merupakan besaran biaya yang digunakan
untuk  menghasilkan  keluaran  berupa  informasi  kebijakan
kementerian/lembaga yang dilakukan dalam rangka kegiatan komunikasi
publik/siaran pers.

14. SBK Layanan Bantuan Hukum
SBK layanan bantuan hukum merupakan besaran biaya yvang digunakan
untuk layanan bantuan hukum dalam menjalankan kuasa, mendampingi,
mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum vang diberikan kepada pegawai di internal
kementerian/lembaga. Lingkup bantuan hukum yang diberikan adalah
perkara hukum yvang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melibatkan pegawai internal kementerian /lembaga. SBK layanan bantuan
hukum untuk penyelesaian 1 (satu) layanan perkara hukum pegawai
internal kementerian /lembaga.

15. SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN)
SBK layanan BMN merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk
menghasilkan keluaran berupa layanan yang dilaksanakan dalam rangka
penatausahaan, penilaian, pengalihan, monitoring dan penyusunan
laporan BMN. Besaran biaya tersebut tidak termasuk hiaya pengadaan,
pemeliharaan dan asuransi BMN. Penggunaan SBK ini mengacu pada
ketentuan sebagai berikut:
a. SBK Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat
SBK layanan BMN untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK
layanan BMN yang digunakan oleh satker unit organisasi lini
kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan

jdih.kemenke&o.id



b.

= 15 s

tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat
eselon I/setingkat.

SBK Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)

SBK layanan BMN untuk satker vertikal (eselon II ke bawah)
merupakan SBK layanan BMN yang digunakan oleh satker yang
dipimpin oleh pejabat eselon II/setingkat ke bawah.

16. SBK Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural merupakan
besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa
pegawai yang telah mengikuti kegiatan penilaian kompetensi manajerial
dan sosial kultural dengan menggunakan metode Assessment Center atau
metode penilaian lainnya.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural terdiri atas
metode sederhana/sedang dan metode kompleks;

Komponen biaya SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial
kultural tidak diperkenankan untuk membiayai pemberian honorarium
bagi pejabat fungsional asesor sumber daya manusia aparatur yang
berasal dari kementerian/lembaga penyelenggara; dan

Tata cara pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial
kultural berpedoman pada peraturan menteri/kepala lembaga yang
mengatur mengenai pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan
sosial kultural.

Pit.

%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.égid
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024

SBK KHUSUS

Kementerian Negara/Lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat (001) {dalam rupiah)
3 Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 & 5
001.02|Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi
Foium
1 Forum Konsultasi Fraksi/ Kelompok DPD 1 Forum 171.790.000,00

jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Parwakilan Rakyat (002) {clialam rupiah)
KHode Uraian :;I:;:euia‘:- Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
002.02 | Pewan
Forum
1 Rumah Aspitasi Anggota DPR 1 Kegiatan 150.000.000,00

4

jdih.kemenkeu.go.id
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K Hegara/Lembagn: Badan P iksa Keusngan (004} {dalam rupiahy
. Volume dan
Kode Urajan Sntuan Ukur Beaaran Reterangan
1 2 (3 4 5
004,01 |Badan Pemeriksa Keunngan

A

[N I

a1
32
33
34
3
36
a7
38
a9
40
41
4
43
34
45
46
47
48
49
540
51
3
5
54
55
o
57
aRE
59
611
&l
B2
]
64

o

L)

W

@

&
-]
BE
|37
El
Tl
72
73
7

- >

=

Pemeriksann Kevangan Negara

LHF LKFP

LHF AKN 1

LHE AN I

LHP AKN L

LIIP AKN TV

LHF AKN W

LHP AKN VT

LHF AKN VI

LHP BPK Perwadalon Provinsi Aceh

LHF BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

LHF BTk Perwalalan Provinsi Riau

LHP BPK Perwaldlan Provinsi Kepulanuan Fiau

LHF BPK Perwalilon Provinsl Jamiy

LHF BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

LHF BFK Perwakilan Provinsi Sumalera Selatan

LHFP BPK Perwakilan Provinsi Lampung

LHF EPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

LHP BFK Perwakilun Provins Kepulawan Bangka Belitung

LHF BFK Perwakilan Provinsi Banten

LIIF BPK Perwakilan Provinsi Jawa Harat

LHF BPK Perwakilan Provinsi DKJ Jakarta

LHP BPK Perwukilan Provinsi Jawa Tengah

LHF BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
LHT BFK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

LHF BTI Ferwakuan Pravinsi Hali

LHF BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

LHF BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

LHF BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

LHP BFK Perwalilun Provins Kolimantan Tengab

LHF BPK Perwukilan Provinsi Kalimantan Sclatan

LHF BPK Perwakilan Provinsi Kelimantan Timr

LHF BIK Perwakilan Provinsi Sulawesi Ulora

LHF BPK Parwakilan Provins] Gorantale

LHF BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

LHF BFK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

LIHF BFK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

LHF BPK Pawakilan Provinsi Sujawesi Tenggara

LHF BFK Ferwakilaal Provinsi Malukua

LHF BPK Perwakilan Provinsi Maluka Utars

LHP BTk Perwakilan Provinsi Papua

LHPF BTk Perwaltlan Provinsi Papua Burat

LHF BPE Perwadalan Provinsi Kalimantan Ulara

LHP Tematik AKM 1

LHF Tematik AKN [I

LHF Tematik AKM 1

LHF Tematk AKN IV

LHF Tematik AKN V¥

LHT Tematik AKN V1

LHF Tematik AKN V1T

LHF Auditoriat Urama Investigasi

Laporan Penelashan Informasi Awal

Laporan Pemberian Kelemmpan Ahli

LHF atas Bantuan Keuangan Partal Polink pada AKN ¥

Bahan Petumusan Pendapat AKN (1

Sumbangan [HFS AKN il

Laporan Profl Entitas AKN 11

Laparan Frofil Fotitas AKN Y

Laporan Profil Entitus AKN VI

Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hagil Pemeriksaan AKN 1V
Laporan Pemantauan Tindzk Lanjut Hasil Pemeriksaon AKN ¥
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN VI
Laporan Pemantauan Penvelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada AKNI
Laporan Pemantauan Penvelesaian Gant Kerugian Negara/ Dacrah pada AKN 1T
Laporan Pemantauan Penyelesaan (anti Kerugian Negara ! Daerah pada AKN [0
Laporan Pemantauan Penvelesaian Gadti Kerugian Negara/ Daerah pada AKN [V
Laporan Pemantauan Penyelesaian Goot Kerugian Negara/ Daerah pada AKN Y
Luporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Dastah pada AKN VI
lLayanan Manajemen Pemeriksaan AKN ]

Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN 11

Layanan Manajemen Pemerksaan AKN IT1

lLayanan Manajemen Pemeriksaan AKN 1V

Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN V

Layanan Manajemen Pemenbsuan AKN Y1

Layanan Manajemen Pemerbhsoan AKN VI

LHP
LHF
LHF
LHF
LHP
LHF
LHF
LHP
1 LHP
1 LHP
1 LHP
1 LHE

=

1 iLHP
LHP
LHF
LHF
LHF
LHP
LHF
LHF
LHF
LHF
LHP

- e = = = = =

LIIF

I LHF
1 LHF
LHP
LIIF
LHF
LEP

LHP
LHF
LHF
LHF

- — - -

LHP
LHP
LHF
LHFP
iLHE
iLHP
LHP
L1HP
LHF
LHP
LHP
LHF
LHF

Laporan

e o=

O T W

Lapaoran
Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

lLaporan

Laparan

[

Laporan

iaporan
lLaporan
Laparan
Laporan
laparan
Laparan
Laporan
Laporan
Laporan
Laparan

Laporan

Laporan

Laparan

1 Laporan

11,246 206.000,00
7.626 675.000,00
8,104 691.000,00
3.505.142.000,00
7.011.476.000,00
5.278.129,000 00
5.020.851.000,00
3,503,142 000,00

H50.005.000,00
BOS.605, 000,00
5D 730,000,00
752 .550.000,00
683346, 000,00
TIG.6 1L 000
O3, 167 000 0
567 G98.000,00
721 316 000,00
T33.362.000,00
H12.668.000,00
1.314.897.000,00
5.368.037.000,00

805 431.000,00

813 808.000,00

0&Y.511.000,00

971 558,000,000

759 .062.000,00

758 .961.000,00

B58.477.000,00

TI8.2RG.000,00

FAIEY].000, 003

052.684.000,00
841.145.000,00

865 269.000,00
753 FAR.000,00
THT.A53.000 00
£33.331,000,00
761.208.000.00
762 582.000,00
1 Eh bR 00
1,434 TE,000,00

971.631.000,00
870 043.000,00

5.420.366 000,00

B.420 366 (H) G0

R.420 366 00, 00

8,429 366.000,00

£.420.366 000,00

2420 366 (HH) OG0

8,429 366.000,00
2. 744 Q74 00,00

150 602.000,00
74 466 000,00
12. 5000404 00
15.000.000,00
12 500.000,00

9.000.000.00
10,000 000,00
10,6006 000,00
S0.000.000, 00
21 500.000,00
20 500.000,00
20.500.000,00
13.000.000,00
13 500.000,00
31.500.000,00
30.000.000,00
T8 0040, Do 0
8.000.000,00
11 500.000,00
9.000.000.00
10.000.000,00
18.500.000,00
15.500,000,00
11.000,000 .00

jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005) (dalam rupiah)
Kade Uraian :::::::Uia; Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
005,02 |Kepaniteraan
Perkara Hukum Perseorangan
1 TPutusan Perkara Pidana 1 Perkara 1.6A4.000,00
2 Putusan Perkara Pidana Militer 1 Perkata Y530.000,00
3  Putosan Perkara PHI yang Nilai Gugatannya di Bawah 150 1 Perkara 835.000,00
uta
005.03 |Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Perkara Hekum Perseorangan
I Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di 1 Perkara T15.000.00
Wilayah Barat
2 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat 1 Perkara 915.000,00
Banding di Wilayah Barat
3 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Portama di 1 Perkara 865.000,00
Wilayal Barat
4 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat 1 Perkara 1.194.000,00
Pertama di Wilayah Barat
5  Perkara PHI {dibawah 150 juta) yang Disclesaikan di 1 Perkara 1.440.000,00
Tingkat Pertama di Wilayah Barat
£ Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkal Banding di 1 Perkara TH3.000) ()
Wilayah Tengah
7 Perkara Pidana Kerupsi vang Diselesaikan di Tingkat I Perkara 963.000,00
Banding di Wilavah Tengah
8 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Perlama di ! Perkara 915.000.00
Wilayah Tengah
9 Perkara Pidana Korupsi vang Diselesaikan di Tingkat b Perkara 1.050.000,00
Pertama di Wilayah Tengah
10 Perkara PHI {libawah 1530 juta) yang Diselesaikan di I Perkara 1.370.000,00
Tingkat Portama i Wilayah Tengah
11 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Bandiog di ! Perkara 713.000,00
Wilayah Timur
12 Perkara Pidana Kerupsi vang Diselesaikan di Tingkat b Porkara 1.030.000,00
Banding di Wilayah Timur
13 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di I Perkara 845.000,00
Wilayah Timur
14 Perkara Pidana Korupsi vang Diselesaikan di Tingkat 1 Perkara 1.250.0060,00
Pertama di Wilayah Timur
153 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Disclesaikan di 1 Perkara 1.600.000 0
Tingkat Pertama i Wilayah Timur
005.05 |Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara (TUN)
Perkara Hukum Perseorangan
1 Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di 1 Perkara FL0O0.0H0
Pengadilan Militer Utama
2 Perkara Pidana Tingkat Banding yanyg Diselesaikan di 1 Porkura 420.000,00
Pengadilan Wiliter Utama dan Pengadilan Militer Tinggi [
s.d I
3  Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di 1 Perkara 1.565.000,00
Pengadilan Militer Tinggi I 5.d Il dan Pengadilan Militer T -
01 5410 - 18
4 pPerkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di 1 Perkara 2.016.000,00
Pengadilan Militer 11 - 19 Jayapura
5 Perkara Polanggaran Lalu Lintas vang Diselesaikan di 1 Perkara 140,000,000
Pengadilan Militer Tingg [ s.d Il dan Pengadilan Militer T-
01 sdIIl- 18
6 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas vang Disclesaikan di 1 Perkura 208.000,00

Pengadilan Wiliter UI - 19 Jayapura

jdih.kemenkeu.

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia {006)

(dalam rupiahy)

Kode

Uraian

Volume dan
Satuan Ukur

Besaran

Heterangan

1

2

3

5

006.0]

Kejaksaan Republik Indonesia

10

11

13

14

15

16

17

18

Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat

Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di
Kejaksaan Tingmi/ Kejaksaan Negerd !/ Cabang Kejuksaan
Negeri

Pelayanan Publik Eepada Lembaga

Lembaga Yang Telah Diberi Penerangan liukum pada
Kujaksaan Tingpi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan
Negen

Penanganan Perkara

Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada
Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan
Megeri/ Cabang Kejaksaan Negerl

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada
Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan
Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri di Papua dan Papua
Barat

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada
Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan

Negeri/ Cabang Kejaksaan Negerl

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada
Tahap Penyidikan Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan

¥egeri/ Cabang Kejaksaan Negeri di Pupua dan Papua
Barat

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggl

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilavah 1

Perkara Tindak Pidana Korupsi dun Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainnya
pada Tahap Pra Penuntutan dan Poountutan di Kejaksaan
Wegeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah | Papua dan
Papua Barat

Perkara Tindak Fidana Kerupsi dun Tindask Pitdana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainnya
padla Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan
Wegeri/Cabang Kejalisaan Negeri Wilayah I

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusuos
Lainoya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lannya
pada Tahap Pra Penuntotan dan Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah [11 Jawa Barat

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Laimoya
piada Tabap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan
Negerif Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah M1 Jawa Tengah

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusos Lamnya
pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah U Jawa Timur

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
L.ainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainoya
pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejuksaan
Wegeri/ Cabang Kejaltsaan Negeri Wilayah I Aceh

Perkara Tindak Pidana Korupsi dam Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Fra Penuntutan dan Khusus Lainnya
pada Tahap Pra Penuntutan dan Peountutan di Kejaksaan
Wegeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah L Sumatera
Utara

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainoya
pada Tabap Pra Penunintan dan Penuntutan di Kejuksaan
Wegeri/ Cabang Kejaksaan Negerl Wilayah [l Sumatera
Barat

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Fra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Megeri Wilayah I
Riaun

—

Laporan

—

Lembaga

—

Perkara

—_

Perkara

Perkara

—

Perkara

—

Perkara

—_

Porkara

—

Perkara

—_

Perliara

Perloara

—

Perkara

—

Perkara

Perlara

Prrkara

—

Perkara

—

Perkara

—_

Perkara

14.080.000,00

9.460.000,00

1.300.000,00

29.800.000,00

S0.000.0400, 00

13:0.000.000,00

116.000.000,00

36.000.000,00

45 0000, 00

75.000.000,00

68.800.000,00

125.770.000,00

119.950.000,00

123.830.000,00

118.980.000,060

119.950.000,00

120.920.000,00

119.950.000,60

idih kemenkeufo.id
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Hementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia (006} [dalam rupiah)

Volume dan
Hod u
ode talan Satuan Ukur Besaran Heterangan

1 2 3 4q 5

1% Perkara lindak Pldana Korupasi dan Tindak Fidana Khusns 1 Perkara 119.950.000,00
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah 111
Jambi

20 Perkara Tindak Pldana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Megeri Wilayah 111
Sumatera Selatan

21 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntulan di
Kejaksaan MNegen/ Cabang Kejulesaan Megeri Wilavah [11
Lampung

22 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lamnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
kejaksaan Negeri/ Cabang kejaksaan Negeri Wilayah 1]
Kalimantan Barat

23 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lamnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negenf Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah [11
Kalimantan Tengah

24 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan MNegen/ Cabang Kejuksaan Negeri Wilayah 11
Kalimantan Sclatan

45 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negen/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah [11
Kalimantan Timur

26 TPerkara Tindak Pidana Kerupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Poountutan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negen Wilayvah [11
Sulawesi Utara

27 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusas
Lainnya pada Tahap Pra Penuniutan dan Penuntutan di
Kejaksaan MNegenf Cabang kejaksaan Negeri Wilayah 11
Sulawesi Tengah

28 perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnys pada Tahap Pra Penuntutan dan Peountutan di
hejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negen Wilayah 111
Sulawesi Selatan

20 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Pepuntutan lan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negen Wilayvah 11
Sulawesi Tengegara

30 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan i
Kejaksaan Negerif Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I
Maluku

31 Perkara Tiwdak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kcjaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Mcgeri Wilayah 111
Bali

32 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Fidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Megeri Wilayah 111
Musa Tenggara Barat

23 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuniutan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah 111
Nusa Tenggara Timur

34 Perkara Tindak Piduna Korupsi dan Tmmdak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negerif Cabang Kejaksaan Megeri Wilayah 11
Papua

35 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Fenuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Megeri Wilayah 111
Gengkulu

36 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnva pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntatan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan MNegeri Wilayah L1
Maluku Utara

37 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khuosus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Megeri Wilayah L1
Kepulanan Banglka Belitung

—

Perkara 120.920.000,00

—

Perkara 120.920.000,00

—

Perkara 239,220,000,00

—

Porkara 118.9580.000,00

—

Perkara, 273.220.000,00

—

Perkara 240.770.000,00

—

Perkara 326.870.000,00

—

Perkara 256.350.000,00

—

Perkara 326.870.000,00

—

Perkara 269.920.000,00

—

Perkara ST2.120.000, 04

—

Perkara 126.220.000,00

—

Perkara 276.840.000,00

—

Perkara 335.Y70.000,00

—_

Perkara 452.720.000,00

—

Perkara 120.920.0600.00

Perkara 349,170.000,00

—

Perkara 203.730.000,00

jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia [006)

{dalam rupiah)

Kode

Uraian

Volume dan
Satuan Ukur

Besaran

Keterangan

1

2

3

4

5

38

39

40

41

42

43

44

4h

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejalksaan Negerl Wilayah I
Gorentalo

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnva pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Megeri Wilayah 111
Kepulauan Riau

Perkara Tindak Pidana Kerupsi dan Tindak Pidana Khunsus
Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Fenuntutan di
Kejaksaan Negerif Cabuang Kejaksaan Negeri Wilayah U
Papua Barat

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya pada Tahap Pra Penuniutan dan Penuntuatan di
Kejaksaarn Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah 111
Sulawesl Barat

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnva pada Tahap Pra Penunlulan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah 111
Kalimantan Ltara

Pelaksanaan cksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi,
Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam
Rumah Tahanan Wilavah |

Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi,
Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidena ditahan dalam
Rumah Tahanan Wilayah IT

Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi,
Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam
Rumah Tahanan Wilayah II1

Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi,
Tindak Fidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan
Dialaun Rumah Tahanan

1 Perkara

Perkara

—

Perkara

—

Perkara

Perkara

—

—

Perkara

—

Perkara

-

Perkara

—

Perkara

120.780.000,00

BH1.350.000,00

460.220.000,00

130.290.000,00

2TITT0.000,00

4.850.000,00

7.440.000,00

37.280.000,00

50.520.000,00

jdih.kemenkéﬁ.go.id
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fan Negarm/Lembaga: K fan Sel iat Negaura (007 [dalam rapiah)
Kode Urmian ::::::U::; B
1 2 3 4 3
007.01 |Schretariat Negara

Wahiiak Bidung Pelay

2 Analisis Bahan Kehbijalkan

Kehijakan Eideng Ekonomi dan Kenangan
1 Analisis Kebijakan di Bidang Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Dieva Sang

Publik

1 Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1 Rekomendasi
Kelijakan, Kapan

1 S0, R0, L

23424040 500,00

jdih.kemenkel/go.id
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K Negara/Lembaga: Kementerian Dalam Negeri (010} (dalam rupiahy
Valume dan
Kod i
e Uraian Satuan Ukus Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
010,01 [Sekretariat Jenderal
Standardizasi Profesi dan Sumber Daya Manusia
1 Penilaian Kempetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri L Orang 3.834.333.00
2 Perulman Kompetensi Jabatan Administrator, Pengawas, dan 1 Orang 3.394.2333,00
Fungsional di Lingkungan Kerendagri
3 Penilaian Kempetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan 1 Orang 4.312.000.00
Kemendagri
010.12 |Badan Pengembangan Sumber Daya M
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
1 Pepgembangan Kompetenst 5 Hari Bidang Standardisasi dan 1 Orang 2.564.000,00
Sertifikasi
2 Pengembangsan Kompetens,  Hari Bidang Standardisasi dan | Crang 2.944. 166,00
Sertifikasi
3 Pengembangsn Kompetens: 5 Hard Bidang Pemerintahan Dalam 1 Crang 2.564.000,00
Hegeri
4 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Fidang Kepamongprajaan dan 1 Orang 2.564.000,00
Manajemen Kepemimpinan
3 Pengembangsn Komperens: 5 Harl Bidang Fungsional dan Teknis 1 Orang 2.564.000,00
& Pengembangan Kompetensi 12 Hari Bidang Fungsional dan Teknis 1 Orang 4 843.833.00
7  Pengembangan Kempetensi 14 Han Bidang Fungsional dan Teknis 1 Orang 5.718.333.00

jdih.kemenkeu:go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Luar Negerl {011}

[dalam rupahy

Volume dan

4 Pelavanan Fasilitas Diplomatik

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 9 5
011.01 Sekretariat Jenderal
Layanan Manajemen Kinerja Internal
1 Layanah Penyeienggaraan Kearsipan 1 Dokoumen 360.333.000,00
011.04 Ditjen Kerja Sama ASEAN
Kebijakan Bidang Politik
2 Kena Sama ASEAN Bidang Politik dan Kearnanan 1 Rekomendasi TE.093.000,00
Kehijakan
Koordinasi
3 Koordinasi Implementasi Kerja Sama ASEAN di Tinghkat 1 kegiatan G4 1. B30.000,00
Masional
011.08 Ditjen Protokol dan Konsuler
Pelayanan Publik pada Lembaga
1 Lembaga 32.000,000,00

jdih.kemenkeu.go.id
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Hementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan {012)

{dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
012.01 |Kementerian Pertahanan

Pelatihan Bidang Pertah dan Hea

1 Perckrutan Komoad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama 1 Orang 5.857.690,04
Ravon [

2 Perekrutan Kemead Golongan Perwira, Bintara dan Tamtams 1 Qrang 5.998.320,00
Ravon II

3  Perekrutan Komecad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama 1 Orang 6,281.420,00
Ravon III

4 Perekrutan Komead Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama 1 Qrang 5.893.430,00
Ravon [V

53 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamlama 1 Orang 10.438.420,00
Ravon V

& Latihan Dasar Militer Komead Golongan Perwira, Bintara dan 1 Qrang 13.933.986,00
Tamtama Rayon i

7 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan 1 Orang 14.341.413,00
Tamtana Rayon i1

8 Latihan Dasar Militer Kemearl {iolotigan Perwira, Bintara dan 1 Qrang 14.528.146,00
Tamntama Ravon UI

9 Latihan Dasar Militer Komcad Gelongan Perwira, Bintlara dan 1 Orang 14.456 853,00
Tamtama Raven IV

10 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan 1 Crang 16.688.906,00
Tamlama Ravon v

11 Latihan Penvegaran Komcad Golengan Perwira, Binlara dan 1 Orang 1.566.314.00
Tamtama Ravon [

12 Latihan Penvegaran Komead Golongan Perwira, Hintara dan 1 Crang 1.608.54%,00
Tumtiama Rayven 1

13 lLatihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan 1 Orang 1.662 905,00
Tamtama Ravon M1

14 Latihan Penyvegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan 1 Orang 1.613.605,00
Tamtama Rayon IV

15 Latihan Penyegaran Komead Golongan Perwira, Hintara dan 1 Crang 2.105.744.00
Tamtama Rayvon v
Layanan Bantuan Hukum Ferseorangan

16 Bantuan dan Nasihat Huloun di Luar Pengadilan {Nen Litigasi) 1 Orang 8.997.000,00
Perkara Hukum Perseorangan

17 Pendapat dan Saran Hukum iLegal Opinion) 1 Perkara 955.000,00
Perkara Hukum Lembaga

18 Laporan dan Nasehal Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat 1 Perkara 27.760.000,00
Tk-I Rayon 1

1% Laporan dan Naschat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat 1 Perkara 32.554.000,00
Tk-I Rayon 2

20 Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata,/ TUN 1 Perkars 14+.114.000.00
Terbanding Tk-Banding Rayon 1

21 lLaporan Dan Nasehat Hukum Porkara Perdata /TUN 1 Perkeara 12.036.000.00
Terbanding Tk-Banding Rayen 2

32 Laporan Dan Waschat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Perkara 10.643.000,00
Terbanding Tk-Banding Rayon 4

23 Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 15.285.000.00
Tk-Kasasi Rayon 1

24 laporan dan Masehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termehon 1 Perkara 17.445.000,00
Tk-Kasasi Rayon 2

25 Laporan dan Wasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 15.500.000,00
Thk-Pk Rayon 1
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan

26 Kursus Intensil Bahasa Inggris Gelombang 1 1 Cirang 5.471.000,00

27 HKursus Intensil Bahasa Ingeris Gelombang 2 1 Orang 5.471.000.00

28 Kursus Dasar Instruktur Bahasa Ingeris 1 Orang 5.471.000,00

20  Kursus Intensif Bahasa Inggeris Persiapan [ELTS 1 Oraneg 5.471.000,00

30 Kursus Intensil Bahasa Indonesia Gelombang 1 1 Orang 7.103.000,00

31  Kursus Intensil Bahasa Indoncsia {felombang 2 1 Orang 7.103.000,00

32 Kursus Intensil Bahasa Indonesia Gelomhbang 3 1 Orang 7.103.000,00

33 Kursus Intensil Bahasa indonesia Gelombang 4 1 Orang 7.103.000,00

34 Kursus lintensi{ Bahasa Indonesia bagi Perwira SAF 1 Orang 7.103.004,00

35 Kursus Intensif Bahasa Indoncsia Bagi Calen Mahasiswa Asing I Orang 7.103.000,00
Unhan

36 Kursus lntensif Bahasa Arab 1 Orang 5.471.004,00

37 Kursus Intensif Bahasa Jepang 1 Orang 5.471.000,00

38 Kursus Intensif Bahasa Jerman 1 Orang 5.471.000,00

39 Kursus lntensif Bahasa Korea 1 Orang 5.471.000,00

4 Kursus Intensif Bahasa Mandarin 1 Orang 5.471.000,00

41 Kursus Intensif Bahasa Perancis 1 Orang 5.471.000,00

42  Kursus Intensif Bahasa Rusia 1 Orang 5.471.000,00

43 Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Fasukan Pemelihara 1 Crang 5.471.000,00
Perdamaian PBBE

44 Kursus Intensif Bahasa Arab bagi Pasukan Pemelihara 1 Orang 5.471.000,00
Perdamaian PBB

45 Kursus Intensif Bahasa Prancis bagi Pasukan Pemelihara 1 Orang 5.471.000,00
Perdamaian PBR

46 Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan 1 Orang T.847.600.00

47 Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan 1 Orang 6.379.044,00

48 Kursus Manajemen Perencanaan lan Penganggaran 1 {rang 5.541.211,00

Pertahanan

jdih.kemenkgégo.id
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Kementerian NegarafLembaga: Kementerian Pertahanan {012) {dalam: rupiah)
Valume dan
Kaod
ade Uraian Satwan Ulur Besaran, Heterangan
1 2 a 4 5
49 Kursus Manajemen Penelitiun Dan Pengembangan Pertahanan 1 Orang 5.931.611,00
Tingkat Muda
30 Kursus Dasar Manajemen Pertabhanan 1 Orang 5.888.055,00
51 Kursus Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pertahanan 1 Orang 5.606.983,00
52 Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara 1 Orang 5.391.755,00
Pertahanan
33 Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran 1 Orang 5.436.933,00
Pertahanan
54 Kursus Manajemen Penelitian Dan Pengembangan Pertahanan 1 rang 5.610.733.00

Tingkal Pertama

55 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Cyber Defence 1 Orang £.000.000,00

3f  TFendidikan dan Pelathan Teknis Administrasi Umum Tingkat 1 Orang 3.241.000,00
I

57 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrast Umum Tingkat 1 Orang 5.341.000,00
I

58 FPendidikan dan Pelatihan Teknis Alib Golongan dari Golongan 1 Orang 5.335.000,00
1I ke Golongan 111 bagi PHNS

59 Diklal Kader Muda Bela Negara Tingkat SMA /Setingkat 1 Crang 1.241 000,00

a0 Diklat Kader Muda Bela Nepara Gabungan 1 Orang 1.241.000,00

012.21 |Markas Besar THI

Operasi Bidang Pertahanan

Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI
Perbatasan/Pulau Terluar Ravon [

Perbatasan /Pulau Terluar Rayon II

Perbatasan /Pulau Terluar Rayon T

Perbatasan /Pulau Terluar Rayon [V

Perbatasan,/Pulau Terluar Rayon V

Rahwan Rayon I

Rahwun Ravon II

Rahwan Ravon Il

Rahwan Ravon [V

1] Rahwan Rayvon ¥

12 Pembentukan Satgas Yonmek UNIFIL

12 Kegiatan Satgas Yonmek UNIFIL

14 Purna Tugas Satgas Yonmek UNIFIL

15 FPembentukan b Satpas UNIFIL

16 Kegiatan Gabungan 5 Satgas UNIFIL

17 HKegiatan Satgas MPU UNIFIL

18 Kegintan Satgas FHOSU UNIFIL

19 Kegiatan Satgas MCOU UNIVIL

20 Kegiatan Satgas CIMIC UNIFIL

21 Kegialan Satgas Level IT UNIFIL

22 Gahungan Gelar Siap dan Rotasi 5 Satgas UNIFIL

23 Gabungan Purna Tugas 5 Satgas UNIFIL

24 Pembenlukan Satgas MTF

25 Kegiatan Sutgas MTF

26 Purna Tugas Satgas MTF

27 Pembentukan Satgas Yon RDE MONUSCO

28 Kegiatan Satgas Yon RDB MONUSCO

24 Purna Tugas Satgas Yon RDB MONUSCO

30 Pembentukan Satgas Yon KIZI MONUSCO

31 Kegiatan Satgas Yon KIZI MONUSCO

32  Gelar Siap dan Rotasi Satgas KIZI MONUSCO

33 Purna Tugas Satgas KIZI MONUSCO

34 Pembentukan Salgas Kizi Minusca Car

33 Hegiatan Satgas Minusca Car

36 Purna Tugas Satgas Kizi Minusea Car

37 Pembcntulian Military Expert on Mission

38 Kegiatan Military Expert onn Mission

39  Pesetta Operasi Rutin Integratif

40 Peserta Operas Intelijen Rutin Rayen [

41 Peserta Operasi Intelijen Rulin Rayon I1

42 Peserla Operasi intelijen Rutin Ravon 111

43 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon IV

44 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayven V

45 Peserta Operasi Teritorial Integratf Giat Tahwil Rayon 1
46  Peserta Operasi Teriterial Integratif Giat Tahwil Rayvon 11
47  Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Kayon 111
48 Peserta Qperasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon 1V
44 Peserta Operasi Teriterial Integratif Giat Tahwil Ravon V
50 Pescrta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Terpusat

operasi 369.368.00
OPErasi 34.500,00
operasi 87.500,00
operast £6.500.00
operasi &8.500,00
opeTas 91.500,00
operasi 1067.500,00
operasi 110.500,00
opcrast 10%.500,00
operasi 111.500.00
operasi 114 500,00
operasi 2.413.328,00
operasi 6.571 805,00
operasi 1.676.582.00
oprerasi 2.4945.074,00
operasi 3.228 602,00
operasi 5.223,250,00
operasi 2.824 903,00
operasi 9.001.111.,40
opetasi 087714200
oporasi 15.546.666,00
operasi 2 873.458,00
operasi 1.852.135,00
oporasi 4,515.008,00
operasi 11.771 453,00
operasi 1.128.299.00
Operas 2.172.200,00
oporasi 7.212.7494,00
operasi 1.612.952.00
operasi 2.802.560.00
opRerasi 6.227.131,00
operag 2.429 628,00
opcrasi 1.866.828,00
operasi 2417 020,00
operasi 8.674 858,00
operas 1.337.837.00
operasi 1.840.275,00
operasi 15.498.525,00
operasi 75.000,00
operasi 163.648,00
operasi 166.648,00
operasi 172.748,00
operasi 173.748,00
operasi 181.848,00
operasi 124 441,00
operasi 131.441,00
Operast 130.441,00
opcrasi 136.44),00
operasi 139.441,00
operasi 230.520,00

- BN LR

e 2 b a1 b b b b e b e b kel b b b e b bt b b b ek el ket bl wk bl b bl b e b e b e b e e e b = e

51 Pescrta Qperasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Ravon ] QpeTiasi 244.657.00
32 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Ravon 11 opcrasi 251.657.,00
53 Peserta Operasi Teritorial Inlegratil Giat Komsos TNI Rayon 111 1 operasi 250.657,00
54 Peserta Operasi Teritorial Integradl Giat Komsos TNI Rayon 1V 1 operasi 256.657,00
35 Peserta Operasi Terilorial Integratil Giat Komsos THI Rayon ¥ L operasi 259.657,00
56 Peserta Operasi Teritorial Integratil Giat Operasi Teritornal 1 operasi 107.605,00
Rayon 1
57 Peserta Operasi Teritorial Integratil Giat Operasi Teritorial L operasi 114.605,00
Rayon 11

jdih.kemenked.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan {012}

[dalam rupiah)

Veolume dan

Kode Uraian Eatuan Ulsar Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
58 Peserta Operasi Teritorial Integratl Giat Operasi Teritorial 1 operasi 113.603,00

Rayon 11
59 Peserta Operasi Teritorial Integratil Giat Operasi Teritorial 1 operasi 119.605,00
Rayon [V
60 Peserta Operasi Teritorial Integratil Giat Operasi Teritorial 1 operasi 122 605,00
Rayon V
61 Peserta Operasi Toritorial Integratil Gial Karya Bakt di Daerah 1 operasi 90 110,00
Rayon [
62 Peserta Operasi Teritorial Integrabilf Giat Karya Bakti di Dacrah 1 operasi 106, 114,00
Rayeon 71
63 Peserta Operasi Teritorial Integratil Giat Karva Bakt di Daerah I operasi 105.110,00
Rayon I
64 Pescrta Operasi Teritorial Integratil Giat Karva Bakti di Daerah 1 operasi 111.110,0¢
Rayon 1Y
65 Peserla Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah 1 operasi 114.110,00
Rayon V
66 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pamtas, Pam Rahwan 1 operasi 185.500,00
dan Pam Puter
67 Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI 1 operasi S07.702,00
68  Peserta Operasi Siber TNI 1 operasi 295.915.00
Operasi Bidang Keamanan
69 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan THI kepada Polri L opcrasi 159.455,00
Wilayah I
70 Penggelaran Salgas Operasi Perbantuan THI kepada Paolri 1 nperasi 169.375,00
Wilayah 11
71 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri L operasi 1684.135,00
Wilavah III
72 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan THE kepada Polo 1 operasi 174.335,00
Wilayah 1¥
73 Pengpelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri 1 operasi 186.733,00
Wilayah V
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
74 Seleksi Penerimaan [Werving} Calon Pa PK TN I Orang 18.435.359,00
75 Seleksi Penerimaan {Wervingl Calon Fa FSDP Prib TNL I Orang 19.700.514,00
76 Selcksi Penerimaan (Werving) Mahasiswa Beasiswa TNI Calon i Orang 20.211.288,00
Pa PK TNI
77 Penerimaan CPNS U0 Mabes TNI I Orang 1.699. 704,00
T8 Diklat Alih PNS 1 Orang 7.705.375,00
79 Lulusan Dikma Chandradimuka Capratar (Fria) b Orang 5.083.000,00
80 Lulusan Dikma Chandradimuka Capralar (Wanita) 1 Orang 5.083.000,00
81 Pendidikan Pertama PSDEP Penerbang TNE 1 Orang B8.738.276,00
82 Pendidikan Lanjutan PSDP PNB TN 1 Orang T.743.202 00
83 Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria Reguler TN 1 Orang £.290.149,00
84 Pendidikan Pertama PA PK Wanila Reguler TN I Qrang 4.886.720,00
25 Scleksi Casis Dikreg Sesko TNIT I Orang 6,249 385,00
86 Lulusan Scsko TNI } Orang 6.806.000,00
8% Lulusan Dikbangspes Suspa TN 1 Orang 5.370.583.00
88 Lulusan Dikbangspes Susba TN 1 Orang 4,740 583,00
89 Lulusan Dikbangspes SiP THI 1 Orang 15.960.316,00
40  Lulusan Dikbangspes Susiabkimil 1 Orang 5.434 200,00
41 Lulusan Dikbangspes Susjabormil 1 Orang 5.549 466,00
92 Lylysan Dikbangspes Susgati Bintal 1 Orang 5.556.000,00
93 Lulusan Dik SAR TNI 1 Orang 5.575.416,00
Y4 Lulusan Kursus Penanggulanpgan Bencana Alam 1 Orang 5.575.416,00
95 Kursus Dasar Perwira lntelijen 1 Orang 5.275.000,00
g6 Kursus Perwirn Konira Intelijen 1 Orang 5.556.000,00
%7 Kursus Perwira Intclijen Strategis 1 Orang 5.240.000,00
98 Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen 1 Orang 4.933.333,00
49 Kursus Bintara Sandi Dan Intelijen 1 Orang 4.6066. 606,00
100 Kursus Dasar Bintara Intelijen 1 Grang 4.725.0600.00
101 Kursus Perwira Intelijen Siber 1 Orang 5.760.000,00
102 Kursus Bintara Intelijen Siber 1 Crang 5.651.851,00
103 Kuyrsus Perwira Intelijen Medis 1 Orang 5.507 777,00
104 Kursus Perwita Intelijen Ekonsmi 1 Crang 6.072,222,00
105 Pembekalan Intelijen 1 Orang 1.200.000,00
106 Kursus Perwira Interogator 1 Oraong 6.078.000,00
107 Kursus Bintara Interogator 1 Qrang 5.950.000,00
108 Seleksi Asisten Atase Pertahanan Rl 1 Orang 5.785.287.00
129 Kursus Bahasa Ingeris Asisten Atase Pertahanan Ri 1 Orang 6.211 26200
110 Kursus Komputer Asisten Atase Pertabanan RI 1 Orang 6.723.203,00
111 Kursus Sandi Asisten Atase Pertahanan RI 1 Qrang £.725.303,00
112 Seleksi Atasc Pertahanan R1 1 Orang 4.94%,224,00
113 Seleksi Kursus Perwira Intelijen 1 Orang 91.166,00
114 Seleksi Kursus Bintara Intelijen 1 Orang 270.600,00
115 Penataran/Latihan Gabungan Bangspes 1 Drang 167.000,00
116 Penataran/Latihan PA Bangspes 1 Orang 167.000,00
117 Penataran/Latihan BA Bangspes 1 Orang 165.750,00
118 Penataran/Latihan TA Bangspes 1 Orang 164.500,00
119 Sekolah Manajemen Dan Analisis Intelien (SMAL 1 Orang 10.646.000,00
120 Kursus Perwira Inteiijen Teknik 1 Orang 6.066.666,00
121 Kursus Bintara Inielifen Teknik 1 Orang 5.928.000,00
122 Kursus Perwira Intelijen Strategis Atase Pertahanan Rl 1 Orang 4.4943.302,00
123 Kursus Perwira Penggalangan 1 Orang 5.700.000,00
124 Kursus Perwira PCI 1 Orang 5.653.333,00
jdih.kemen
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan [012) [dalam rupiah)
Kode Uraian :;Tieuta‘:: Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
123 Kursus Perwira Litpers | Crang 2.706. 065,00
126 Kursus Atase Pertahanan RI 1 {rang 5.819 204 00
127 Penataran Istri Atase Pertahanan RI 1 Orang 5.677.966,00
128 Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial 1 Grang 5.555.555.Q0
120 Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritgrial 1 Grang 4.706.666,00
130 Lulusan Sekbang Terpadu THI 1 (Orang 9.798.272.00
131 Kursus Sandi Atase Perlahanan Rl 1 Orang 5.662.932,00
132 Kursus Perwira Iintelijen Strategis Asisten Atasc Pertabanan RI 1 Orang 5.400.000,00
133 Kursus Asisten Atase Pertahanan RI 1 Orang 5.900.000,00
134 Penataran Istr Asisten Atase Pertahanan RI 1 Orang 6.131.212,00
135 Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahanan Ri 1 Orang 5.909 604,00
136 Kursus Komputer Atase Pertabanan RI 1 Grang 5.662.932 00
137 Lulusan Kursus Perwira Siber TNT 1 Orang 5.922.750,00
138 Seleksi Susx Jaby Oditor Militer 1 Drang 6.185.333.00
139 Seleksi Sus Jab Hakim Militer 1 Crang 6_188.333,00
140 Pendidikan Pertama [Dikima) Pa PK Pria Susgakes TNI 1 {vang 6.628.742,00
141 Pendidikan Pertama Pa PK Wanita Susgakes TN 1 Orung 6567 440,00
142 Lulusan Kursus Manajemen Prngadaan Barang & Jasa 1 Crang 5.152.833,00
143 Lulusan Kursus Manajemen Auditor Ahli Pertama TNL 1 Crang 5.021.166,00
144 Lulusan Kursus Perwira Perencanaan Anggaran TN 1 Orang 4.975.277.00
145 Lulusan Kursus Perwira Administrasi Keuangan 1 Orang 5.186.083.00
Pelatiban Bidang Pertahanan dan Keamanan
146 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri 1 Orang 1.411.923.00
147 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negen 1 Orang 127 441,00
148 Peserta Latihan Kesiapsingaan Operasi Wilayah I 1 Orang 142.138.00
149 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah [1 1 Orang 142.738,00
150 Peserta Lauhan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah BHI 1 Orang 143.338,00
151 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah IV 1 (rang 143.938,00
152 Peserta Latiban Kesiapsiagaan Operasi Wilayah v 1 Qrang 144.538,00
153 Peserta Lauhan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI 1 Orang 163.616,00
154 Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNL 1 Orang 134.875,00
155 Peserta Latban Pratugas Operasi Famtas/Rahwan (Wilayah 1) 1 Orang 106.104,.00
136 Peserta Lathan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah 15 1 (rang 108.633.00
157 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas; Rahwan (Wilavah LI) 1 Orang 113.804,00
138 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah IV) 1 Orang 118.975,00
159 Pescrta Lathan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V) 1 {Jrang 12700400
160} Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/ Puter [Wilayah 1 Orang 101.407,00
b
161 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat Puter (Wilayah 1 rang 103.6971,00
1Ty
162 Peserta Latihan Pratugas Operasi Satgas Intel 1 Orang 165.159,00
Layanan Bantuan Hulkum Perseorangan
163 Pembioaan Napi Prajurit THI Rayoen 1 1 Orang 139.000,00
164 Pembinawn Napi Prajurit TNI Rayon 2 1 Orang 146.000,00
165 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayen 2 1 Orang 149,500,040
166 Pembinaan Napi Prajurit THI Rayon 4 1 Orang 152.500,00
167 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3 I Orang 227 000,00
168 Petunjuk Pembinaan Napld Prajurit 1 Orang 2.650.000,00
Perkara Hukum Perseorangan
169 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Ravon 1 1 Perkara 47 830.000,60
170 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2 1 Perkara 53.430.000,00
171 Penuntutan dan Pengoluhan Perkara Pidana Militer Rayon 3 1 Perkara 37.090.000,00
172 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Ravon 4 1 Ferlkara 40_860.000,00
173 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 5 1 Perkara 160.670.000.00
174 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmitti 1 Perkara 105.410.000,00
Rayon 1
175 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Oumilt 1 Perkara 126.660.000,00
Ravon 2
176 Fenuntutan dan Pengelahan Perkara Pidana WMiliter di Otmilti 1 Perkara 147.910.000,00
Rayon 3
177 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana diliter di Otmilti 1 Perkara 147.910.000.00
Ravon 4
178 Penuntutan dan Fengolahan Perkara Fidana Mikiter di Ctmiltd 1 Perkara 167.410.000.00
Rayon &
179 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana 1 Perkara 5.350.000,00
Militer
130 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana 1 Porloara 3.460.000,00
Militer Rayon 1
181 Penuntulan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana 1 Perkara 6.083.000,00
Militer Ravon 2
182 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perlara Pidana 1 Perkara 6.025.000,00
Militer Ravon 3
133 Penuntutan dan Pongolahan Upaya Kasasi Perloara Pidana L Perkara 5.614.000,00
Militer Rayon 4
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; Volume dan
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1 2 3 4 5
184 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana 1 Perkara 19.811.000,00
Militer Rayon 5
183 Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara 1 Perkara 8.400.000,00
Pidana Militer
186 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana 1 Perkara 1.150.000,00
Militer Rayon 1
187 Penuntutan dan Fengoluhan Perkara Pelanggaran Fidana 1 Perkara 1.230.000,00
Militer Rayon 2
188 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana 1 Perkara 1.295 300,00
Militer Ravon 3
142 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidunig 1 Perkara 1.15G.000,00
Militer Rayon 4
190 Penuntutan dan Pengolabian Perkara Pelanggaran Pidana 1 Perkara 2.950.000,00
Militer Rayon 5
191 Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana 1 Perleara 2.470.000,00
192 Lelang Sita Rampasan 1 Perkara 46.075,000,00
193 Eksekusi Orang/Barang 1 Perkara 17.282.000,00
194 Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Pidana Militer Thel 1 Perkara 19884 000,00
195 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk 1 Perkara 13.718.000,00
Banding
196 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana bMiliter Th. Kasasi 1 Perkara 11.5218.000,00
197 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Th. PK 1 Perkara 13.430.000,00
198 Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Pidana Umum TkI 1 Perkara 209.120.000,00
199 Rantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk, 1 Perkara 16.243.000,00
Banding
200 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkata Pidana Umum Tk, Kasasi] 1 Perkara 12.667.000,00
201 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk, PK 1 Perkara 18.748.000,00
202 Pantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata /TUN Penggugat 1 Perkara 45.922.000,00
Tkl
203 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata /TUN 1 Perkara 20.783.000,00
Pembanding Tk. Banding
204 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemchon 1 Perkara 26.883,000.00
Tk, Kasiasi
2015 Bantuan Jdan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN Pemchon 1 Perkara 234_235.000.00
Tk. FK
206 Bantuan dan Nasihat [lukum Perkara Pecdata/TUN Tergugat 1 Perkara 122 .809.000,00
TK I
207 Bantuan dan Nasihal Hukum Perkara Perdata/ TUN Terbanding| 1 Perkara 22.253.000,00
Tk. Banding
208 Bantuan dan Naschar Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 27.811.000,00
Tk. Kasasi
200 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 27.296.000.00
Tk. PK
210 Banluan dan Nasihat Hukum Non Litigasi 1 Perkara 16.838.000,00
211 Pendapal dan Saran Hukum 1 Pcrkara 935.0:00,00
212 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit 1 Perkara 232 530.000,00
2313 Penvyelesaian Perkara Pclanggaran Prajurit 1 Perkara 2.255.000,00
214 Penyelidikan Kriminal Perkara Picana 1 Perkara 13.387.000,00
215 Pengelahan Dan Penyelesaian Perkara Koneksitas 1 Perkara 83.394.000,00
2146 Harmonisasi Perpang TN 1 Perkara 36.750.000,00
012.22 |[Markas Besar TNI AD
Pelatihan Bidang Pertahanan dan HKeamanan
1 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon | {Tingkat Kompi BS 1 Orang 3.500.000,00
Tian Detasemen)
2 Latihan Perorangan Matra Darat Ruyon 1 {Tingkat Kompi BS 1 Orang 4.000.000,00
Dan Detasemen)
3  Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I [Tingkat Kompi BS 1 Orang 4 500,000, 00
Lan Detascmeny)
4 Latihan Perotangan Matra Darat Rayon [V (Tingkat Kompi B3 1 Orang 5.000.000,00
Dan Dotasemen)
5 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kempi B3 L Orang 3.500.000,00
Dan Detasement
& Latihan Perorangan Matra Darat Ravon | (Batalyon Terpusat) 1 Orang 5.000.000,00
Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I {Batalyon Terpusat) L Orang 5.500.000,00
£ Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I {Batalyon Terpusat) 1 Orang 6.000.000,00
9 Latihan Perorangan Matra Darat Rayvon [V {Batalyon Terpusat) 1 Orang 6.300.000,00
10+ Latihan Perorangan Maira Darat Rayon ¥ {Batalvon Terpusaly 1 Orang 7.000.000,00
11 Latihan Perorangan Mawa Darat Rayon [ (Batalyon Tersebar) 1 Orang 6.000.000,00
12 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon Il (Batalyon Tersebar) 1 Orang 6.500.000,00
13 Latihan Perorangan Matra Daran Rayoo [ (Batalyon Terschbar) 1 Grang 7.000.000,00
14 Latihan Pororangan Mawa Darat Rayon [V {Batalyon Tersebar] 1 Qrang 7.500.000,00
15 Latihan Perorangan Matra Carat Rayon V [Batalyon Tersebar) 1 Orang 8.000.000,00
16 Latihan Perorangan Matra Daral Rayon [ (Batalyon Tersebar 1 Orang 7.000.000,00

Jauhy
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Volume dan

Kode Urajan Satuan Ukur Besaran Heterangan
1 2 a 4 5
17 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II {Batalyon Tersebar 1 Orang 7.500.000,00
Jauhj

18 Latihan Perorangan Matra Darat Ravon 111 (Batalyon Tersebar 1 Orang 8.000.000,00
Jauhy

19 Latihan Perorangan Matra Daral Ravon 1V [Batalyon Tersebar 1 Orang 8.500.000.00
Jauh)

20 Latihan Perorangun Matra Darat Rayon V (Batalyen Tersebar 1 Orang 9.000.000,00
Jauhy)

21 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon | (Balakpus, Balaldam 1 Orang 4.000.000.00
Dan Balak Aju)

22 Latihan Perorangan Matra Darat Rayvon 11 (Balakpus, Balakdam 1 Orang 4.500.000,00
Dan Balak Aju)

23 Latihan Perorangan Matra [arat Rayon 111 [Balakpus, 1 Orang 3.000.000,00
Baiakdam Dan Balak Aju}

24 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon 1V [Balukpus, 1 Orang 5.500.000.00
Balakdam Dan Balak Aju)

25 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V [Balakpus, Balakdam | 1 Orang 6. .00, 000,00
Dan Balak Aju)

26 Latihan Perorangan Matra Daral Rayon 1 {Satoan Kerem Maten 1 Orang 3.000.000,00
Latorsar Ter)

27 Latihan Peroranguan Matra Darat Rayon Il (Satuan Korem 1 {rang 3.500.000.00
Materi Latorsar Ter}

28 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon 111 (Satuan Korem 1 Orang 4.000.000,00
Materi Latorsar Ter}

20 Latihan Perorangan Matra Daral Ravon 1V [Satuan Korem 1 Orung 4.500.000,00
Muateri Latorsar Ter}

30 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem 1 Orang 3.000.000,00
Materi Latorsar Tery

31 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon | {Satuan Kerem Maten 1 {rrang 1.500.000,00
Latorsar [Intel)

32 Latihan Perorangan Matra Darat Ruwyon 11 (Salan Korem 1 Orang 2.000.000,00
Materi Latersar Intel]

33 Latihan Perorangan Matra Darat REayon Ul (Satuan Kerem 1 Orang 2.504.000.00
Materi Latorsar Intel)

34 Latiban Perorangan Matra Darat Rayon [V [Satuan Korem 1 Urang 3000 000,00
Materi Latorsar Intel]

35 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Saluan Korem 1 Orang 3.500.000,00
Materi Latorsar Intef}

36  Latihan Perovangan Matra Darat Eavon L ($atuan Kodim Mudah] 1 Orang 3.500.000,00
Terfangkau Maten Latorsar Ter)

37 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon il {Satuan Kodim 1 Orang 4.100,000,00
Mudah Terjangkau Materl Latorsar Ter)

35 Latihan Perorangan Matra Davat Rayon 11T {Satuan Kedim 1 Orang 4.500.004,00
Mudah Terjangkau Materi Latorsar Tet)

39 Latihan Ferorangan Muatra Darat Rayon 1V (Satuan Kodim 1 Orang 5.000.000.00
Mudah Terfangkau Materl Latorsar Ter}

40 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim 1 Orang 5.500.004,00
WMudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)

41 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I [Satan Kodim Sulit 1 Orang 4.000.0043,00
Terjangkau Mater Latorsar Ter)

42 Latihan Perorangan Matra Daral Rayon 1l (Satuan Kodim Sulit 1 Orang 4.500.000,00
Terjangkau bMater Latorsar Ter)

43 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon 1l (Satuan Kodim Sulit b Orang 5.000.000,00
Teriangkau Materi Latorsar Ter]

44 Latihan Perorangan Matra Darat Rayen IV (Satoan Kodim Salit } Orang 5.500.004,00
Terjangkau Materi Latorsar Ter)

45 Latihan Perorangan Matra Darat Fayon V (Satuasn Kodim Sulit 1 Orang 6000 000,00
Terjangkau Materi Latorsar Ter)

46 Latihan Perorangan Malra Darvat Rayon | {Satuan Kodim Materd 1 Orang 1.000.000,00
Latorsar Lntell

47 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon 11 (Satuan Kodim Materi] 1 Orang 1.500.000,60
Latorsar Lntel)

48 Latihan Perorangan Matra Daral Rayon I {Satuan Kodim 1 Orang 2.000.000,00
Materi Latorsar Intel)

40 Latihan Perorangan bMatra Darat Rayon IV {Satuan Kodim 1 Orang 2.500.000,00
Materi Latorsar Intel)

50 Latiban Perorangan Matra Darat Rayon ¥V (Satuan Kodim Materi] 1 Orang 3.000.000.00
Latorsar Intcl}
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan

51 Koplar Pria 1 Orang 4.95(.000,00

52 Koptar Wanita 1 Orang 4.950.000,00

53 Sersan Taruna Pria 1 QOrang 5.193.000,00

54 Sersan Taruna Wanita 1 Orang 5.193.000,00

55 Sermadatar Pria 1 Orang 5.392 000,00

56 Sermadatar Wanita 1 Orang 5.392 000,00

57 Sermatutar Pria 1 Orang 5.587.000,00

53 Sermatutar Wanita 1 Orang 3.587.000,00

59 Dikmaba Pria Ravon | 1 Orang 3.593.000.00

60 Dikmaba Pria Rayon 11 1 Orang 3.643 000,00

61 Dikmaba Pria Rayon LI 1 {yrang 3.808.000,00

62 Dikmabe Pria Rayon IV 1 Orang 3.857.000.00

jdih.kemenkéu.go.id



-39 -

Kementerian Negara/Lembaga: K terian Pertah (012) {dalam rupiah)
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1 2 3 4 ]
63 Dhikmaba Pria Rayon V L Qrang 4.051.000,00
64 Dikinaba Wanita 1 Qrang 3.593.000,00
6> Dikmata Rayon I 1 Orang 3.393.000.00
66 Dikmata Rayon Il 1 Orang 3.440,.000.00
67 Dikmata Rayon 11 1 Orang 3.601.000,00
68 Dikmata Rayon IV 1 Orang 3.638.000,00
69 Dikmala Raven vV 1 Orang 383300000
70 Werving Tuaruna Malea Datrat 1 Qrang 26.605, 100,00
71 Werving Bintara Umum Malra Darat 1 QOrang 6.650.076,00
T2 Werving Tamtama Matra Darat UUmum 1 Orang 5.090.283 .00
73 Diktukpa Reg/Sus 1 Orang 3.975.000.00
74 Lulusan Diktuklma Rep/Sus Rayon [ 1 Orang 3.539.000,00
75 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayvon 11 1 Orang 3.586.000,00
76 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayvon IIT 1 Orang 3.754.000,00
77 Lulusan Diktukba Reg/Sus Raven [V 1 Orang 3.804.000.00
78 Lulusan Diktukba Reg/Sus Raven V 1 Oraong 4.003.000.00
79 Peserta Diktukpa Reg/Sus Ravon [ 1 Qrang 1.6940.000,00
80 Peserta Diklukpa Reg/Sus Ravon I 1 Orang 1.731.000,00
&1 Peserta Diktukpa Rep/Sus Raven HI 1 Orang 1.738.000,00
82 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon IV 1 Qrang 1.767.000,00
83 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon V 1 Orang 1.775.000,00
84 Pescria Diktukba Reg/Sus Ravon | 1 Orang 1.307 000,00
85 Peserta Diktukba Reg/Sus Ravon 1] 1 Orang 1.331.000 00
86 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon 111 1 Orang 1.360.0046,00
A7 Peserta Diktukba Reg/Sus Ravon IV 1 Orang 1.384.400,00
&8 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon V 1 Orang 1.427 000,00
&9  Diklat Alih Golongan dar Gol 1 ke Gol 1Ll PNS Rayon | 1 Orang 4,369 666,00
9 Diklal Alih Golengan dari Gol 1T ke Gol 11l PNS Eayon i 1 Orang 4. 3972.666.00
9] Diklat Alih Golongan davi Gol I ke Gol T PNS Ravon 111 1 Orang 4.541.000,00
92 Diklat Alih Golengan dari Gol [T ke Gol (U PNS Rayon IV 1 Urang 4,560 000,00
93 Diklat Alih Golengan dari Gol I1 ke Gol L1 PNS Rayon V 1 Orang 4.745.333,00
94  Pendidikan Seskoad 1 Orang 5.0120.000,00
95 Diklapal Cab Satpur/Banpur 1 Orang 4.148.004,00
9% Diklapa [ Cab Banmin 1 Orang 3.927.000,00
97 Peserta Seskoad /Sesko TNI/Lemhannas Rayon | 1 Orang 6. 319.000.00
Q% Peserta Sesleoad /Sesko TN/ Lemhannas Rayon IT 1 Orang 5,327 000,00
9% Peserta Seskoad /Scsko TNI/ Lembannas Rayvon I 1 Orang 6.308.004,00
100 Peserla Seskoad/Sesko THI/Lemhantias Rayon [V i Orang 6.387.000,00
101 Pescria Seskoad fSesko TNI/ Lemhannas Rayvon V 1 Orang 6.472.000,00
102 Peserta Dikdapa I/ Diklapa [I Rayon [ 1 Orang 4,224 000,00
103 Peserta Dhklapa 1/ Diklapa [ Rayon 1] 1 Orang 4. 184 000,00
104 Pesercta Diklapa 1/ Diklapa 1T Rayon IIL J Orang 4.308.000,00
105 Pescrta Diklapa 1/ Diklapa 11 Rayoen [V 1 Orang 4.368 000,00
106 Peserta Dklapa I/ Diklapa [I Rayon V 1 Orang 4.394.000,00
107 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 1 Orang 16.755.000,00
108 Dikbangspespa Cab Satpur/Banpur 1 Orang 3.017.000,00
109 Dikbangspespa Cab Banmin 1 Crang 3.717.000,00
110 Drkcalr Perwira Satpur/Banpur 1 Orang 5.256.000,00
111 Dikcab Porwira Banmin 1 Orang 5.011.600.40
112 Dikbangspesha Rayon I 1 Qrang 3.369.000.00
113 Dikbangspesha Rayon II I Grang 3.415.000.00
114 Dikbangspesha Rayon [I1 | Orang 3.565.000.00
115 Dikbangspesha Rayen [V ! Orang 3.623.000.00
116 Dikbangspesba Rayvon V 1 Orang 3.776.000.00 |
117 Dikjur Bintara Ravon [ 1 Orang 3,403 000,00
118 Dikjur Bintara Rayon 11 1 Orang 3.46%.000,00
119 Dikjur Bintara Ravon 111 1 Orang 3.600.000,00
120 Dikjur Bintara Ravon 1V 1 (rang 3.643.000,00
121 Dikjur Bintara Ravon V 1 Orang 3.816.000.00
122 Diklatnis PNS 1 Orang 6.349.000,00
123 Dikbangspesta Rayon [ 1 Orang 3.237.000,00
124 Dikbangspesta Rayoen I 1 Orang 3.284.000,00
125 Dikbangspesta Rayven JIT 1 Orang 3.422.000 00
126 Dikbangspesta Ravon IV i Orang 3.462.000,00
127 Dikbangspesta Ravon ¥V 1 Orang 3.654.000,00
128 Dikjur Tamtama Rayon 1 1 Orang 3.308.000,00
129 Dikjur Tamtama Rayon 11 1 Orang A.358.000,00
130 Dikjur Tamtama Rayon 111 1 Orang 3.507.000,00
131 Dikjur Tamtama Kavon 1V 1 Crung 3.544.000,00
132 Dikjur Tamtama Rayon W 1 Orang 3.722.000.00
133 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Ravon 1 1 Orang 1.228.000,00
134 FPeserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon Ll 1 Orang 1.287 000,00
135 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon [11 1 Orang 1.202.000,00
136 Peserta Dikbangspes Pa/Ba,/Ta Rayvon JV 1 Orang 1.297 000,00
137 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon V 1 Qrang 1.342 000,00
138 Pendidikan Kcahlian Ravon [ 1 Orang 3.946.000,00
139 Pendidikan Keahlian Rayon Il 1 Orang 3.975.000.00
140 Pendidikan Keahlian Rayon III 1 {}rang 4,134 400,00
141 Pendidikan Keahlian Rayon IV 1 Qrang 4.177.000,00
142 Pendidikan Keahlian Ravon ¥ 1 Orang 4, 364.000.00
143 Pendidikan Komando dan Gultor 1 Orang 3.089.000,00
144 Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus 1 Orang 3.976.000.00
145 Dik Iptek S-1 1 Orang 3.342.000.00
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1 2 K] 4 5
146 Dik Iptek D-3 [Rayon I) 1 Orang 3.300.000,00
147 Dik Iptek D-3 [(Rayon I1) 1 Owang 3.341.000,00
148 Nik Iptck D-3 [Ravoen 111 | Orang 3.514.000,00
149 Dik Iptek D-3 (Rayon IV) 1 Orang 3.559.000,00
150 Dik Iptek D-3 [Rayon V) 1 Orang 3.762.000,00
151 Dik Iptck SMK i{Rayvon 1) 1 Orang 3.239.000,00
152 Dik Iptek SMK {Rayvon I} 1 Orang 3.285.000,00
153 Dik Ipek SMK (Rayon I11) 1 Orang 3.462.000,00
134 Dik Iptek SMK (Rayon Iv) 1 Orang 3.5307.000,00
155 Dik Iptek SMK (Rayvon V} 1 Orang 3.701.000,00
156 Dik Iptek D4 Matra Darat 1 (drang 3.746.000,00
157 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon [ 1 Orang 1.887 000,00
158 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon 11 1 Orang 1.8495 000,00
159 Peserta Dik Kcahlinn dan Iptek Rayon 1L 1 Orang 1.926.000,00
160 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon IV 1 Orang 1.932.000.,00
161 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayoen ¥ 1 trang 1.957.000,00
162 Diklapa Il Cab Satpur/Banpur 1 Orang 4.182.000,00
163 Diklapa Il Cab Banmin 1 Orang 3.961.000,00
164 Pratar Pria 1 Orang 5.083.000,00
165 Pratar Wanita 1 Orang 5.083.000,00
166 Latsar CPNS 1 Orang 5.260.0040,00
Layanan Bantuan Hukum Persecrangan

167 Bantuan dun Nasihalt Hukom Perkara Pidana Militer Tk. 1 1 Orang 6.739.000,00
Ravyorn |

168 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Fidana Militer Tk. 1 1 Orang 7.224.000,00
Rayon [T

169 Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Pidana Militer Tk, 1 1 Orang 7.448.004,00
Rayon 11

170 Banwan dan Nasihat 1Tukum Perkara Pidana Militer Tk 1 Orang 6.904.000,00
Eayon IV

171 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk, 1 1 Orang 16.720.000,00
Rayon V¥

172 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk, 1 Orang 2.554.000.00
Banding

173 Bantuan dan Nasihat iTukum Perlasra Pidana Militer Tk, Kasasi 1 Orang 2.584.000,00

174 Bantuan dan Nasihat Hukom Perkara Pidana Militer Tk, PK 1 Orang 3.039.000.04

1753 Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana) 1 Orang 933.000,00

176 Bantuan dan Nasihat Hulkum Perkara Pidana Umum Tk | 1 Orang 13.902.0:043,00
Ravon |

177 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk, ! 1 Orang 15.852.000,00
Raynn LI

178 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk 1 Orang 17.195.000,00
Rayon LI

179 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkars Pidana Umum Tk T 1 Orang 14,460.0040,00
Rayon IV

180 Bantuan dan Nasihat 1Tukum Perkara Fidana Umum Tk, I 1 Orang 54.302.000,00
Rayon ¥V

181 Bantuan dan Nasihat Hikum Perkara Pidana Umum Tk, 1 Orang 4.681.000,00
Banding

182 Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Fidana Umum Tk. Kasasi] 1 Orang 3.608.000,00

183 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk PK 1 Orang 6.550.000,00

184 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pengpgupgat 1 Orang 30.027 000,00
Tk. I Rayon I

185 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat 1 Grang 34.276.000,00
Tk. T Rayon 11

186 Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Perdala/TUN Penggugat 1 Orang 37.310.000,00
Tk. I Rayon 11

187 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Peedata /TUN Penggugat 1 Orang 31.414.000.00
Tk. I Bayon IV

188 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pengpugat 1 Orang 124.091.000,00
Tk. I Rayon V

189 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Orang B.716.000,00
Fembanding Tk. Banding Rayoen T

190 Bantuan dan Nasibal Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Qrang 9.485.000,00
Pembanding Tk, Banding Rayon i1

191 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN 1 Qring 10.021.000.00
Pembanding Tk, Banding Rayon IIl

192 Bantuan dan Nasihat Hukam Perkava Perdata/TUN 1 Orang 8.9312.000,00
Pembanding Tk. Banding Rayon [V

193 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN 1 Orang 25 .638.000,00
Pembanding Tk. Banding Ravon V

194 Bantuan dan Nasihat Hulum Perkara Perdala/ TUN Pemohon 1 Orang 14.576.000,00
Tk. Kasasi Ravon |

195 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN Pemohon 1 Crang 13.965.000,00
Tk. Kasasi Ravon 11

196 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon L Orang 17.005.000.00

Thk. Kasasi Rayon UI
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19% Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Orang 15.580.0040,00
Tk. Kasasi Rayon [V

198 RBantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon t Orang 41.291.000,00
Tk. Kasasi Rayon V )

19% Bantuan dan Nasihat Hukum Perkeara Perdata/TUN Pemohon 1 Orang 12.357.0040,00
Tk. PK RBayun I

200 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata /TUN Pemochon 1 Orang 13.168.000,00
Tk. PK Rayon Il

201 Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Orang 13.757.000,00
Tk. PK Rayon IIi

202 Bantuan dan Nasihat [Tukum Perleara Ferdata/ TUN Pemohon I Orang 12.747.000,00
Tk. PK Rayon IV

203 Bantuan dan Nasibat Aukutn Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Orang 20.603.000,00
Tk. PK Rayon V

204 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat. 1 Orang 27.906.000,00
Tk. 1 Rayen |

205 Bantuan dan Masihat Hokum Perkara Perdata/TUN Tergugat 1 Orang 32.554.000,00
Thk. I Rayon 11

206 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Ferdata/TUN Tergugat I Orang 35856 000,00
Tk. I Rayon I

207 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat 1 Orang 20 232.000,00
Tk. I Rayon IV

208 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata /TUN Tergugat 1 Orang 131.476.000,00
Thk. [ Ravon V

209 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding] 1 Orang 10.114.000,00
Tk. Banding Ravyon [

210 Bantuan dan Nasibhat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding] 1 Orang 12.036.000,00
Tk. Banding Rayon Il

211 Banluan dan Nasibat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding] 1 Orang 13.416.000,00
Tk. Eanding Rayon Il

212 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata,/ TUN Terbanding] 1 Orang 10.643.000.00
Tk. Baruding Rayon IV

213 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdala/TUN Terbanding] 1 Crang 52.535.000.00
Tk. Banding Rayon V

214 Bantuan dan Nasihat Hokur Perkara Perdata; TUNM Termohon I Crang 15.285.000,04
Tk. Kasasi Ravon [

215 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Orang 17.445 000,00
Tk. Kasasi Ravon 11

216 Bantuan dan Nasibat Hukums Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Orang 15.035.000,00
Tk. Kasasi Rayon 111

217 Bantuan ¢an Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termchon 1 Qrang 16.515.000,00
Tk. Kasasi Kavon 1V

21% Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN Termohon 1 Orang 58.816.000,00
Tk. Kasasi Rayon V

219 Banwuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN Termohon 1 Orang 15.510.000,00
Tk. PK Rayon [

220 Bantuan dan Masihat Hultum Perkara Perdata/ TUN Termohon 1 Orang 18.590.000,00
Thk. PK Rayon Il

221 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Orang 20.720.000.0G
Tk. PK Rayon lII

2232 BRantuan dan Nasihat Hulkum Perkara Perdata/TUN Termohon L Orang 16.390.0043,00
Tk. PK Rayon IV

223 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Orang 83.150.000,00
Tk. PK Rayon V

224 Pendapat dan Saran Hulkum Perdata (PSH Perdata) 1 Orang 926 000,00

225 Bantuan Hukum (Nen Litigasi ) Rayen | I Orang 10.5%0.000,00

226 RBantuan Hukum (Non Litigasi ) Rayon 1 1 Orang 11,329.000,00

227 Bantuan Hukum (Non Litigasi | Ravon L1 1 Orang 12.158.000,00

228 Bantuan Hulum {Neo Litigasi | Rayon IV 1 Orang 12.532.000,00

229 Bantuan Hukum {Nen Litigasi ) Rayon V 1 Orang 44.711.000,00
Perkara Hukum Perseorangan

230 Penvidikan Perkara Pidana Prajuril Rayon 1 1 Perkara 9.115.000,00

221 Penvidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon Il 1 Perlara 9.620.000,00

232 Penvitdikan Perkara Pidana Prajurit Rayen IM 1 Perkeara 10.395.000,00

233 Penyidikan Perkara Fidana Prajurit Rayon 1V 1 Perkara 9.195.000,00

224 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon ¥ 1 Perkara 23.000.000,00

225 Penvelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon | 1 Perkara 6.242 000,00

236 Penyelidikan Kriminul Perkara Pidana Rayon 11 1 Perkara 6.642.000,00

237 Penyelidikan Kriminal Ferkara Pidana Rayon 111 1 Perkara 6£.902 000,00

238 Penvelidikan Kriminal Perkara Pidans Rayon IV 1 Perkara 6,357 000,00

239 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V 1 Perkara 13.917 000,00

240 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon | 1 Perkara 2.315.000,00

241 Penvidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I 1 Perkara 2.480.000.00

242 Penvidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon Iil 1 Perkara 2,585 000,00

243 Penvidikan Perkara Pelangparan Prajurit Rayon IV 1 Perkara 2 35500000

244 Penvidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V 1 Perkara 5.700.004,00

245 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon | 1 Perkara 49 850,04

246 Pengurusan Tahanan Sementara Raven ! Perkara 52.000,00

247 Penpurusan Tahanan Sementara Ravon I 1 Perkara 55.000,00

248 Penpurusan Tahanan Sementara Rayon [V 1 Perkara 50.000,00

249 Pengurusan Tahanan Sementara Raven V 1 Perkara 63.000,00

250 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Ravon I 1 Perkara 46,520,040

251 Pengurusan Tabanan Dalam Proses Penuntutan Rayon [1 1 Perkara 48 810,00
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252 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayen [11 1 Perkara 21.844.00
233 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayen IV 1 Perkara 46.103,00
234 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Ravon V 1 Perkara 20.931,00
255 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon [ 1 Perkara 12.115.000,00
256 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon [ 1 Perkars 12,920 O00,00
257 Penvidikan Perkara Pidana Beral Prajuril. Rayon HI 1 Perkara 13.395.000,00
258 Penyidikan Perkara Pidana Rerat Prajurit Rayon IV 1 Perkara 12.4455.000,00
259 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon V 1 Perbears 26.700.000,00
260 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon L 1 Perkara 116.761,00
261 Pengurusan Tahanan Hukum:n Disiplin Raven L 1 Perkara 137.238,00
262 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon I 1 Perkara 140.238.00
263 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayen IV 1 Perkara 145.761,00
264 Penguriusan Tahanan Hukuman Disiplin Bayon V 1 Perkara 167.285,00
265 Pengawalan Polisi Militer Rayon I 1 Perkara 360.000,00
266 Pengawalan Polisi Militer Ravon [T 1 Perkara 370.00G.00
267 Pengawalan Polisi Militer Rayon I11 1 Perkarsa 3B0.000.00
268 Pengawalan Polisi Militer Rayvon TV 1 Perkara 3H0.000,00
26% Pengawalan Polisi Mililer Rayon V 1 Perkara 400000, 00
012,23 [Markas Besar TNI AL
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
1 Latihan Kemalraan 1 Orang 131.800.00
2 Latihan Pasukan Khusus 1 Orang 334.133.00
3 Latihan Satuan 1 {rang 108.928.00
4 Latihat Bersama Internasional D Luar Negeri 1 Qrang 940.217,00
3 Latihan Bersama Internasional I Dalam Negeri 1 Orang 211.666,00
& Latihan Peroranpgan Marinir 1 Orang 31.000,00
¥ Latihan Satuan Marinir 1 Orang 96.000,00
8% Latihan Perorangan Taifib- Denjalos 1 Orang 95.000,00
9 Latihan Batuan Taifib-Denjaka 1 Orang 182.600,00
10 Latihan Intelejen TNI AL 1 (hrang 304.000.00

Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
11 Werving Calon Taruna/Taruni AaL
12 Werving Calon Bintara Matra Lant
13 Werving Calon Tamtama Malra Laut
14 Peserta Diklapa
15 Peserta Diktukpa Reguler dan Singkat
16 Peserta Diktukba Reguler dan Singkat
17 Poserta Kursus Manajemen Stratogik
18 Peserta Seskoal
19 Seleksi Dik D-3 STTAL
20 Beleksi Dik 5-1 STTAL
21 Seleksi Dik 5-2 STTAL
22 Peserta Dikspespa
23 Peserta Dikspesha
24 Peserta Dik Brevet
25 Pescrta Penerbang THI AL
26 Dikma Koptar Pria
27 Dikma Koptar Wanita
28 Dikma Sertar Pria
24 Dikma Sertar Wanita
30 Dikma Sermadatar Pria
31 Dikma Sermadatar Wanita
32 Dikma Sermatutar Pria
33 Dikma Sermatutar Wanita
34 Diksargolan Perwira/PA PK Matra Laut
35 Dikma Bintara Pria Matra Laut
36 Dikma Bintira Wanita Matra Laut
37 Diksargolan Bintara Matra Laut
38 Dikma Tamtama Matra Laut
39 Diksargolan Tamtama Matra Laut
40 Dik Scskoal
41 Diklapa Matra Laul
42 Diktukpa Matra Laut
43 Diktukbs Matra Laut
44  Dikbangsus Perwira Matra Laut
45 Dikbangsus Bintara Malra Laut
46  Dikbangsus Tamtama Matra Laut
47 Diksus Manajemen Strategik Matra Laut
48 Diksus Penerbang Matra Laut
49  Diksus Brevet Matra Laut
50 Dik STTAL D-3
51 Dk STTAL 5-1
52 Dik 5-2 STTAL
53 Dikma Bintara Matra Laut di Tanjung Uban
54 Diksargolan Bintar: Matra Laut di Tanjung Uban
55 Dikma Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban
56 Diksarpolan Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban
57 Dikma Bintara Matra Laut di Makassar
38 Diksargolan Bintara Matra Lauat di Makassar
50 Dikma Tamtama Matra Laut di Malcassar
6l Diksargolan Tamtama Matra Laut di Malassar
61 Dikma Hintara Matra Laut di Sorong

orang
orang
Orang
Orang
Orang
Orang,
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Qrang
Orang
orang
Orang
Qrang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
rang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Crang
Crang
orang
Orang
{rang
Orang
{rang
Qrang
Qrang
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25.747.004,00
£.437 000,00
4.661.000,00
3.952.004,00
3.154.000,00
3.566.000,00
4.510.000,060
5.101.000,00
3.752.000,00
3.904.000,00
3.977.000,00
2.771.000,00
2.679.000,00
4.345.000,00
6.620.000,00
4.918.000,00
4.918.G6030.00
6.667.000,00
6.667.000,00
60952 000,00
6952 000,00
F.297 000,00
7.297.000,00
5.520.000,00
3.947.000,00
3.947.000,00
3.707.000,00
3.591.000,00
338900000
3. 78700000
4.082.000.00
3.830.000,00
3.639.000,00
4.150.000.00
3.616.000,00
3.371.000,00
4,304 000,00
5.803.000,00
A,694.000,00
3.5372.000,00
3.936.000,00
4. 248 000,00
3.947.000,00
3.707.000,00
3.591.000,00
3.389.000.00
3.947.000,00
3.707.000,00
3.591.000,00
3.3859.000,00
3.947 000,00
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62 Ciksargolan Bintara Matra Laut di Sorong 1 Orang 3.707.000,00
63 Dikma Tamtama Matra Laut di Sorong 1 Orang 3.541.0040,00
64 Diksargolan Tambams Matra Laut di Sorong 1 Orang 3.389.000,00
65 Peserta Dikspesta 1 Orang 2.380.000,00
68 Dikma Bintara Matra Laod di Manado I Orang 3.947 000,00
67 Diksargolan Bintara Matra Laut di Manado ¥ Orang 3.707.000,00
68 Dikma Tamlama Matra Laut di Manade 1 Orang 3.591.000,00
60  Diksargoian Tamtama Malra Laut di Manado 1 Orang 3.389 000,00
70 Peserta Lemhannas 1 Orang 6. 827 000,00
Tl Peseria Sesko TNI [TNI AL) 1 Orang 5.060.0040,00
T2 Pescria SUS PTAL (Penangmilanean Teror Aspek Laut) 1 Orang 4.471.000,00
73 Peserta Pelatithan Kepemimpinan Pengawas (PKF} TNI AL 1 Orang 2.910.000,04
74 Dikima Pratar Pria 1 Orang 4.350.004,00
75 Dikma Pratar Wanita 1 Orang 4.350.004,00
TH Werving Calon PA PK TNi Matra Laut 1 Orang 21.000.004,00
Perkara Hukum Perseorangan
77 Penyvidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1 1 Orang 9.115.000,00
T8 Penvidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2 1 Orang Q. 62000004
79 Penvidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3 1 Orang 10,3585 .0043,00
80 Penvidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4 i Orang 195 000,00
&1 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5 1 Orang 23.000.004,00
82 Penvelidikan Kriminal Perkara Pidana Ravon 1 1 Orang 5.242.000,00
83 Pemvelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2 1 Orang 6.642.000,00
84 Penvelidilkan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3 1 Orang 6902 000,00
85 Penvyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayvon 4 1 Orang 6, 357.000,00
86 Ponvelidikan Kriminal Perkara Pidana Ravon 5 1 Orang 13.917.000,00
&7 Penvidikan Perlcara Pelanggaran Prajurit Ravon 1 1 Orang 2.315.000,00
88 Penvidikan Perkara Pelanpgaran Prajurit Ravon 2 1 Orang 2.480.000,00
89 Penvidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Ravon 3 1 Orang 2.585.000,00
@0 Penvidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Ravon 4 1 Crang 2.355.000,00
91 Penvidikun Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5 1 Orang 5.700.000,00
92 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1 1 Orang 49,850,000
93 Pengurusan Tahanan Scmentara Rayon 2 1 Orang 52.000,00
94 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3 1 QOrang 53.000,00
95 Pengurusan Tahanan Sementatra Rayon 4 1 Orang 50.000,00
96 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5 1 Orang 63.000,00
97 Penvidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1 1 Orang 12.115.000,00
%8 Penyidikan Perkara Pidana Beral Prajurit Ravon 2 1 Orang 12.920. 000,00
99 Penyidikan Perleara Pidana Berat Prajurit Rayon 3 1 Qrang 13.395.000,00
100 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 4 1 Orang 12.495.000,00
10t Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajuril Ravon 5 1 Orang 26.700.000,00
102 Pengurusan Tabanan Dalam Proses Penuntutan Ravon 1 1 Qrang 46.520,00
103 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Ravon 2 1 Drang 48.810,00
104 Pengurusan Tahuanan Dalam Proses Penuntutan Ravon 3 1 Orang 51.844,00
105 FPengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Ravon 4 1 Qrang 46.103,00
106 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Ruyon 5 ] Orang 60.931.00
107 Pengurusan Tahanan Hukaman Disiplin Rayon 1 1 Orang 116.761,00
108 Pengurusan Tahanan Hukuman Thsiplin Rayen 2 1 Jrang 137.238.00
100 Pengurusan Tahunan Hukwman Disiplin Rayon 3 ] Orang 140,238,000
114} Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 4 1 (rang 143.761,00
111 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayoen 5 1 {drang 167.285.00
112 Penyidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut 1 Perkara 53 825.000,00
113 Pendapat dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut 1 Pericara 966.000,00
114 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.1 1 Perkara 6.739.000.00
Rayon 1
115 Bantuan dan Naschat Hukum Perkara Pidana Militer Tl 1 L Perkara 7.224 000,00
Rayon 2
11% Bantuan dan Naschat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 1 Perkara 7.559.000,00
Rayon 3
117 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.1 1 Perkara 6.904. 004,00
Rayon 4
118 Bantuan dan Nasehat Hultum Perkara Pidana Militer Tk 1 I Perkara 16.720.000,00
Rayon 5
119 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Perkara 2.554.000,04
Banding
120 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk, 1 Perkara 2.564.000,00
Kasasi
121 Bantuan dan Naschat Hukum Perkara Pidana Militer Tk, PK 1 Perkara 3.039.000,00
122 Pendapat dan Saran Hukwn Fidana Militer 1 Perkara 033,000,400
123 Bantuan dan Nasehal Hukum Perkara Pidana Umum Tk.1 1 Ferkara 13.902.000,00
Rayon 1
124 Bantuan dan Nasehat [Tukum Perkara Pidana Unjum T 1 1 Perkara 15.852.000,00
Raven 2
125 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkars Pidana Umum Tk 1 1 Perkara 17.195.000,00
Rayon 3
126 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 1 Perkara 14.460.000,00
Rayon 4
127 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk 1 1 Perkara 54.302.000,00

Rayon 5
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123 Bantuan dan Naschat Hukum Perkara Pidana Umum Tk 1 Perkara 4.681.000,00
Banding

129 Bantuan dan Naschat Hukum Perkara Pidana Umum Tk 1 Perkara 3.608.000,00
Kasasi

130 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umuom Tk, PK 1 Perkara 6.550.000,00

131 Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum 1 Perkara 930.000,00

132 Bantuan dan Nasibat Hukum Perleara Perdata/ TUN Penggugat 1 Perkara 30.027.000,00
Tk.1 Rayon 1

133 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pordata/TUN Penggugat 1 Perkara 34.276.000,00
Tk.]1 Rayon 2

134 Baniluan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat 1 Perkara 37.310.000,00
Tk.1 Rayon 3

135 Baniuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat 1 Perkara 31.414.000,00
Tk.1 Rayon 4

136 Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat 1 Perkara 124.091.000,00
Tk.1 Rayon 5

137 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Perkara A.716.000,00
Pembanding Rayon 1

138 BRantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Perkara 9.485.000,00
Pembanding Rayon 2

139 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata,/TUN 1 Perkara 10.021.000,04
Pembanding Rayon 3

140 Buantuan dan Nasihat Hukwm Perkara Perdata /TUN 1 Perkara £.932.000,00
Pembanding Rayvon 4

141 Bantuan dan Nasibat Hukum Perleara Perdata /TUN 1 Perkara 25.638.000,00
Pembanding Rayon 5

142 Bantuan dan Wasihat Hukum Perkara Perdata/;TUN Pemohon 1 Perkara 14.376.000,00
TK. Kaszasi Rayon 1

143 Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Perdauta/TUN Pemohon 1 Perkara 15.465.000,00
TK. Kasasi Rayon 2

144 Bantuan dan Wasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Perkara 17.00G3.000,00
TK. Kasasi Rayon 3

145 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata, TUN Pemohon 1 Perkara 15.580.000,00
TK. Kasasi Rayon 4

146 Bantuan dan Nasibat Hukoam Perkara Perdata/ TUN Pemohon 1 Perkara 41.291.000,00
TK. Kasasi Rayon 5

147 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Perkara 12.357.000,00
Tk. PK Rayen 1

148 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemchon 1 Perkara 13.108.000,00
Tk. PK Ravin 2

14% Rantuan dan Nasihat hekum Perkara Perdata; TUN Pemohon 1 Perkara 13.757.000.00
Tk. FK Ravon 3

150 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/ TUN Pemohon 1 Perkara 12.747.000,00
Tk. FK Ravon 4

1531 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Perkara 29.603,000,00
Tk. PK Rayon 5

152 Bantuan dan Nasibat hokum Perkara Perdata/TUN Tergugat 1 Porkara 27.906,000,00
Tk. [ Ravon 1

153 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat 1 Perkura 32.554.000,00
Tk. I Rayon 2

154 Bantuan dan Nasihat hukum Perlcara Perdata/TUN Tergugat 1 Porkara 35.856.000,00
Tk. I Ravon 3

155 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat 1 Perkara 29.238.000,00
Tk. I Rayon 4

156 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat 1 Perkara 131.476.000,00
Tk. 1 Rayon 5

157 Bantuan dan Nasihal hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding 1 Perkara 10.114 000,00
Tk. Banding Ravon 1

158 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding | 1 Perkara 12.036.000,00
Tk. Banding Ravon 2

159 Bantuan dun Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding | 1 Perkara 13.416.000.00
Thk. Banding Rayon 3

160 Bantuan dan Masihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding 1 Perkara 10.643.000,00
Tk. Banding Rayon 4

161 Bantuan dan Masihat hukum Perkatra Perdata/TUN Terbanding 1 Perkara 52.535.000,00
Tk. Banding Rayon 3

162 Bantuan dan Masibat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Porkara 15.285.000,00
Tk. Kasasi Rayon 1

163 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 17.445.000.00
Tk. Kasasi Rayon 2

164 Bantuan dan Nasihat hukum Perkaria Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 19.(35.000,00
Tk. Kasasi Rayon 3

165 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 16.515.000,00
Tk. Kasasi Rayon 4

166 Bantuan dan Masihat hukum Perkara Perdata,/ TUN Termohon 1 Perkara 58.816.000,00

Tk, Kasasi Rayon 3
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167 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 15.5310.000,04

Tk. FK Ravon 1
168 Bantuan dan Nasibal hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 18.590.000,00
Tk, FK Rayon 2
16% Bantuan dan Nasibal hukutn Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 20.790.000,00
Tk. PK Rayen 3
170 Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdiata, TUN Termohon 1 Perkara 16.390.000,00
Tk. PK Rayon 4
171 Bantuuan dan Nasihal hukum Perkara Perdata/ TUN Termohon 1 Perkara £83.150.000,00
Tk. PK Rayon 5
172 Bantuan Hulkum Non Litigasi Rayon 1 1 Perkara 10.590.000.00
173 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2 1 Perkara 11.329.000,00
174 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3 1 Perkara 12.158.000,00
175 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4 1 Perkara 12,534 000,00
176 Bantuan Hykum Non Litigasi Rayon 5 1 Perkara 44.711.000,00
177 Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Penggugat 1 Perkarsa 926.000,00
178 Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Tergugat 1 Perkara 926 000,00
179 Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut 1 Perkara 8.734.000,00
012.23 |Markas Besar TNIL AU
Operasi Bidang Pertahanan
1 Peserta Gperasi Intel Taktis THL 1 operasi 392.000,00
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
2 Peserta Lathan Kematraan 1 Orang 95.718,00
3  Peserta Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri 1 Orang T.00% 702,00
4 Peserta Latihan Bersama internasional di Dalam Negeri 1 Orang 185.394 00
Pelatihan Bldang Pertahanan dan Heamanan
5 Werving Taruna/Taruni 1 Orang 27.382.760.00
6 Werving Bintara Matea Udara 1 Orang 6.845.708,00
T Werving Tamtama Matra Udara 1 Orang 4 456 880,00
8  Peserta Seskoau dan Scssail Matra Udara 1 Orang 2.561.700,00
9 Seleksi Sekkau dan Suspajemon Matra Udara 1 Orang 1.756.200,00
10 Peserta Setukpa Matra Udara 1 Orang 1.587.060,00
11 Peserta Setukba Matra Udara L Orang 1.363.620,00
12 Sertar Pria 1 Orang £.271.265,00
13 Sertar Wanita 1 Orang 5.271.265,00
14 Pendidikan Sermadatar Pria 1 Orang 6.512.414,00
132 Pendidikan Sermadatar Wanita 1 Drang 5.512.414 00
16 Pendidikan Sermatutar Pria 1 Orang 6.913.446,00
17 Pendidikan Scrmatutar Wanita 1 Orang 6.913.444,00
18 Lulusan Diksargolan Perwica Matra Udara 1 Jrang 5.478.210,00
19 Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara 1 Jrang 3.265.690,00
20 Pendidikan Pertama Sccaba Wanita Matra Udara 1 Orang 3.265.690,00
21 Lulusan Diksargolan Bintara Matea Udara Non ISD 1 Orang 3.304 941,00
22 Lolusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD 1 Crung 3.304.941,00
23 Pendidikan Pertama Secatam Priz Matra Udara 1 Orang 2.943.610,00
24 Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara 1 Orang 3.005.358,00
25 Pendidikan Sckbang/Seknay Matra Udara 1 Qrang T7.054.322,00
26 Pendidikan Sekbang/Seknay Matra Udara Lanjutan 1 Orang 7.054 323,00
27 Pendidikan SIP/3IN Matra Udara 1 Orang 6.973 188,00
28 Pendidikan Seskoau 1 Qrang 5.064.263.00
29 Pendidikan Sessau 1 Orang 4.910.030,00
30 Pendidilan Sekkau 1 Qrang 3.886 550,00
31 Pendidikan Suspajemen 1 Qrang 3,847 000,00
32 Pendidikan Setukpa ] Orang 3.642.843.00
33 Pendidikan Setukba 1 Orang 3.390.143,00
34 Dikbangspes Perwira Matra Udara 1 Orang 3.612. 758,00
35 Dikbangspes Bintara Matra Udarn 1 Orang 3.027.730,00
36 Dikbangspcs Tamtams Matra Udara 1 Qrang 2.933.208,00
37 Seleksi Dikbangspes Porwira Matra Udara 1 Orang 813.120,00
38 Selcksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara 1 Orang 699 920,00
39 Koptar Pria 1 Orang 5.338.266, 00
4 Koptar Wanita 1 Orang 5.338.260.00
41 Prajurit Taruna Pria 1 Orang T.300.006,00
42  Prajurit Taruna Wanita 1 Orang T.300.906,00
Perkara Huknm Perseorangan
43 Penvidikan Perkara Pidana Prajurit Ravon 1 1 Perkara 9.115.000,0¢
44 Penvidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2 1 Perkara ©.6520.000,00
45 Penvidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3 1 Perkara 10.395.000,00
46  Penyidikan Porkara Pidana Prajurit Rayon 4 I Perkara 9.195.000,00
47 Penvidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5 1 Perkara 23.000.000,60
48  Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon | 1 Perkara 6.242.000,00
49 Penvelidikan Kriminal Perkara Pidana Ravon 2 } Perkara 6.642,000,00
50 Penvelidikan Kriminal Perkara Pidana Ravon 3 1 Perkara 6.902.000,00
31 Penvelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4 1 Perfcara 6.357.000,00
52 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5 1 Perkars 13.917.G00,00
33 Penvidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayvon 1 1 Perkara 2.315.000,00
534 Penvidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Ravon 2 1 Perkara 2430 000,00
55 Penvidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Ravon 3 1 Perkarsa 2.585.000,00
56 Penvidikan Perleara Pelanggaran Prajurit Rayon 4 1 Perboars 2.3553.000,00
57 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5 1 Perkara 53.700.000.00
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58 Pengurusan Tahanuan Sementara Rayon 1 1 Perkara 46.850,00

59 Pengurusan Tahanan Sementara Ravon 2 1 Perkara 52.000.00

60 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3 1 Perkara 55.000.00

61 Pengurusan Tahanan Scmentara Rayon 4 1 Perkara S0.000,00

62 Pengutrusan Tahanan Sementara Rayon b 1 Perkara 65.000.00

63 Bantuan dan Nasihal Hukum Perkara Pidana Militer TK. [ 1 Perkara 6.732.000,00
Rayon 1

64 Banluan dan ¥asihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. [ 1 Perkara 7.224.000,00
Hayon 2

65 Bantuan dan Nasihat [{ukum Perkara Pidana Militer TK. 1 1 Perkara 7.559.000,00
Ravon 3

66 Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Pidana Militer TH. 1 1 Perkara 6.904 000,00
Ravon 4

67 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. [ 1 Perkara 16.720.000,00
Ravon 5

68 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK, 1 Perkara 2.554.000.00
Banding

659 Bantuan dan Nasihat [lukum Perkara Pidana Militer TK. Kasasi I Perkara 2,564 000,00

70 Bantuan dan Nasihat Hokum Perkara Pidana Militer TK. PK 1 Perkara 3.0353.000,00

71 Bantuan dan Nasihat Hulkum Perkara Pidana Umum Tk, 1 1 Perkara 13.902.000,00
Raven 1

72 Bantuan dan Masihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk 1 1 Perkara 15.852 000,00
Ravon 2

73 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umurm Tk I 1 Perkara 17.195.000,00
Rayon 3

74 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk I 1 Perkara 14.460.000,00
Rayoen 4

75 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk, 1 1 Perkara 54.302.000,00
Ravon &

76 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk 1 Perkara 4.681.000,00
Banding

77 Hantuan dan Nasibal Hukum Perkara Pidana Umam Tk, Kasasiy 1 Perkara 3.608.000,00

78 Baniuan dan Nasihat [fukum Perkara Pidana Umum Tk, PK 1 Perkara 6.550.000,00

79 Bantuan dan Nasihat Hokum Perkara Perdita/TUN Penggugat 1 Perkara 30.027.000,00
THE.I Ravon 1

80 Bantuan dan Nasihat [lukum Perkars Perdata/TUN Penggugat 1 Porkara 34.276.000,00
TK. I Rayon 2

81 Bantuan dan Nasihat Hokum Perkara Perdata/TUN Pongpugal 1 Perkara 37.310.000,00
TK. I Ravon 3

82 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat 1 Perkara 31.414.000.00
THK. I Ravon 4

83 Bantuan dan Nasihat Hulkum Perkara Perdata/TUN Penggugat 1 Perkara 124.091.000,00
TK. I Ravon 5

54 Bantuan dan Nasihat Hokum Perkara Perdata/TUN 1 Perkara #.716.000,00
Pembanding TK. Banding Rayon 1

85 PBantuan dan Nasibat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Perkara 9.435.000.00
Pembaunding TK. Banding Rayen 2

&6 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata /TUN 1 Perkara 10.021.000,00
Pembanding TK. Banding Rayon 3

87 Bantuan dan Wasihat Hukum Perkara Peedata/TUN 1 Perkara 2.032. 000,00
Pembanding TK. Banding Rayon 4

88 Hantuan dan Masibal Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Perkara 25.638.000,00
Pembanding TH. Randing Rayon 5

80 Baniuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Perkara 14 .576.000,00
Tk. Kasasi Ravon 1

90 Rantuan dan Nasihat Hokum Perkara Perdata/ TUN Pemohon 1 Perkara 15.965.000,00
Tk. Kasasi Rayon 2

91 Banwan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Perkara 17.0032.000,00
Tk. Kasasi Ravon 3

92 HBantuan dun Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN Pemohon 1 Perkara 15.580.000,00
Tk. Kasasi Rayon 4

03 Bantuan dan Nasibat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Perkara 41.251.000,00
Tk. Kasasi Rayvon 5 ’

94 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata; TUN Pemohon 1 Perkara 12 357 000,00
Tk. PK Eayon 1

95 Banruan dan Masihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Perkara 13.108.000,00
Tk. PK Ravon 2

96 Hantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN Pemohon 1 Perkara 13.757.000,00
Tk. PK Ravon 3

97 Banhian dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Perlaara 12,747.000,00
Tk. PK Eavon 4

9% Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon 1 Perkara 24.603.000,00
Tk. PK Rayon 5

99 Bantuan dan Masthat Hukum Perlara Perdata/ TUN Tergugat 1 Perkara 27.906.000.00
Tk. I Ravon |

100 Bantuan dan Nasihal Hukom Perkara Perdata/TUN Tergugat 1 Perkara 32.554,000,00
Tk. | Ravon 2

101 Bantuan dan Nasihat [Tukum Perkara Perdata/TUN Tergugat 1 Perkara 35.856.000,00

Tk- 1 Rayon 3
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1032 DBantuan dan Masibat Hukum Perkara Perdata/ TUN Tergugat 1 Perkara 29.238.000,00
Tk. I Rayen 4

103 Bantuan dan Nasihal Hokum Perkara Perdata/ TUN Tergugat 1 Perkara 131.476.000,00
Tk. I Rayon 5

104 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding| 1 Perkara 10,114 000,00
Tk. Banding Ravon 1

105 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkora Perdata/TUN Terbanding| 1 Perkara 12.036.000,00
Tk. Banding Rayot 2

106 Bantuaun dan Nasihat Hukum Perkura Perdata/ TUN Terbanding| 1 Perkara 13 416 000,00
Tk. Banditig Rayotn 3

107 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding| 1 Perkara 10.643.000,00
Tk. Banding Rayon 1

108 Bantuan dan Nasihat Hukum Periara Perdata/ TUN Terbanding 1 Perkara 52.535.000,00
Tk. Banding Ravon 5

109 Bantuan dan Nasihat Hukum Porlara Perdata/ TUN Termohon 1 Porkara 15.285.000,00
Tk. Kasasi Rayon 1

110 Bantuan dan Nasihat Hullum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 17.445.000,00
Tk. Kasasi Ravon 2

111 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN Termohon 1 Perkara 19.035.000,00
Tk. Kasasi Ravon 3

112 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 16.515.000.00
Tk. Kasasi Ravon 4

113 Baptuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon I Perkara S58.816.004,00
Tk. Kasasi Rayon &

114 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohen 1 Perkara 15.510.000,00
Tk. PK Rayon 1

115 Bantuan dan Nasihat Hukum Perlara Pendata /TUN Termohon 1 Perkara 18.590.000,00
Tk. PK Ravon 2

116 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon 1 Perkara 20790 000,00
Tk. PK Rayon 3

117 Bantuan dan Nasihal Hukum Perkara Pordata/ TUN Termohon 1 Poriearsa 16.390.000,00
Tk. PK Ravon 4

114 Banman dan Nasihat Hulkeum Perkara Perdata,/ TUN Termohon 1 Perkara §2.150.000,00
Tk. PK Ravon 5

114 Pendapat dan Saran Hukum {PSH) 1 Perkara 926.000,00

120 Bantuan llukuam (Non Litigasi} Rayvon 1 1 Perkara 14.590.000,00

121 Bantuan Hukum {Non Litipasi) Rayon 2 1 Perkara 11.329.000,00

122 Bantuan Hukum {Non Litigasi) Rayon 3 1 Perkara 12.158.000,00

123 Bantuan Hukum {Non Litigasil Rayon 4 1 Perkara 12.532.000,00

124 Bantuan Hukum {Non Litigasi) Rayon 3 1 Perkara 44,7 11.000.00

125 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Ravon 1 1 Perkara 12.115.000,00

126 Penvidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2 1 Perkara 12.920.000,00

127 Penvidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Raven 3 1 Perkara 13.3585.000,00

128 Penvidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Ravon 4 1 Perkara 12 465 000,00

129 Penvidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Ravon 5 1 Perlara 26.700.0040,00

130 Pongurusan Tahanan lTukuman Disiplin Rayon 1 1 Perkara 116,761,040

131 Penpgurusan Tahanan lukuman Disiplin Ravon 2 1 Perkara 137.238,00

132 Pengurusan Tahanan Hukuman Thsiplin Rayon 3 I Perkara 143.238,00

133 Pengurusan Tahanao Hukuman Disiplin Ravon 4 1 Perkara 1432.761,00

134 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Ravon 5 1 Perkara 167.285,00

135 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1 1 Perkara 44.520,00

136 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2 1 Perkara 48.810,00

137 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3 1 Perkara 51.844.00

138 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayen 4 1 Perkara 46. 103,00

139 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Ravon 5 1 Perkara 60,931,000
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013.05 |DHrektorat Jend 1 P ¥ )/
Herja Sama
1 Naskah Nerja Sama Bidang Pemasvarakatlan 1 Kesepalkatan TR 480,000 .00
Kehijakan Bidang Hokum dan HAM
2  Pengawasan dan Pecngendalian Kede Elik Pernasyarakatan 1 Rekomendas: 11170006 00
Kebijakan
3 Penyelesaian Pengaduan Layanan pemasyarakatan 1 Rekomendas 10.824.0060,00
Kehijakan
Fasilitasi dam Pembinaan Masyarakat
4 lLayanan Pendampingan Peradilan Anak 1 Orang 3.540.000,00
5  Pembimlnngan dan Penpawasan 1 Orang 2.350.000 .00
6 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan 1 Orang 1.890.000,00
013.06 |Direktorat Jenderal Imigr
Operasi Bidang Keamanan
1 Operasi Intelijen Keimigrasian Tingkat Pusat 1 Operasi 91.138.000,00
Operasi Bidang Keamanan
2 Operast Mandicd Tingkat Pusat 1 Operasi 92.138.000,00
3 Operasi Gabungan Tingkat Pusat 1 Operasi 87.392.000,00
4 Penyilikan Tindak Fidana Keimigrasian Tingkat Pusat 1 Operasi 107.796.000,00
Operasi Bidang Keamanan
5 Operasi Inielijen Keimgrasian di Wilayah 1 Qperasi 42,808.000,00
6 Operasi Mandir di Wilayah 1 Operasi 53.849.000,00
7 {perasi Gabungan di Wilayah 1 Operasi QOLTHLO00,00
%  Penyidikan Tindak Pidans Krimigrasian di Wilayah 1 Operasi 126, 189.000,00
Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat
4 Pemeriksaan Keimigrasian di Alas Alat Anglut 1 Lapuran 16. 069,000,030
013.10 |Badan Pemhbinaan Hukum Nasional
Layanan Bantuan Hukom Ferseorangan
1 Kegiatan Bantuan Hulkum Liligasi 1 Crang 8.000.000,00
Layanan Bantuan Bukum Kelompok Masyarakat
2 Kegiutan Bantuan Hukum Mon Litigasi 1 Kegialan 10.670.000,00
013.12 |Badan Pengembangan Sumber Daya M ia Holkum dan Hak Asasi Manusia
Layanan Manajemen SDM Internal
1 Penddichikan Taruna Tk, [ Politcknik [lmu Pemasyarakatan 1 Orang 21.423.000.00
2 Pendidikan Taruna Tk. [I Politcknik Ilmu Pemasyaralatan 1 Orang 28.645.000.,00
3 Pendidikan Taruna Tk, [ Peliteknik Ilmu Pemasyarakatan 1 (rang 23, 484.000.00
4 Pendidikan Taruna TE. [V Politeknik lmu Pemasvarakatan 1 (rang 29,335.000,00
5  Masa Basis Calon Taruna Politeknik [lmu Pemasyarakatan 1 Orang G_H36,000,00
f  Pendidilcan Taruna Tk. I Politeknik [migrasi 1 Orang 23.648.000,00
7 Pendidiltan Taruna Tk, I Politeknik Tmiprasi 1 Orang 25,037 (00,00
2  Pendidikan Taruna Tk, [l Politeknik [migrasi 1 Orang 25.673.000,00
2 Pendidikan Taruna Tk, [V Politeknik Imigras 1 Crang 23402 000,00
10 Masa Baszis Calon Taruna Polileknik migrasi 1 Orang 114049 000,00
Lavanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan 1 Orang 10,97 3.000,00

Pidana Anak Bagi Aparatur Penegal Hukum dan Instans Teknis
Lainnya
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€415.01 |Selkrstariat Jenderal
Peraturan Lainnya
1  Regulasi Profesi Keuangan | Peraluran T.075.000.00
015.03 |Ditjen Anggaran
Fengelolann Keuangan Negara
1 Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 1 Laporan 80.522.000.00
249907 dan Lapoeran Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja
Lainnya (BA S99 .08}
Perencanaan dan Penganggaran
2 Pagu Indikalil 1 Dokumen 225.130.000.00
3 Pagu Anggaran 1 Dokumen 225.130.000,00
4 Pagu Alokasi L Dokumen 225.130.000,00
Feningkatan Kapasitas Aparatur Negara
S Penpelolaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran [JFAA] 1 Orang 2. T O00 00
015.04 |Ditjen Pajak
Koordinasi
1  Pclaksanaan Pertularan [nformasi Perpajakan lnternasional 1 Kecgiatan 4%.216.000.00
015.05 |Ditjen Bea dan Cukai
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
1 Sertfikasi AEQ/MITA 1 Rekomendasi 1046700000
Penanganan Perkara
2  Putusan Penanganan Perkara 1 Perkara 1.225.000,00
Operasi Bidang Keamanan
3 Pemberantasan Marketika 1 Gperasi G5.507.000 00
Pemeriksaan dan Audit Pensrimaan
4 Analysis Targetting 1 Laporan 47.890.500,00
£15.06 |Ditjen Perimbangan Keunangan
Peningkatan Hapasitas Aparatur Negara
1 Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa 1 Grang 1.736.000 .00
015.07 |Digjen Pengelal Pumbiay dan Risiko
Fengelal Palal Anggaran dan Fembiayaan
1 Fublic (utreach dalam rangka Pendalaman Pasar SUN 1 Kegiatan 50.246.4000,00
2 Penerbitan Surat Utang Negara 1 Dokumen 10.350.000,00
3 Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN 1 Dokumen €.240.000.00
015,08 |Ditjan Perbandaharaan
Pengelol Pelai Anggaran dan Pembiayaan
1 Reviu Belanja Pemerintah 1 Dokumen 190.6581.600.00
2 Koordinasi dan Rekonsiliasi Peperimaan dan Pengeluaran Kas t Dokumen 15.450.000,00
Pengelolaan Keuangan Negara
3 Laporan Keusngan BUN } Laporan 47.184.000,00
4  Laporan Keuangan Pemerintabh Pusat 1 Laparan 217.116.000.00
015.09 | Ditjen Kekayaan Negara
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Kevangan
1 Daltar Komponen Penilaan Scwa EMN (PU} 1 Kajian 333484600000
2 Rekomendasi Wilai BMN yang Dissuransikan 1 Rekomendusi Kebijakan | 314,488.000,00
Per dan Penganggaran
3 Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 1 Dokumen 1.079.000.00
Kemeniterian/ Lembaga
Pengelelaan Keuangan Negara
4 LK BA BEUN Transaksi Khusus (9940.09) 1 Laporan 57.505.000.00
5 LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03) 1 Lapetan 45.290.000,00
£ Laporan Barang Milik Megara 1 Laporan 43.745.000.00
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Kementerian Negara/Lembaga: K terian Pertanian (018) {dalaim rupiah)
Kode Uraian ::::::eudl:ﬁ_ Besaran Keterangan
1 2 3 4 S
013.02 [Inspektorat Jenderal

Layanan Manajemen Kinerja Internal

1 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup mitra kerja 1 Lapaoran 73.371.400,00
Inspektorat. [

2 Laporan Hasil Pengawaian SPIP Lingkup mitra kerja L Laparan F7.303.333.00
Inspekiorat [

3 Laporan Hasil Evaluasi SANIP Eselon | Lingkup mitra kerja 1 Laporan 67.155.000,00
Inspektorat [

4 Laporan Hasil Reviu Laporan Kcusngan dan Reviu RKA- K/L 1 Laporan 32.062.500,00
pada Satker Lingkup Lingkup mitra kerja [nspektorat |

5 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup mitra kerja 1 Laporan T3.371.600,00
Inspektorat I

6 Laporan Hasil Pengawalan SPIP pada Satker Lingkup mitra 1 Laporan T7.303.333,00
kerja Inspektorat 11

7 Laporan blasil Evaluasi SAKIP Eselon | Lingkup mitra kerja 1 lLaporan f7.155.000.00
Inspektorat Ii

&  Laporan Hasil Revu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL b Laparan 36.004. 500,00
pada Satker Lingkup mitra kena Inspoktorat 11

%  Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup mitra kerja } Laporan T1.438 823,00
Inspektorat 11

10 Laporan Hasit Pengawalan SPIP Lingkup Lingkup mitra kerja 1 Laporan 76.5495.000,00
Inspektorat [1f

11 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon | Lingkup Lingkup mitra 1 Laporan 45.624.000,00
kerja Inspeklorat 111

12 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL 1 Laporan 3%, 300,000,000
Lingkuo Lingkup mitra keria Inspektorat 111

12 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup mitra leerja 1 Laporan T1E38.823,00
Inspektorat [V

14 Laporan Hasil Pengawalan SPIP Lingkup mitra kena 1 Laporan T6.995.000,00
Inspektorar IV

15 Laporan Hasil Evaluasi SAKIF Eselon ] Lingkup mitra kerja 1 Laporan H2.022.000,00
Inspektorat IV

16 Lapuran Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu REAKL 1 Laporan 37.782.142,00
pada Satker Lingkup mitra kerja Inspektorar IV

17 Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertontu 1 Laporan 75.173.833,00
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Hementerian Negara/Lembaga: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (320)

[dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Heterangan
1 2 3 q 5
020.04 |Ditjen Minyak dan Gas Bumi
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
1 Ewalvasi Pelaporan Data Cadangan Migas 1 Eclkomendasxsi 217.261.000.00
Kebijakan '
2 Koordinasi dan Evaluasi uwsulan dan/atay reviu Harga Jusl 1 Rekomendasi 818.801.000.00
Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listeik dan industri Kebijakan e
3  Pembinaan dan Pengembangan Kehijalean Eksplorasi Minyak 1 Rekomendasi L0012 649 000.00
dan Gas Bumi Kebijakan T
4 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas 1 Rekomendasi 485.582.000.00
Bumi Kebijakan !
Perizinan Produk
5  Pengawasan Ekspor Minyak dan Cas Bumi Hasil Kegiatan 1 Produk
Usaha lulu Migas dan Pengawasan Pergerakan Data 22%,453.000,00
Eksploitasi Hulu Migas
& Fenyelengearaan Kegiatan Pengembangan Wilayah Kerja 1 Froduk .
Migas 28.431.000,00
N Standard, P dur dan Hriteria
7 Penyediaan RSNI dan RSKKNL untul Kegiatan Usaha Migas 1 NSPK 186.506.000,00
Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
& Fasilitasi dan Pembinaan Barang Operasi 1 Badan Usaha 9.353.000,00
% Pembinaan pengawasan keselamatan operasi 1l migas 1 Badan Usaha 129.594.000.00
1¢+ Pengawssan Penerapan Standardisasi Teknis pada Keglatan 1 Badan Usaha 39 1.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Produk
11 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Transmisi Fipa Gas 1 Froduk 300.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
12 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan 1 Badan Usaha 9.140.004,00
13 Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minvak 1 Badan Usaha 1667 000,00
14  Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas 1 Baduan Usaha 250,000,060
15 Pembinaan dan Pengawasan Program Minyak dan Gas Bumi 1 Badan Usaha 2.500.000,00
16 Pemhmaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas 1 Badan Usaha 1,250,000, 00
QG20.05 |Ditjen Hetenagalistrikan
Perizinan Lembaga
1 Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk SPRLU dan 1 Gadan Usaha 112.926.000,00
2 Perizinan di Bidang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 1 Eadan Usaha QA5T.000,00
2 Pemantaatan Jaringan Tenaega Listrik unok Kepentmgan 1 Badan Usaha 57.530.000,00
Sertifikasi Produk
4 Sertilikasi Instalasi Tenaga Listrik 1 Sertifikat S0.000,00
Akreditasi Lembaga
5 Akreditasi Lembaga Serlifikasi Ketenagalistnkan 1 Lembaga 33.782.000,00
Sertifikazi Lembaga
G Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaps Listrik 1 Badan Usaha 65 1.000,00
Perkara Huknm Perseorangan
7 Fasilitasi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang 1 Perkara 304304 000,00
Pengawasan dan Pengendalian Produk
8 Inspeksi Instalasi Ketenagalistrikan 1 broduk 29375000,
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
9 Pengawasan dan Pengaturan Usaha Penyedisan Tenaga 1 Badan Usaha 65.316.000,00
10 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga atau Badan Usaha 1 Badan Usaha 113.333.000,00
020,06 |Ditjen Mineral dan Batubara
Hebijakan Bidang Energl dan Sumber Daya Alam
1 Rekomendasi Hasil Pengelolaan Data dan Informisi 1 Rekomendasi 1.357.534.000,00
Pertambangan Batybara Kebijakan
7 Rckomendasi Kebijakan Pengusahaan Pertambangan Mineral 1 Rekomendasi 1.290.140.000,00
Kebijakan
020.07 |Dewan Energi Nasional
Data dan Informasi Publik
1 Outlook Energl Indonesia 1 Layanan 365.9035.000,00
020.12 |Badan Peagembangan Sumber Daya Manusia ESDM

1

L

[ RN RE= A ¥ R

Akreditasi Lembaga

Akreditasi Lembaga THklat Sektor ESDM

Promozi

Pengelolaan Pameran dan Promosi PEP Bandung
Pelayanan Publik Lainnya

Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tridharma
Pengabdisn Magyarakat Dalam Rangka Tri Dharma
Aktualisasi Dasen PEFP Bandung

Evaluasi Pelatihan PPSDM Migas

Pengelolaan Sarana dan prasarana pengembangan SDM
Pengelolaan Sertifikasi dan Akreditasi PPSDM Migas
Data dan Informasi Publik

Publikasi Jumnal dan Buletin PEM Akamigas

Kerja sama

Kegasama PPSDM MIGAS

Kerjasama PPSDM Ceominerba

Weorma, Standard, Prosedur dan Kriteria

NSPK PPSIDM MIGAS

NSPK PPSDM Gearminerha

NSPK PPSDM KEBTEE

NSPK BDTET

Pelatihan Bidang Industri

Pengelolaan Sarana dan Prasarana PPSDM Geomincrba

1 Lembuapa
1 Pramosi

lLayanan
Layanan
Layanan
lLayanan
Layanan
Layanan

— e e

1 Lavanan

1 Kesepakatan
1 Kescpakatan

NSFK
N3PR
NS
NSPK

—— e

] Kegatan

42,043.000,00
326.746.000,00

1,522,987 000, )
300.085.000,0¢
301.037.000,00
337.510.000,00

1.493 856.000,00

1.494 733.000.00

364.046.000,00

3.534.000,00
4.737.000,00

2.277.000,00
10.909.000.00
23.551.000,00
49.000.000,00

200.000,000,00
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Kementerian Negara/Lembapga: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral {020) [dalam rupiah)
Hode Uraian :::::::Udl:ul:‘ Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
020.13 |Badan Geologi
Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Afam
1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi 3 Rekomendasi 215.450.000,00
2 Usulan Wilayah Pertambangan Batubara 1 Rekomendasi 42.833.000,00
2 Usulan Wilayush Pertambangan Mineral 1 Relkomendas 44,042.000,00
4 Dakuwmen Evaluasi Sumber Daya Mineral 1 Rekomendast 1.654.598.000,00
020.14 [EPH Migas
Peraturan lainnya
1 Penstapan Taril Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 1 Surat 1.453.104 000,00
Keputusan
Kebijukan Bidang Energi dan Sumber Diaya Alam
2 R§ kofne nfj asi Hasil Pengawq san Fengusahasn Transmisi dan 1 R:e k?men das 2310, 598.000,00
Distrihusi Gas Bumi Melalui Pipa Kebijakan
3 Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi 1 Rekomendasi -
dan Distribusi Gas Bun [kaomulatif] Kebijakan 1-754.020.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Produlk
4  Pengawasan aras Penyediaan dan Pendistribusian JEU 1 Produk GBS O01.000,00
3 Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBKP 1 Frodule 4.225.318.000.00
6 Pengawasan atas Penyediaan dan I'endistribusian JET 1 Produk 6.833.500.000,00
020.15 |Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Kebijakan Bidang Energi dan Snmber Daya Alam
1 Pembinaan Program bidang Aneka EBT 1 Rck.urnt_'nda:s: 456.071.000,00
Kebiiakan
Morma, Standard, Prosedur dan Kriteria
2  Rancanpah Standar dan Panduasn Bidang Konservasi Energi 1 NHFPK S08.157.000,00
3  Rancangan dan Penerapan Standar Bidang Aneka EBT 1 MSPK 205,104 000,30
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
4 Fasilitasi Pembangunan PLT Aneka EET 1 Lembaga 209,580,000,00
Fasilitasi dap Pembinaan Badan Usaha
5 Investasi Bidang Aneka EBT 1 Badan Usaha 391,597 .000,00
Pengawasan dan Fengendnlian Produk
& Pengawasan Produk di Bidang Konservasi Energl 1 Produk A81.043.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
7  Manajemen Energ Lemhbaga 1 Lembaga 1.470.625.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
4  Monitering dan Evaluasi K3 dan Lingkungan Bioenergi 1 Badan Usaha 238,425 .000,00
% Monitoring FLT Aneka ERT 1 Badan Usaha 356937 .000,00
Pemantanan dan Evaluasi serta Pelaporan
10 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fombangunan 1 Lapnran o
Infrastruktur EBTKE 971.579.000,00
420.16 |Eadan Pengelola Migas Aceh
Kebijaltan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
1 Pembahasan Usulan Kegiatan Eksplorasi dan Eksplotasi 1 Sek.qmendasi 16.667.000,00
Kebijakan
2 Rek.omendasi kepada pemerintah dalam penyiapan wilayah L Rek?mendasi 58.000.000,00
kerja Kebijakan
3 Rekomendasi terhadap vsulan pengembangan Lapangan 1 Ie.:kf:.mcndam 37.222.000,00
Kebijakan
4 Persetujuan Otorisasi untuk Pengeluaran (AFE) I Rekulmcndasx 4.354.000,00
Kehtjakan
5 Persetuyuan AFE Closed Out 1 Reka.:!mendam 42,048 000,00
Kehijakan
6 Pengendulian Pengelolaan Asct KKKS {Kedeputian Dukungan 1 Rekomendas: 70.000.000,00
Bisnis) Kebijakan
Peagawasan dan Pengendalinn Badan Usaha
7 Optimalisasi Lifting Minyak dan Gas Buml serta 1 Badan Usaha 41.689.000,00
8 Pengawasan Produksi dan Lifling {Kedeputian Operasi 1 Fadan (Usaha 12 8096, 040.00
49 Pengawaszan Pemboran 1 Badan Wsaha 11.049.000,00
10 Perserujuan Kemitmen Program Kerja Eksplorasi ] Budan Usaha 30.000.000,00
Il Ewvaluasi Menitoning POD 1 Badan Usaha 18, 17900000
12 Manajemcn ASE KKKS 1 Badan Usaha 41.579.000,00
12 Manajemen Akuntansi KKKS 1 Bardan Usaha 6 1.965.000,00
14  Manajemen Perbendaharaan KKRS 1 Badan Usaha 206.899,00:,00
15 Monetisasi Minyak dan Gas Bumi 1 Badan Usaha 29.420.000,00
16 Pemeriksaan Keuangan KKKS Eksplotasif Eksploitasi 1 Badan Usaha 187.402.000,00
17  Pengendalian Operasinnal Penunjang 1 Badan Usaha 12.006.000,00
18 Pengendalian Pengelolaan Aset KKKS [Kedeputian Keuangan 1 Badan lisaha 458,484.000,00
1% Persetujuan Rencana Kerja dan Angparan KKK3 1 Badan Usaha 12.623.000,00
20 Pengawasan Pemeliharaan Fasilites Produksi 1 Badan Usaha 28.126.000.00
21 Pengendalian Fasilitas Produlksi 1 Badan Usaha 22.099.000,00
22 Persetujuan Penyclesaian Pekerjaan atau PIS 1 Badun Usaha G0.512.000,00
23 Manajemen Health, Safety, Environment KKKS dan Internal 1 Badan Usaha 17 280.000,00
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022.03

022.04

022.11

Kebijakan Bidang Lingkuagan Hidup

Publik

Bidang Pelay

Weahiial M b M

1 Kebdjakan Tata Kelola Lingkungan Hidup Sektor Transportasi

1 HKebijakan Aksesibililtas Sarana dan Frasarana Transportasi

dan perut

Bidang Ket
tklim

Transportast

Forum
1  Forum Kemunikasi Sektor Transportasi

Data dan Informasi Publik
1 Dala dan Informas: Sekor Transporiasi

Komunikasi Pablik

Komunikasi Skematik
Kemunikas: Tematik

B -

Kerja sama
1 Sidang Internasional

Luar Negeri
3 Kerjasama Investigasi Kesclamatan Transportasi

Ditjen Perhubungan Darat
Bus Baptuan
1 Bus Bantuan

Halte Sungai
1 Halte Sungai

Zona Selamat Sekolah
1 zona selamat selolaby

Rambu Sungai dan Danan
1 Rambu Songai dan Dranau

Blangko SUT dan SRUT
1 BHlanghko SUT dan SRUT

Bukti Lulus Uji Berkala
1 Bukti Lulus Ui Berkala

Ditjen Perhubungan Laut
Norma, Standard, Prosedur dan Eriteria

Diklat
2 Korikuluim, Silabi, Modul dan Bahan Ajar Berbasis
Kompetensi

Badan Kebljakon Transportasi
Kebijakan Bidang & dan Pr
Rekomendasi Transportasi Antarmoda Jabodetabek

Norma, Standard, Prossdur dan Kriteria
I NSPK Angkutan Penumpang di Jabodetabek

1  Kebijjakan Mitigasi dan Adaptasi Perubzhen Iklim di Sektor

Komunikasi Publilc Eksternal Kemenieran Perhubungan
Komunikasi Publik Internal Kementeriat Perhubungan

Efektwitas Kinerja Perwakilan Kementerian Perhubungan di

1 Sertilikasi, Standarisasi Akreditssi dan Manajemen Muty

— —_ —

—-

= = - -

-

Hekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijalean

Rekomendasi Kebijakan

Forum

Layanan

Layanan
l.ayanan
Layanan
Layanan

Layanan

Peraturan

Kesepakatan

Unit

lokasi

unit

unit

MIPK

NEPK

Fekomendasi Kebijakan

Pedoman

1078 432.000.00

S25.801.000,00

S7T.301.040,00

65,000.000,60

4,440,911.000.00

328.056.000,04

1.858.038.000.00
3.154.349.000 00
12.987.743.000,00

10.040,133.000.00

15314 12.000,00

356.318.500 00

A00_0U0.000,00

3.500.000.000,00

S00.000.000,00

20.000.000.040

120.000,00

22.000,00

1.044 354 066,00

5(6.945.963.00

863.972.000,00

2.000.000.000,00

K terian Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan {022) {dadam rupiah)
: Volume dan
Kede Uraian Sutuan Ukar Besarao Heterangan
1 z 3 4 5
022.01 |Sekretariat Jenderal
Kesepakatan Bersama
1 Kesepakatan Bersama 1 Perjanjian 484690000 00
Norma, Standard, Prosedor dan Kriteria
1 NSPK Bidang Kelemhagaan dan Tata Laksana 1 NSPR 2ET_6R0.000 )
2 NEPK Bidang Investigasi Keselamalan Transportasi 1 NSPK 167,466,000 00
3 NSPK Bidang Teknologi Informasi 1 NSPK B4 1T9.000,00
Peng dan Pengendalian Lay
1 [nvestigasi Kecelakaan Transpurtasi 1 Layansn 2.TTR.232.000,00
2 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investigasi ! Layanan 1.303.2237.000,00
3 Accident Revicw Forum 1 Layanan 201.237.000,00
Perkara Hukum Perseorangan
1  Perkara Hukum Profes. 1 Perkara 59,134.000,00
Perkara Hukum Badan Usaha
1 Perkara Hukum Perusahaan 1 Perkara 142.794 000,00
Hebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
1 Kebijakan Tata Kelola Encrg di Sektor Transportasi 1 Rekomendasi Kchijakan 391.675.000,00
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Kementerinn Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan {022}

tdalam rupiah}

. Volume dan
Kode Uraian B
Satnan Ukuc esaran HKetermngan
1 2 3 4 5

Pemantauan praduk

1 Laporan Menitoring Prasarana Transportasi di Jabodetahelk 1 Laporan 1.234.957.000 00

2  Laporan Menitering Sarana Transpoertas: di Jabodetabel: 1 Laporan 120.000.000,00
Pelayanan Publik Lainnya

1 Intelligent Transport Systems (TS| Jabodetabek 1 Layanan 6163838000 {0}

022.12 |Badao Pengembangan SDM Parhubungan

Standarisasi Lembaga

1 Sertifikasi. Standarisasi Akreditas: dan Manajemen Mutu 1 Lembaga 202147417 0
Diklat Transporiasi Darat

2 Sertifikasi, Standarisasi Akreditasi dan Manajemen Mutu 1 Lembaga LA5 628300 00
Diklar Transporlasi Laut

3 Sertifikasi. Standarisasi Akreditasi dan Manajemen hMuty 1 Lembaga TR.HIT.O77 .00
Diklat Transportasi Udara
N a, Standard, P dur dan Kriteria

1 SKKHNI1 Transportasi Laul 1 NSFR TR.736.000.00

2 Kurikolum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transpertasi Laut 1 NSPK 180,310,000, 00

3 Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Trunsportas 1 NEIK 210.743.000 .00
Udara

4 Standard Rencana Pengembangan Sumnber Daya Manusia 1 NSFE 294,765,000 00
Transportasi Darat

% Starndard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 NSFK 540,947 000 30
Transportasi Laut

i Standard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 NSFR 250.001.000 00
Transportasi Udara

7 Sertifikasi, Standarisasi Aloveditasi dan Manajemen Muty 1 NSI'K T5.327.004h00
Tniktlat

% Kurikulum, Silabi, Modul dan Bahan Ajar Berbasis 1 NSFK 2FTAGR.O00 (0
Kompelensi

9  Standar Remcana Pengembangan Sumber Days Manusia 1 NSI'K 194 33500000
Perhubungan

10 Modul dan bahan ajar Berhasis Kompetensi Transportasi 1 NSPK 104,327 .4 38,00
Darat

11 Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportas Laut 1 NSPK 16Y.266.351,00

12 Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi 1 NEPK 146,944 829 00
Tldara
Data dan Informasi Publik

1l Sistemn Data dan Informasi 1 Layanan 208 390.000,00
Peraturan Jainoya

1 Peraturan Kepala BFSDM lerhubungan 1 Peraturan 326.236.000.00
Herja sama

1 Kerpasama dan Kemitraan Antar [nstansi dan Lembaga 1 Kesepalratan 162.964.040,00
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b K
B

terian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi {023}

[dalatn rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ular Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
023.15 |Direktorat Jenderal Kebudayaan
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
1 Masyarakal Yang Mengapresiasi Film dan Musik indonesia 1 Orang 1.675.000,00
2 Even Film dan Musik yang dikembangkan dan 1 Paket 21.708.,205.000,00
dimanfaatkan
3 Karya Perfilman dan Musik Indonesia 1 Paket 1.5%0G,115.000,00
4 NSPK dan Dekumen Warisan Budaya yang Disusun dan 1 NSPK 403,.000.000,00
Dikelola
5 Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang 1 Layanan 830,000 000,00
Disebarluaskan
6 Warisan Budaya yvang Ditctapkan 1 Layanan 27.500.000.00
7  Warisan Budava yvang DHlindungi 1 Unit 634 Z00.000,00
& Event Diplomasi Cagar Budaya Dan Ohjek Pemajuan 1 Kegatan 27.321.845.000,00
Kebudayaan
9 Even Prioritas Bidang Kebudayaun 1 Kegiatan GO 000.000. 000,00
10 Satuan Pendidikan Yang Menyclenggarakan Pemnbelajaran 1 Lembaga S0,000.000,00
Nilai Budaya Tran Objek Petnajuan Kebudavaan
11 Fusilitasi Bidang Kebudayaan 1 Kelompok 357.861.000,00
12 Drsa Pemajuan Kebudayaan 1 Desa 250.000.000,00
13 NSPK Bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan 1 N8PK 483,320.000,00
14 SKKNI Pembinaan Tenaga dan Lembags Kebudayaan 1 NSPK 530.000.000,00
15 Lembaga Kebudayaan yang Dibina 1 Lembaga 17.213.000,00
14 Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang 1 Grang 7. 741.000.00
17 Tenusga Bidang Kebudayaan Yang Ditinglatlkan 1 Urang 3.316.000,00
Kompelensinya
18 Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi 1 Orang 3.365.000,00
023.18 |Dircktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
1 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah menmperoleh Pendidikan 1 Orang 4.383,381.00
Kecakapan Kerja
2 Anak Usia Sekolah tidak Sckolah memperoleh Pendidikan 1 Qrang 6.257.274,00

kecakapan Wirausaha

jdih.kemenked-go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Keschatan (024)

{dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satnan Ukur Besaran Keterangan
1 3 — 3 3 5
024.01 [Sekretariat Jenderal
024.05 |Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan Publik Lainnya
1 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan 1 Layanan 660.000,00
penyeberangan
2 Layanhan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara 1 Layanat B80.000,00
3 Layanan pengendalian faklor risiko penyakit di PLEN | Layanan £80.000.00
4 Lawyanan pengendalian faklor risiko penyakit pada situasi | Lavanan 1.585.000,00
khusus
5 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara 1 Layanan 2.420.000,00
Soelarnao Hatta Terminal Internasional
6 Layanan kegawat daruratun dan rujukats (Ratagori [y 1 Layanan 040.000,00
7 layanan pengendalian fakior risiko penyakit DBD 1 Lavanan 1.204.000,00
8 Layanan survei faktor risiko penvakit pes 1 Layanan 2.825.000,00
9 Layanan pengendalian faktor risiko penyvakit diare 1 Layanan 479.000,00
10 Layanan pengendalian faktor risike penvakit malaria 1 Layanan 1.355.000,00
11 Layanan survei faktor risiko penyakit DRD {135) 1 Lavanan 360,000,00
12 Lavanan survei [aktor risitko penyakit malaria (HS} 1 Layanan 1.720.000,00
13 Layanan survei faktor risiko penyaldt diare 1 Layanan 360.000,00
14 Layanan survei falcor risiko penyakit HIV AIDS (5] 1 Layanan 1.314.000,00
15 Layanan survei faktor risiko penyalkit TR (HS) 1 Layanan 5.455.000,00
16 Lavanan Kegawatdaruratan dan rujukan katagori I {HS) 1 Layanan £80.000,00
17 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (105] 1 Layanan 660.000,00
18 Layanan pencmuan akul surveillans migrasi malaria 1 Layanan DF0000,00
19 Layanan penemuan aktl surveilans migrasi malaria katagori 2 1 Layanan 2.020.000,00
20 Layanan survel [aktor risike penyakit DED Katagori Il [HS) 1 Layanan 360.000,00

jdih.kemenkew/(go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: KHementerian Agama (025)

{dalam rupiahy

Volume dan

Kod
e trajan Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 S
025.02 | Inspektarut Jenderal
Layanan Audit Internal
1  Layanan Audit Internal 1 Dokumen 54.515.000,00
025.03|Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Bantuan Peralatan/Sarana
I Kitab Suci Apama Islam dan Sarana Peribadatan Agama Tslam yang 1 Unit B1.000,00
Disediakun
025.03]Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
1 Dosen yang Tersertilikasi 1 Orang 3.250.000,00
025.05|Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
1 Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi 1 Orang 3.250.000,00
025.06|Direktorat Jenderal Bimbingan Mazyarakat Katolik
1 Dosecn PTK Katolik yang tersertifikasi 1 Crang 3.250.000,00

jdih.kemenke&bo.id
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Kementerian Negara/Lembaga: KHementorian Ketenagakerjaan (026)

[dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Sataan Ular Besaran Keterangan
1 2 3 q 5
026.01 [Sekretariat Jenderal
Koordinasi
1 Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan 1 Nesepakatan G96.510.000,00
Kehijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM
1 Analisn Pasar Kerja 1 Orung 14.125,00
026.04 |Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Pelayanan Publik kepada masyarakat
1 Tenaga Kerja vang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1 Dokumen 364.420.000,00
Pencmpatan Tenaga kerjs Dalam Negeri
Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
1  Rekorendasi Kebijakan Publik 1 Orang, 7.141.100.00
Kerja sama
1 Jejaring Peningkatan Produktivitas 1 Dokumen 500.000.000,00
Forum
1  Forum Kerjasama Lintas Seltor 1 Kesepakatan 923.414 750,00
026.13 |Dircktorat Jenderal Pembinaan Pelatlhan Vokasi Dan Produktivitas
Pelayanan Publik kepada masyarakat
1 Jejaring Kemitraan Pasar Kena 1 Kepiatan 3.9491.959,00

jdih.kemenked.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial [027) tdalam rupiah)
Kode Uralan :::::‘eum Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
027.01 [Sekretariat Jenderal
Pendidikan Tinggi
1 Mahasiswa Program Sarjana Terapan 1 Orang 4.851.052,00
2 Mahasiswa Program Magister Terapan 1 rang 17 405.100,00

jdih.kemenkeu/go.id



-53-

Kementerian Negara/Lembaga: Keme#nterian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan {029 [dalam rupiah|
Volume dan
B Kat
Kode Uraian Satnan Ulur £
1 Z ] 4 5
029.01 |Sekretariat Jenderal
Kebijal Bidang Boergi dan her Daya
Alam
1 Rancangan Kebijakan Strategiz Bidang LH 1 Rekomendas) Kebdjalan 208,791.000,00
N - dard, Pt dur dan Kriteria
1 NSPK Kereknikan Bidang LHK dan Penerapannya di 1 NEPK #84.724.000,00
Satleer, UI"T/KIH
022.05 |Direktorat Jenderal K vasi Sumber Daya Alam Ekosistem
Hebijal Bidang Kehut:
1 Kebijalan Pengelolaan Destinasi Wisals Alam Prioritas yang 1 Rekomendas Kebijalkan 1.500,000,000,00
Dikembangkan
029.06 |Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Data dun Informasi Publik
1 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan 1 Layanan S00.000.000,00
kawasan hutan
2 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya ITutan dan Kawasan 1 Dokumen 47500000000
Hutan
029.014|Badrn Restoragi Gambut dan Mangrove

Honaeivasi Kawasan/Rehabilitazi Ekosistem
1 Rehabilitasi Ekasistern Mangrave

1 Hektar

240353 040, {0

jdih.kemenkeu.

id



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan (032}

54 _

dalam rupiah)

Kode Uraian ::::;::U‘:‘Tr Besaran Heterangan
1 < 3 4 [}
032.03 |Ditjen Perikanan Tangkap
Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
1 Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana | Rekomendasi 166.667 000,00
penangkapan ikan vang disusun Kebijakan
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan
Pengawakan Kapal Perikanan
2 Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan 1 REckomcndasi 1.0686.667 00,00
dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun Kebijakan
2 Rekomendasi kebijakan pengelobaan permesinan kapal 1 Rekomendasi 300.000.000,00
perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan Kehijakan
ilean
4 Dokumen kapal penkanan yang diterbitkan 1 Produk 2.323.000,00
3 Sarana Penangkapan lkean yang diuji dan disertifikase 1 Produk 250.000.000,00
& Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau 1 Laporan 10.205.000,00
pemanfaatannya
7 Pemenntah daerah vang difasillitasi dan dibina penerhilan 1 Daerah 1.500.000.000,00
dokumen kapal perikanannya (P Kab Kotap
Pengnlolaan Pelabuhan Perikanan
8 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola 1 Lembags 7.720.928.800,00
dan operasional sesuai standar
9 Pelabuhan Perikanan vang diidentilikasi rencana 1 Unit 230.000.000,00
permbangunan /pengembangan fasilitasnya
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
10 lzin berusaha sub sektor penangkapan/penganghkutan ikan 1 Produk 200 000,00
vang diterbitlean
L1 Nelayan yvang ditasilitasi perlindungannya 1 Orang 809.000,00
12 Provinsi vang difasilitasi tala kelola perizinan perikanan L Prowinsi 391.8060,000,00
tangkap
032.04|Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Bantuan Hewan
1 €Calon Indul Unggul Tkan Air Tawar yang disalurkan ke 1 Ekor 36.514,00
masyarakat
2 Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat 1 Ekor 55.201,00
3 Calon lnduk Unggut Jkan Air Payal yang disalurkan ke 1 Ekor 103.000,00
4 Calon lnduk Unggu! Kepiting yang disalurkan ke masyarakat 1 Ekor 158,454,000
3 Calon lnduk Unggul ikan laut yang disslurkan ke masyarakat 1 Ekor 335.243,00
& Benih Ikan Air Tawar yang disalutkan ke masyarakat 1 Ekor 332,00
7 Benih Udang yvang disalurkan ke masyarakat 1 Ekor 50,00
8 Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masvarakat 1 Ekor 238,00
9 Benib Kepiting vang disalurkan ke masyarakat 1 Ekor 691,00
103 Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke magyvuarakat 1 Ekor 5.680,00
Penyidikan dan Pengujian Penyakit
11 Sampel Resida Layanan UPT 1 Sarnpel 939,042,000
12 Sampel Kualitas Air Layanan UPT 1 Sampel 203.061,00
13 Samnpel Patologi Layanan UPT 1 Sampel ST 146,010
14 Satnpel Mikrobiologi Layanan UPT 1 Sampel 535.640.00
15 Satnpel Biologi Malekuler Layanan UPT 1 Sampel a51.677,00
Penyidikan dan Pengujian Penyakit
16 Satnpel Surveilan Resistensi Antimikroba [AMR]/Surveilan 1 Sampel 887.8353,00
17 Sampel Nutrist Pakan 1 Samnpel 514.,997,00
Penyidikan dan Pengujian Peayakit
18 Sampel Obat lkan 1 Sampel ©20.072,00
19 Sampel Mutu Pakan 1 Sampel 951.935,00
032.05 |Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
Penanganan FPerkara
1 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi 1 Perkara 31.300.000,00
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
2 Nelayan vang difasiiitasi pemulangannya 1 Orang 3.000.00000
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelantan
3 Sengketa Wilayah Pesisic dan Fulaw-Pulau Keeil yang 1 Perkara 610.6000.000,00
ditangani
Peng Pengelol Sumber Daya Perll
4  Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanat 1 Kegiatan 961.5890,000,00
032.07 |Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
L Dwokumen NSPK Jasa Kelautan 1 NSFK 100.000.000,00
032.13 |Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan
Karantina Iken
1 Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Hama dan 1 Rekomendasi B6 667,000,060
Penyvakit lkan Karantina (HPIK} Kebijalan
2 Rekomendasi Eebijakan Harmonisasi Sistem Perkarantingan 1 Rekomendasi 50.000.000,00
dan Keamanan Hayati 1kan dalam dan luar Negeri Kebijaloan
3 Rekomendasi Kebijakan mitigasi resiko lalu lintas hasil 1 Rekomendasi 200.000.000,00
perikanan Kehijukan

jdih.kemenkeu.g@d



Hementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan {032)

- 55 -

{dalamn rupiahl

Volume dan Besaran
Kode Uraian Satuan Uliur Keterangan
1 2 3 4 |

Pengendalian Mutn

Rekomendasi Kebijakan Harmenisasi Sistemnm Jaminan Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan .

NEPK Sistem Pengendalian muty dan keamanan hasil
perikanan

Standardisasi Siztem dan Kepatuhan

NSPK standarisasi sistern dan kepatuhan Perkarantinaan ikan
dan muty hasil perikanan

1 Rekomendasi
Kehijukan
1 NSPK

1 NSPK

35.715.000,00

100.G00.000,00

200.10300,.000,00

jdih.kemenkeu!

id
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Kementerian Negara /Lembaga: Kementetian Hoordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan {034)

{dalam rupiahy)
Volame dan
Kod i
ode Uruian Satusn Ukur Besaran Keterangan
1 2 4 ]
034.01 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Layanan Dukunpgan Manajemen Internal
1 Pengarusutamaan Gender 1 Lavanan 341.828.000,00

Kebijakan Bidang Aparatur
2 Rekomendasi Kebijakan Satuan Tugas Sapu Bersih 1

lrekomendasi | 3.834,603.000,00
Pungutan Liar Dalam Masa New Normal dan Era Digital

Kebijakan

jdih.kemenkeu.gdo.id
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HKementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang FPerskonomian (035)

[dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ul Eesaran Heterangan
1 F] 3 & 5
035.01 |Kementerian Koordinator Bidang Perel ian

23

23

25

26

ar

28

9

30

31

3z

33

KES

36

a7

33

39

40

41
42

Eebijakan Bidang Ekonomi dan Ksuangan

Rekomendasi Kehijakan di Bidang Meneter dan Sektor
Eksternal

Reckomendasi Kebijukan Percepatan dan Efektifitas Kebijakan
Ekonomi

Rekomendasi Kebijakan yang terkail dengan Eidang
Perekonomian Naerah dan Sektor Riil

Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Fiskal

Rekomendasi Kebjjakan Insentil Fiskal

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika Pasifik

Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Amenka Pasifil

Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan lmplementasi
Perundingan Perdagangan
Relomnendasi Kelnjakan Kerja Sama Ekonemi Asia

Rekomendas: Persiapan Forum hilateral Asia

Rekomendasi Kelnjakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Alrike.
dan Timur Tengah

Rekomendasi Persinpan Forum bilateral Eropa, Afrika dan
Tunur Tengah

Rekemendasi Pereepatan Penyelesaan dan Implementasi
Perundingan Perdagangan

Rekemendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonowmi Multilateral

Rekomendas Kelnjakan Implementasi Joint Crediting
Mechanism (JCOM)

Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indenesia
pada Forum Internasional

Rekomendas: Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan
Sub Regional

Rekomendas Percepatan Penyelesaian dan Implementasi
Perundingan Perdaganegan Internasional

Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indenesia
dalam Forum Keria S3ama Ekonomi Internasional
Fekomendasi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan

Eekomendasi Kebijakan yang terkait Produksi, Cadangan,
Distrebusi dan Konsumsi Pangan
Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Keedit Usaha Rakyat

Rekomendas Kelwjakan Pengembangan Industri
Rekomendas Kebijakan Bidang Penataan Ruang
Rekomendasy Kebijakan Bidang Pertanahan
Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan

Rekomendasi Kebijakan Peremajaan SBawit Rakyat dan
Council of Palm il Producing Countries (CPOPC|
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agnbisnis
Perkebunan

Reknmendasi Kebijakan Pengembangan Kemitraan Hulu Hilir
Subselttor Horlikultura

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hertikultura
Beroricntasi Ekspor

Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan

Rekomendasi Kelijakan Bidang Pemanfaatan Pemibangunan

Rekomendas) Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah dan Penelapan Lahan Sawah vang Dilindunei
Rekomendasi Kebijakan Bidang 'rasarana dan Sarana Pangan
tlan Agribisnis

Rekomendasi Kehijakan HKevangan [nklusif

Rekomendasi Kebijakan Heuangan Syarial

Rekomendasi Keordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha
BEUMN Sektor Niaga dan Transportasi

Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Riser dan Inovasi Sektor
Niaga dan Transpertast

Rekomendasi Kelnjakan Bidang Restrukturisasi,
Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Utilitas dan
Industni Manufaktur

Rekomendasi Kebijakan Ridang Restrukturisasi,
Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sckior Agro,
Farmasi dan Pariwisata

Rekomendasi Kebijakan Fudang Pengembangan Usaha BUMN
Bidang Jasa Kevangan dan Industri Informasi

Relkomendasi
Kebijakan
Rekomcendasi
HKebijakan
Rekomentasi
Kehijakan
Rekomendasi
Kehijakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekeomendasi
Kebijakan
Rekemcndasi
Kebijakan
Rekemendasi
Kehijakan
Rekomemdasi
Kehijakan
Rekemendasi
Kebijakan
Rekemendasi
Kehijakan
Rekemendasi
Keliiakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebiiakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekemendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Ketijakan
Rekomendast
Kebijakan
Rekomendast
Kebiiakan
Rekomendas:
kehijakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebiiakan
Rekomendasi
Kebiiakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebiinkan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekoemendasi
Keijakan
Rekomendasi
kehijakan
Rekomendas
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendas
Kebijakan
Rekomendasi
Kebiiakan
Rekomendasi
Kebijakan

—

—

—_

—_

[

-

—

—

—

-

-

-

—

—_

—

—_

—_

—_

-

Rekomendasi
Kekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan

SO0 00,00
2500000 000 (0
S00.000.000,00
S00.000.000,00
1.000.000.000,00
1.00:0.000.000,00
650.000.000,00
S00.000.000, 00
LS00 000000, 00
500000000, 00
650 000,000,004
1000003 000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
630.000.000,00
300.000.000,00
20.000.000,00
S00.000.000 00

300.000.000,00

—_

.520.000.000,00
S0, 000.000,00
300.000.000,00
S00.000.000,00
Q00,000,000 00
300.000.000,00
300.000.000,00

S00.000.000,00

o

000,000,000 ,00
2000.000.000,00

200.000.000,00

000,000, 000,00

250.000.000.00

250.000.000.00

250.000.000,00

200.000.0006.00

o

.500.000.000,00
250.000.000,00
450.000.000,00
100.000.000,00
350,000,000,
250.000.000,0¢
250.000.000.00

TOO.000.000,00

jdih.kemenkeu
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Eoordinator Bidang Perekonomian [035]

[dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satnan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
44  Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukurisasi, 1 Rekomendasi 1. 100 GO0 GO0 ,00
Pengermbangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Migas, Kehijakan
Pertambangan dan Petrokunia
45 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan [ndustri 1 Fekomendasi 300.000.000,00
Petrokimia Kehiiakan
46 Rekomendas: Kebijakan Harmonisasi Ekesistem 1 Rekomendasi S00.000.000, 00
Ketenagakerjaan Kebijakan
47 Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Peogernbangan 1 Rekomendasi 250.000.000 .00
Kawasan Strategis Ekonomi Wilavah Barat Indonesia Kebijakan
48  Rekomcndasi Kebijakan Perecanaan Pengembangan Kawasan 1 Rekomendasi 250000000 00
Strategis Ekonomi Wilavah Timur Indoenesia Kebijakan
49  Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahapan Kebencanaan 1 Rekomecndasi 250.000.000,00
lintuk Pengembangan Wilayah Kebijakan
eit] Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekanorm 1 Rekomendasi 15.000.000.000,00
Lebijakan
51  Rekomendasi Ketnjakan Penguatan Gerakan Indonesia t Rekomendasi 10.000.000.000,00
Mandir Kebijakan
52  Rekomendasi Kebijakan Kompitasi, Inteprasi, Pemutakhiran 1 Rekomendasi 3.000.000.000,00
dan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatar Kebijakan
Ruang dalam Pelaksanaan PPercepatan Kebijakan Satu Pota
53  Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 1 Rekomendas 1.100.000.000,00
Kebiiakan
54  Rekomendasi Kelnjakan Pengembangan Kewirausahaan 1 Rekomendas 1.100.0040.0110,00
Kebijukan
55  Rekomendas Kelwjakan Penyusunan Daftar Proyek | Rekomendasi 5.500.000,000,00
Infrastruktur Prioritas (PIP| dan Proyek Strategis Nasional Kebijakan
15N
56  Rrkomendasi Kelijakan Dukungan Pengembangan Wilayah 1 Rekomendas 1.300.004.000,00

Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan vang
Berjalan dan Perencanaan Infrastruktur Kedepan

Kehijakan

jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian HKoordinater Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (036)

[dalam rupiahy)

Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Begaran Keterangan
1 2 3 4 )
036.01 |Hementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan
Kebijakan EBidang Pengembangan Wilayah
1 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan
Wilayah )
HKebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
2 Rekomendasi Allernatif Kebijakan Bidang Peninglkatan
Prestasi Olahraga

1 Rekoemendast
Kebijakan

1 Rekomendasi
Lebijakan

364.521.000,00

500.000.000,00

jdih.kemenkeu.go.

d



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan

- 60 -

Ekonomi Kreatif (040} (dalam rupiah)
Volume dan
Kod adan
ode Ur: Satuag Thur Besaran Keterangan
1 2 3 4 3
040.01 |Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

NSPK Hubungan Anlarlembaga Kepariwisatasn dan Ekonomi 1 Drang 0L 0G0 0, 04

Kreanf

Sosialisasi dan Diseminasi

Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Pemasaran 1 Orang 10.574 4940.000,00

Notma, Standard, Prosedur dan Kriteria

NSPK Pengembangan kKomunikasi Pemasaran 1 Orang 7.926.573.000,00

NSPK Pengembangan Pemasarat Pariwisata Nusantara 1 NSPK 540.680.000,00

N3P Bidang Pengemhangan Pasar Asia Pasifik 1 NSFK STE.37A.000.00

Sosialisasi dan Dizeminasi

Bimbingan Teknis Pemasaran Ekonomi Kreatil 1 NSFK SO0L000, 000,00

Bimbingan Teknis Pengembangan Event Daerah 1 NSPK S00.000.000,00

Norma, Standard, Prosedur dan Hriteria

NSPK Event [Dasrah 1 NSFK 1480 000,000,000

NSFK Event Nasional dan Interpasional 1 NSPR 000, 000 000,00
1 N&FK S00.000,000.00

NEPK Penguatan Kapasilas dan Perluasan Jejanng Subselctor
Seni Musik. Filtn, Animasi, Video, Fotograii, Periklanan,
Penerbitan, Seni Pertunjukan dan Seni Rupa

jdih.kemenkeu.

id
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Hemeunterian Negara/lLembhage: Kementerian BUMN (041) {dalam rapiahy
Euode Uraian ::tl::eud::r Besaran Heterangan
1 ] 3 4 5
041.01 |Kemeoterian BUMN

Kebijub Bid Ek 1 dan B

1  Rumusan kebijjakan penguatan daya saing BUMN Selitor 1 BUMN (50,000,000 040
Industri Mineral dan Batubara

2 Pumusan Eebijjakan penugasan BUMN Sekrar Jasa 1 BUMN [et P Lol E M TP N v
Infrastruklur

3 Hasil Evaluas Pelaksanaan Tara Kelala dan Manajemen 1 BUMN 650.000_000,00
Risiko BUMN

4 Laporan Kinerja BUMN 1 Badan usaha 1. 5000 Geh e 0

5  Rumusan Kcbijakan Penguatan Kapasitas BUMN 1 BUMN G50 000, DD 00

6 Rumusan Kebijakan Pepetapan Dividen BUMN 1 Rekomendasi Kebijakan/Kajian 1.400.000.000,00

7 Rumusan kebijakan penguatan daya saing RUMN Sektor 1 Eekomendasi Kebijakan 1,500,000 000,00
industri lndustn Pangan dan Pupuk

& Rumusan kebijakan sirategis werkait prmbinaan BUMN 1 BEUUMN E3 G, CHORCH, CHOPCY, CHD

9  Rumusan kebijakon penguatan daya saitg BUMN Sektor Jasa 1 Rekomendasi Kebijakan .20k 3000, )
Logistik
Kebijaken Bidang Tenega Herfa, Induxtri dan UMKM
Direksi dan Dekom atau Dewas BUMN Group yang ditetapkan 1 Rekomendasi hebyadan; Kajian TO0O OO0
sesual ketepiuan
Leyenan Baptuan Hukum Badan Usaha
Legal opinion atas peluksanaan hukivem korporasi BUMN 1 Rekomendasi Kebiakan G50000.000 00
Fasilitasi dan Pembinaan EUMN

1 Hasil pengembangan EUMN sektor Industri Energi, Minyalk, 1 BULMN HH0.D00.0040,00
dan Gas

2  Hasil pengembangan BUMN seictor Industrl Mineral dan 1 Hekomendasi Kebijakan FOO_G00.G00,00
Batubara

3 Hasil pengembangan BUMN Sektar Industni Kesehatan 1 BUMN 650,000,000 00

4 Hasil pengembangan BUMN sekior Sektor Jasa Kevangan 1 BUMN G000 N )

5 Hasil penpembangan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur 1 RUMN 65000000000

6 Hasi pengembangatt BUMN sektor Jasa Asuransi dan Dana 1 BUMN 650.000.000,00
Pensiun

7 Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Perkebunan dan 1 Eciomendas: Kebijakan 650 000,000, 00
Kehutanan

% Hasy pengembangan BUMN seletor Industri Pangan dan 1 Rekomendasi Kebijalian 100 R, R, (M)
Fupulk

9 Hasil pengembangan BUMN seltor Jasa Telekomunikasi dan 1 Rekomendasi Kehjakan 2560 RO (O, (M
hedia

10 Hasil pengembangan BUMN Scktor Sektor Jasa Lozistk 1 Hekomendasi Kebijakan G50 000. 00,00

jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah [D44)

[dalatn rupiah)

Volume daa

Kode Urajan Satusn Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 ) 5
044.01 |Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1

Hebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKEM
Relotnendasi Peraturan Perundangan-Undangan Usaha
Mikro

Layanan Bantuan Hukum Persecrangan
Hensullasi dan Pendampingan Tukum

Perkara Hukum Lembaga

Penclahaan Peraturan Perundangan dilidapg Koperasi dan
UMEKM

Penanganan Perkara fluloum

Fasilitasi dan Pembinaan UMEKM
Usaha WMikro yvang dipetakan

Kerja sama
Dokumen Hubungun Antar Lembaga

Keordinani
Koordinasi Ekoenomi Makro

—

—

-

Reloomendasi Kebijalkan

Chrang

Perkara

Perkara

UMKM

Kesepakatan

Kegiatan

339.250.000.00

151.500.000), GO

327.500.000,G0

786.600.000.00

764.465.000,00

517.175.000.00

500.000.000,00

jdih.kemenkéu.go.id
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Kementerian Negara/Lemhbaga: K. terian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak {047} [alam rupiab)
: Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
047.01 |Kementerian Pendavagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Data dan Informasi Publik
1 Rumusan Profll Hasil Pengolahan Data Fengawasan terkait Dokumen 150.000,00
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Bantuan Masyarakat
2 Perempuan rentan yang mendapat bantuan spesifik Orang SO.000G,00
3 AMPFPK vang mendapat bantuan khusus anak Orang SOCHO0G,00
Standarisasi Lembaga
4 Standarisasi Lembaga Layanan Pemberdayann Perempuan Lembaga 20.000.000,00

di Bidang Politik dan Hukum

jdih.kemenkeu.go.id
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ian Negara/Lembaga: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ((48)

{dalam rupiah)]

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ulsar Besaran Keterangan
1 2 3 q 5
048.01 |Kementerian Pemberdayann Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi

Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan

| Fasilitasi Penetapan Proses Bisnis Instansi Pemerintah 1 Lenibaga 117.073.000,00
Bidang Polhukam
Fasilitasi Penetapan Proses Bisnis [nstans Femerintah 1 Lembaga 108.362.000,00

Bidang Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi

Fasilitasi ponetapan proses bisnis Instansi Pemerintah
bidang Pemsbangunan Manusia dan Kebudayaan

1 Lembaga

90.613.000,00

jdih.kemenke%)go.id



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Intelijen Negara (050)

- 65 -

[dalam rupiah)

Volums dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
050.01 |Badan Intelijen Negara
Pendidikan Tinggi
1 Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) 1 Qrang 304.300.000,0
2 Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Intelijon Nogara (STIN) 1 Crang 104.667.000,00

jdih.kemenked.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Siber dam Sandi Negara (051)

[dalam rupiah)

R “Volume dan
Kode Uraian Satuan Ulmr Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
051.01 Badan Siber dan Sandi Negara
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
1 Fasilitasi dan Pembingan Kemalangan Keamanan Siber 1 Lembaga 53.458.000,00
Pemerintah Pusat
2 Fasilitasi dan Pembinaan kematangan Keamanan Siber 1 Lembuga 172.366.000,00

Pembangunan Manusia

jdih.kemenked.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Ketahanan Nasional {052) {dalam rupiah)
. “Volume dan
Kode Uraian Satusn Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5

052.01 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Naxional

Kebijakan Bidang Energl dan Sumber Daya Alam

1 Rekomendasi | 266.472.000,00
1 Rumusan Kebijakan Dinamis Bidang Lingkungan Alam Kebijakan

jdih.kemenkeu/go.id



- 68 -

K ian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054) [dalam rupiah)
Kode Uraian ::::::“d:“t Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
054.01 |Badan Pusat Statistik
Data dam Informasi Puhlik
1 Publikasi/Laporan lndeks Pembangunan Manusia 1 Publikasi/Laporan | 1.065.470.000,00
Layanan Pengawasan Internal
4 Layanan Pengawasan Internal Inspekrorat Wilavah I 1 Dokurmen 28.050.294,00
Layapan Pengawasan Internal
3 Layanan Peopawasan Internal Inspektorat Wilayah I 1 Dokurnen 27.095.431,00
Layanan Pengawasan Internal
4 Layanan Pengawasan Inlernal Inspektorat Wilavah 11 1 Dokumen 25.621.054.00
Layanan Manajemen SDM Internal
5 Diklal Teknis Substansi 1 Orang 3.660.952,04
i 1dklat Fungsional 1 Orang 3.346.250,00
7 Standardisasi dan Sertifikasi 1 Orang 3.670.476,00
Layanan Manajemen SDM Internal
8  Program DN 1 Orang 5.904.727 .00
S Program D IV 1 Orang 3.714.499,00

jdih.kemenkeu.go.id



- 69 -

Hementerian Negara/Lembaga: Kementetian Agraria dan Tata R {Badan Pert h 1{056) jdadam rupiahy
Hode Uraian ::::::Udl:: Eesaran Heterangan
1 2 3 4 5
056.01 [Sekretariat Jenderal
Perencanaan, Pemantanan, dan Evaluasi Proge dan Angg Serta
Administrazi Kerja Sama
1 Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri 1 Drkiicnen 1.119.144.000,00
2  Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negen 1 Dokumen 524.844,000,00
Pelay Publik Kepada Masyara)
| PBT Redistribusi Tanah Kalegon 1 1 Bidang 214.600.00
2 PBT Redistribusi Tanah kategori 2 1 Eidzng 182.70G0,00
3 PBT Redistribusi Tanah Kategeri 2 1 Bidang 151.8040.00
4 PBT Redisiribusi Tanah Kalegori 4 1 Bidang 11820000
5 PBET Redistribusi Tanah Kategaori & 1 Pidang B5.500 .00
6 PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 1 Bidang 231.5300,00
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
7 PBT Kensalidasi Tanah RKategar ¢ 1 Bidang 47360000
%  FBT Konsolidasi Tanah Kategani 2 1 Bidang 402, 800,00
9  PBT Kensalidasi Tenah Kategon 3 1 Bidang 334.100.00
10 PET Konsolidasi Tanah Kategon ¢ 1 Bidang 259.400,00
11 PBT Konsolidasi Tanah Kategoni 5 1 Bidang 195, 100,00
12 PET PTSL Partisipasi Masyarakat dan ASN Kategori V 1 Bidang 131.200.00
Pelayanan Publik Kepada Masyaralkeat
13 PET Non Sistemans Kategori 1 1 Bidang 42200000
14 PBT Non Sistematis Kategori 2 1 Bidang 357.100,00
15 PET Mon Sistemalis Kategoeri 3 1 Bidang 294 200,00
16 FBT Non Sizstematis Kategori 4 1 Bidang 22570000
17 PET Wan Siatemalis Kategeri 5 1 Bidang 15%9.000.00
Felayanan Publik Kepada Masyarakat
18 PET PTSL Parlisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga Kategori V 1 Bidang 20:3.000,00
Palayanan Publik Kepada Masyarakat
19 PET HKEB Redistnibusi Ulaval Kemunal Luas §-10 11a Kategori 1 1 Bidang 11.730.000.00
20 PET HKB Redistribusi Ulayat Kemunal Luas 1-10 Ha Kategon 2 1 Bidang YYE0.L00.00
21 PET HKB Redistribusi Ulayat Kemunal Luas 1-10 Ha Kategon 3 1 Bidang £.280,000 00
22 PET HKE Redistnbusi Ulayat Kemunal Luas 1-10 Ha Kategor 4 i Bidang 6.430.000,00
23 PBT HKB Redistnbusi Ulayat Kemunal Luas 1-10 Ha Kategotl 5 1 Bidang 4,630.000 .00
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
24 PBT IIKB Redistnbusi Ulayat Kemunal Luas 16-100 Ha Kategori 1 1 Bidang 32,450,000 00
25 PET HKB Redistnbuxi Ulayat Komunal Luas 10-100 Ha Kategeri 2 1 Bidang 25.250.000,00
26 PBT IIKB Redistnbusi Ulayat Komunal Luss 10-100 Ha Kategori 3 1 Bidang 24.170.000.00
27 PET HKB Redistribuzi Dlayat Komunal Luas 10-100 Ha Karegori 4 | Bidang 19.730.000,00
2% PBT HEB Redistribuxi Dlayat Kemunal Luas 10-100 Ha Kategori 5 1 Bidang 15.410.000,00
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
29 DPBT HEB Redistribusi Ulayat Komunal Buas 100-1000 Ha Kategori 1 1 Bidang 457700000
30 PBT HKB Redistribusi Ulayat Komunal Luas 100-1000 Ha Rategeri 1 1 Bidang 43.170.000,00
31 PBT IHKE Redistribusi Ulayat Komunal Luas 100-1000 Ila Kategori 1 1 Bidang 37.730.000,00
32 DI'BT HKB Eodistribusi Ulayat Komunal Tuas 100- 10040 Ha Kategori 1 1 Bidang 31.814.000,00
33 PHT HKDR Redistribusi Ulayat Komunal Luas 100-1000 Ha Kategori 1 1 Bidang 26,050,000,00
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
34 PBT HKDR Redistribusi Ulayat Komunal Luas Lebih dari 1000 Ha Kategord 1 1 Bidang T3.570.000,00
35 PET HKB Radistribusi Ulayat Komunal Luas Lebih dari 1000 Ha Kategor 2 | Ridang 64 470,000,00
36 PBT HKB Redistribusi Ulayat Kemunal Luas Lebih dani 1000 Ha Kategori 3 1 Bidang 55.630.000,00
A7 PBT HKB Redistribusi Ulayat Komunal Luas Lebih daai 1000 Ha Kategori 4 1 Bidang 46.014:.000.00
3% PBT HEB Redistribusi Ulayat Komunal Luas Lebih dagi 1000 Ha Kategori 5 1 Bidang 37.690.000 00
Pelayanan Publik Hepada Lembaga
39 PRT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 kategoni 1 1 Bidang 1.173.000,00
40 PBT BMN Luas Kurang Dan 25000 M2 Kategori 2 1 Bidang GO, 000,00
41 FBT BMN Luas Kurang Dari 25,000 M2 Kategon 3 1 Bidang A28.000, 03
42 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategon 4 } Eidang H43.000,00
43 PBT BMN Luas Kurang Deri 25.000 M2 Katepon 5 1 Bidang 463,000,000
Pelayanan Publik Kepada Lembagn
44 PBT BMMN Luas 25000 -100.000 M2 Kategon 1 | Gidang 2,273,000 00
45 PBT BMN Lu=as 25000 -100.000 M2 Kategori 2 1 Bidang 923,004,060
46 PBT BMN Luas 25000 - 100,000 M2 Kategori 3 1 Bidang 1.5&83.000,00
47 PBT BMHN Luas 25.000 - 100000 M2 Kategor 4 1 Bidang 1.213.000,00
48 PBT BMN Luas 25.000 100,000 M2 Kategeri 5 1 Bidang RE3.000,00
Pelayanan Publik Kepada Lembaga
49 PBT BMNM Luas lebih dan 100,000 M2 Kategeri 1 1 Bidang 6. 206 000,60
50 PBT BMX Luas lebih dan 100.000 M2 Kategor 2 1 Bidang 3.331.000.00
51 PHT BMN Luas lebih dan 100,000 M2 Kategori 3 1 Bidang 4 45 1.000,00
52 PBT BMN Luas lebih dan 100.000 M2 Kategori 4 1 RBidang 3.356.000,00
53 PBT BMK Luas lebih dan 100,000 M2 Kategori 5 1 Bidang 2.656.000.00
Pelayanan Publik Kepada Lembaga
54 PBT PTSL DesalKelurahan Lenghkap Jawa Ball 1 Hektar 433.400,00
535 PBT PFTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa, 1 Hektar 239.900,00
Pelayanan Publik Kepada Mazyarakat
56 SHAT PTSL ASN Kategori 1 1 Bidang 255.000,00
5Y SHAT PTSL ASN Kategori 2 1 Bidang 226000, M
58 SHAT PTSL ASN Kategori 3 1 Bwdang 195,000,04
54 SHAT PISL ASN Kategari 4 1 Bidang 160.000,00
60 SHAT PTSL ASN Kategori 3 | Bidang 126.000,00
61 SHAT PTSL ASN Kategari & 1 Bidang A57.004,00
Pelay Publik Kepada Masyara
a2 SHAT PTSL PM Kategori | 1 Bidang 177.000,00
£3 SHAT PTEL PM Kategori 2 1 Badang 156.000,00
64 SHAT PTSL PM Kategor 3 1 Bidang 136.000,00
65 SHAT PTSL PM Kategori 4 | Bidang 114.000,00
&6 SHAT PTSE FM Kategeni 5 1 Bidang Q200000
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
&7 SHAT Mon Sistematis Karcgor | 1 Bidang FAZ.000,043
AR SHAT Non Sistematis kalegori 2 1 Bidang 254000,
£#9 SHAT Non Sislematis Kategori 3 | TRidang 217.000,00
70 [HAT MNon Sistematis Katcgori 4 1 Bidang 176000, 04
71 SHAT Non Sislematis Kategori 5 } Ridang 126,000,000
72 SHAT Non Sistematis Katcgor 6 1 Bidang 279.000,0:0

jdih.kemenkeu.go.id
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K Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional {056) {dalatn rupiah}
Kode Uraian :;I::leui‘; Begaran Keterangan
1 2 E] 4 5
Pelnyanan Publik Kepada Masyarakat
73 SBHAT Eedistribusi Tanah 1 Bidang 14,000,00
74 SHAT Koensolidasi Tanab 1 Ridang 14000, 00
Pelayanan Publik Kepada Lembaga
75 SHAT BMN {s.d 25.000 m2] Kategori ) } Bidang #75.400,00
TH SHAT BMUN {s.d 25004 m2) Kategor 2 1 Bidang F35.400,00
77 SHAT BMWN (s.d 25004 m2) Kategor, 3 1 Bidang 599.400,00
T8 SHAT BMN {s.d 25.000 m2] Kategerl ¢ 1 RBidang 451300,
79 SHAT BMN {s.d 25.00:4 m2| Kategori 5 1 Bidang 307.400,00
Pelayanan Publik Kepada Lembaga
B0 SHAT BMN {23000 s.d LN.0U0 m2| Kategort 1 | Bidang 1.793.400,00
81 SHAT BMN (23,000 s.d 100000 m2) Kategori 2 1 Badang 1.495.300 00
82 SHAT BMN (25.000 s.d 100004 m2) Kategor 3 1 Bidang 1.206.900,00
83 S1IAT BMN (23,000 s5.d 100.000 m2) Kategori 4 1 Bidang B92.400,00
84 SHAT BMN (25,000 s.d 100.000 m2) Kategori 5 1 Bidang S586.400,00
Pelayanan Publik Hepada Lembaga
85 SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 1 1 Hidang 3.731.460,00
A6 SHAT BMN diatas 100,000 m2 Kategori 2 1 Bidang 3.101.400,00
87 BHAT BMHN diatas 100.400 m2 Kategori 3 1 Bidang 2.489.400,00
A8 JHAT BMN diatas 100,000 m2 Kategori 4 1 Bidang 1.823.400,00
BY SHAT BMN diatas 100,000 m2 Kategori 5 1 Bidang 1.175.400,00
FPelay Publik Hepada Masyarakat
40 SK Redistribusi Tanah Kategori [ 1 Bidang 302.000 00
91 5K Redistribusi Tanah Kategori [T 1 Bidang 26100000
4% SK Redistribusi Tarah Kategoo 1T 1 Bidang 229 000,00
93 3K Redistribusi Tanah Kategori [V 1 Bidang 195.000 .00
94 5K Redistribusi Tanah Kategori ¥V 1 Bidang 164 _100.00
A5 5K Redistribusi Tanah Kategori VI 1 Budang $23.000.,00
Prasarana Pengembangan Kawasan
496 Data dan Infermasi PAT Kategori I 1 hidang 114 {H}),00
97 Data dan Informass 4T Kategori 1l 1 hidang 104,000,006
98 Data dan Informasi PAT Kalegor I 1 hidang D500 00
99 Data dan Inlormasi PAT Kategori IV 1 bidueng £5.000,00
100 Data dan Informasi 4T Kategor V 1 bidang B2.000.,00
Pelayanan Publik Kepada Lembaga
101 Materi Telnis Perencanaan Kenselidasi Tanah Kategori [ [Materi Teknus) 1 Lembaga 125.551.000,00
102 Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kateger [ [Muaten Teknus) 1 Lembaga 118 487.000,00
103 Materi Teltnis Perencanaan Konzsolidasi Tanah Kategori [ [Materi ‘l'eknis| 1 Lembaga 115.518.00:0 00
104 Materi Teknis Perencanaan Kensolidasi Tanah Katcger IV (Materi Teknis) 1 Lembaga 113.593.000.00
IN5 Materi Teknis Perencanaan Kensolidasi Tanah Kateperi ¥ (Materi Teknis] 1 Lembags 117 989000 ,00
Pelayanan Publik Kepada Masyaraloat
106 Surat Keputusan Konsolidas Tanah Kategori [ 1 Bidang 329.780,00
107 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori 11 1 Bidang 457 480,00
108 Surat Kepurusan Konsanlidasi Tanah Kategor: 11 1 Bidang 423, 12000
109 Sural Kepulusan Kensolidas Tanah Kategeri IV 1 Bidang 380.460 .00
110 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V 1 Bidang 3533.500,00
056.09 ktorat Jenderal P & Sengketa dan Konflik Pertanahan
Koordinasj
1 Benta Acara Rencana Aksi Pencegahan Senpketa, Konflik dan Perkara 1 Kegiatan 2,528,554 5.000,00

Pertanahan

jdih.kemenkgﬁgo.id




Hementerian Negara/Lembaga: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (057)

- 71 -

(dalam rupiahj

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukar Begaran Keterangan
1 2 3 4 5
057.01 |Perpustakaan Naslonal
Sarana Bidang Pendidikan
1 Alib dMedia Bahan Perpustakaan Tercetal Media Kertas 1 Paket 10.220.000,00
2 alih dMedia Bahan Perpustakaan Format Audio 1 Paket 10,1 70.000,00
3 Daokumen NSPK Pelatihan Kepustakawanan yang Disusun 1 NSPK G3.192.000,00
4 Dokumen NSPK Pembinaan Pustakawan vang disusun 1 NSPK 193.633.000,00
3 Naskah Kuno yang Diadakan 1 Paket 20.712.000,00
& Literatur Sekunder Yang Diterbitkan 1 Paket 51.939.000,00

jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatilka (059)

[dalam rupiah)

Kode

Uraian

Volume dan
Satuan Ukur

Besaran

Keterangan

1

2

3

4

5

059.03

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika

Pelayanan Publik Lainnya

1 Pemantavan, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio dalam kola wilayah Sumatera

2  Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transportasi darat wilayah
Sumatera

3  Pemantaunan, pengukuran dan pehanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transportasi udara wilavah
Surmalera

4 Pemantauvan, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi vadio Tuar kota transportasi laut/ sungai wilayah
Sumatera

5 Penertiban freluensi radio dan stamdar perangkat pos dan
informatika dalam kota wilavah Sumatera

& Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika lear kota transportasi darat wilayah Sumatera

7 Penertiban frelouensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika hiar kota transportasi laut/sungai wilayah
Sumarera

8 Pemantauan, pengukitran dan penanganan gangguan
frekuensi radio dalam kota wilayah Jawa

¢  Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transporiasi darat wilayah Jawa

10 Pemantauarn, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transportasi laut/ sungai wilayvah
Jawa

11 Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika dalam kota wilavah Jawa

12 Penertiban frekuensi radio dan slandar perangkat pos dan
informatika luar kota transportasi daral wilavah Jawa

13 Penertiban frekuensi radiv dan standar perangkat pos dan
informatika luar kota transportasi laut/sungai wilayah
Jawa

14 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gamnggilan
frekuensi radio dalam kola wilayah Kalimantan

15 Pemantauan, pengukuran Jdan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transportasi darat wilayah
Kalimantan

16 Pemantanan, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transportasi udara wilayah
Kalimantan

17 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transportasi laut/sungai wilayah
Kalimantan

18 Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika dalam kota wilayah Kalimantan

19 Penertiban frekuensi radio dan standar perangkal pos dan
informatika luar kota transportasi darat wilayah
Kalirnantan

20 Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika luar kota transportasi Udara wilayah
Kalimantan

21 Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika luar kota transportasi laul/sungai wilayah
Kalitnantan

22 Pemantauan, pengikuran dan penanganan gangguan
freklensi radio dalam kota wilayah Sulawesi

23 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transporiasi darat wilayah
Sulawesi

241 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transporiasi udara wilayah
Sulawesi

25 Pemantauan, pengukuran dan penanganan ganggllan
frekuensi radio luar kota transporiasi sungai/laut wilayah
Sulawe si

Layvanan

—

Layanan

—

Layanan

—

Lavanan

—

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

—_

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

Layahan

i

Layvanan

[

Layanan

-

Layanan

Layahan

—

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

1 Layanan

—

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

5.750.000,00

22.970.000,00

37.580.000, 01

34.430.000,00

26.390.0600,00

02.146.000,00

85.975.000,00

7.775.000,00

24.920.000,00

28.900.00:,00

25.545.000,00

90.015.000,00

59.430.000,00

5.908.000,00

33.425.000,08

34.255.000,00

29.9203.000,00

24.476.000.00

64.470.000,00

$9.910.000,00

£3.320.000,00

©.400.000,00

25.690.000,00

37.330.000,00

31.355.000,00

jdih.kemenkeu.go.id
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Hementerlan Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika {059)

(dalam rupiah)

Kode

Uraian

Volume dan
Batuan Ukur

Besaran

Keterangan

2

3

a

5

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

46

Penertiban frekuenst radio dan standar perangkat pos dan
informatika dalam kota wilayah Sulawesi

Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika luar kola iransportasi darat wilayah Sulawesi

Penertiban frekuensi radio dan standar porangkal pos dan
informatika luar kota transportasi laut/ sungai wilayah
Suiawest

Pemantauan, pengikuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio dalam kota wilayah Papua

Pemantanan, penpukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio lnar kota transportasi darat wilayah Papua

Femantauan, pengukuran dan penanganan gangguan
[tekuensi radio lnar kota transportasi udara wilayah
Papua

Pemanlavan pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kola transportasi laut/sungai wilayah
Papua

Pemantavarn, penguluran dan penanganan Sanggua
frekuensi radio luar kota transportasi udaraflaut/sungai
wilayah Papua

Penertiban ifrekuens radio dan standar perangkat pos dan
informatika dalam kota wilayah Papua

Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pas dan
informatika luar kota transportasi ndara/darat wilayah
Papua

Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan
Frekuensi radio dalam kota wilayah kepulavan
Permantavan, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transportasi darat wilayuh
kepulauan

Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transportasi adara wilavah
kepulanan

Pemantauan, pengukilran dan penanganan gangguan
frekuensi radio luar kota transportasi kg sungai wilayah
kepulauan

Pemantauan, pengukuran dan peianganan gangguan
frekuensi radio luar kota transporlasi udara/laut/sungai
wilayah kepulavan

Pemantauan, pengukuran dan penanganat gangguan
Irekuensi radio luar kota transportasi darat/laut wilayah
kepulauan

Penertiban freltuensi radio dan standar perangkat pas dan
informatika dalam kota wilavah kepulanan

Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika luar kota trapsporiasi darat wilayah
kepilanan

Penertiban freltuensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika luar kota transportasi udara wilayah
kepulauan

Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika luar kota transportasi laut/ sungai wilayah
kepulavan

Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan
informatika luar kota transportasi udara/laut wilayah
kepulauan

1 Layanan

1 Layanan

—

Layanan

Layanan

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

1 Layanan

Layanan

—

Layahan

Layanan

—

Layanan

Layanan

—

Layanan

—_

Layanan

—

Layanan

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

—

Layanan

33.750.000,00

76.200.000,00

83.290.000,00

E.100.000,00

40.730.000,00

38.678.000,00

49,200.000,00

64.471.000,00

34.675.000,00

178.411.000,00

7.462.000,00

25.435.000,00

43.710.000,00

27.258.000,00

66.813.000,00

16.990.000,00

29.938.000,00

60.457.000,00

85.424.000,00

69.940.000,00

64.172.000,00

jdih.kemenkﬁ.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)

{dalam rupiah)

Volume dan

Kade Uraian Satuan Ulkur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
060.01 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
Crikiac Pim

Pendidikan Non Gelar

Pendidikan Pembentukan Sekeolah Ingpekour Polisi Sumber
Sarana [SIPSS)

Pendidikan Non Gelar

Pendidikan Sekolah Staf dan Fimpinan Prortamy Polri

Pendidikan Tinggi
Pendidikan Tinggi llmu kepolisian (S3|

Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
Peninglatan Kualilas Tenaga Pendidik

Layanan Manajemen Kinerja Internal
Penyusunan Kunkulum Diklat POLRI

Pendidikan Non Gelar
Sekolah 3tal dan Pippinan menengah Polri

1 Orang

1 Orang

—

Orang

—

Orang

—

Orang

—_

Dokumen

1 Orang

24 272.000,00

33.780.000,00

22.755.000,00

11%.436.000,00

10.0606.000,00

T7.349.000,00

27 .324.000,00

jdih.kemenkeu’go.id
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Hementetian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dap Makanan {063) {dalam rupizh)
Kode Uraian :::::;BU‘::: Besaran Keterangan
1 2 E3 4 5
063.01 |Badan Pengawas Obat dan Makanan

Perkara Hukum Badan Usaha

1 Perkara di Bidang Penyidikan Ctbat Dan Makanan di DRI 1 Perkars 48.141.000,00
Jakarta

2 Perkara di Bidang Penyidikan Otbat Idan Makanan di 1 Perkara 123.738.000,00
BBPOM Bandung

3 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 109402 000,00
POM Kota Tasikmalayva

4 Perkara i Bidang Penyidikan (bat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 100 462.000,00
POM Kab Bogor

5 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Ian Makanan di 1 Perkara 116.268.000,00
BEFOM Semarang

6  Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 104.479.000,00
POM Kab Banvumas

7 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 103.849.000,00
POM Kota Surakarta

& Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanao di 1 Perkara 122.916.000,00
BEFOM Yogyakarta

9 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 124.016.000,00
BBPOM Surabava

10 Perkara di Bidung Penyidikan Obat Dan Makanan di Leka 1 Perkara 110.877.000,00
POM Kab Kediri

11 Perkara di Bidang Penvidikan Obat Dan Makanan di Leka 1 Perkara 110,877 000,00
POM Kab Jember

12 Perkara di Bidang Penyidikan Obeat Dan Makanan di 1 Perkara 118 4496 000,00
BEFOM Barwla Aceh

13 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 106, 138.000.00
POM Kab Aceh Tengal

14 Perkara di Bidang Penvidikan Obal Dan Makanan di Leka 1 Perkara 106 .440.(00,00
POM Kab Aceh Selatan

15 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 115.532.000,00
BEFOM Mcdan

16 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Nan Makanan di Loka 1 Perkara 1(+5.583.000,00
POM Kab Toba Samosir

17 Perkara di Bidang Penvidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 102.612.000.00
POM Kota Tanjungbalai

18 Perkara di Bidang Penyidikan Obal Dan Makanan di 1 Perkara 120.091.000,00
BBPOM Padang

19 Perkara di Bidang Penvidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 105932 000,00
PUOM Kota Payvakumbuh

20 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 106,54 3.000.00
P(IM Kab Dharmasrava

21 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 121.792.000,00
BBPOM Pekantbearu

22 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 107 821.000,00
POM Kota Dumal

23 Perkara di Bidang Penvidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 107 .321.000,00
POM Kab Indragin Hilir

24 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 116.1858.000.00
BEPOM Jumbi

25 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 10:3.30:3.000,00
POM Keta Sungai Penuh

26 Perkara di Bidung Penvidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 116_8#49.000,00
BBPOM Palembang

27 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 104.303.000,00
POM Kota Lubuklinggan

28 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Terkara 111.399.000,00
BBPOM Bandar lampung

29 Perkara di Bidang Penvidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 100.953.000,00
FOM Kabupaten Tulang Bawang

30 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 122.183.00G0,00
BBPOM Pontianak

31 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan i Loka 1 Perkara 107 .367.000,00
POM Kabupaten Sanggau

32 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 119.445.000,00
BEPOM Palangls Raya

33 Perkara di Bidang Penyidiltan Obat Dan Makanano di Loka 1 Perkara 107.716.000,00
POM Kabupaten Kotawaringin Barat.

34 Perkara di Bidang Penvidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 114.160.000.00
BBPOM Banjarmasin

35 Perkara di Bidang Penvidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 102.210.000,00
POM Kabupaten Hulu Sungai Utara

26 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 10:2.210.000,00
POM Kabupaten Tanah Bumbn

27 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 161.385.000,00
BEPOM Samarinda

38 Perkara di Bidang Penvidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 137.2649 000,00
POM Kota Balikpapan

39 Perkura di Bidang Penyidikan Ohat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 137.209.000,00
POM Kota Tarakan

40 Perkara di Bidang Penyidikan Ohat Dan Makanan di 1 Perkara 117.036.000,00
BBPOM Manade

jdih.kemenkeu.go.id
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HKementetian NegarafLembaga! Badan Pengawas Obat dan Makanan (063}

{dalam rupial}

Kode Uraian :;l::‘eu‘:::lr Eesaran Keterangan
1 2 3 q 5
41 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 104.053.000,00
POM Kabupaten Kepulavan Sangihe

42 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Balai 1 Perkara L17.930.000,00
POM Palu

43 Perkara di Bidung Penyidikan Obat. Dan Makanan di Loka 1 Perkara 104,592.0010,00
PO Kabupatety Banggal

44 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan i 1 Perkars 122.099.000,00
BBPOM Makassar

45 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 107972 000,00
POM Kota Palopo

46 Perkara di Bidang Penvidikan Olat Duan Makanan di 1 Perkara 122.130.000,00
BPOM Kendard

47 Perkara i Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 107.932.000,00
POM Kota Baubau

48 Perkara di Ridang Penyidikan Obat Can Makanan di 1 Perkara 200.0535.000,00
BPOM Ambon

49 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 155.356.000,00
POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar

50 Perkara di Bidang Penyidikan Obat an Makanan Jdi 1 Perkara 130.755.000,00
BREPOM Denpasar

51 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka I Perkara 115.572.000,00
POM Kabupaten Buleleng

52 Perkara di Bidang Penyvidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 122 .542.000,00
BBPOM Mataram

53 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 111.947.000,00
POM Kabupaten Bima

54 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 126,179.0005,00
EPOM Kupang

55 Perkara di Ridang Penyidikan Obat Dan Makanan di Leka | Perkara 109 644 (00,00
POM Kabupaten Ende

56 Perkara di Bidang Penyidikan Obut Dan Makanan di Loka 1 Perkara 109.644. 000,00
POM Kabupaten Mangzaral Barat

57 Perkara di Bidlang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 219, 386.000.00
BBPOM Jayapura

38 Perkara di Bidang Penyidilian Obal Dan Makanan di Loka 1 Perkara 197 379 000,00
POM Kab Merauke

39 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka b Prrkiri 182.022.000,00
POM Kabupaten Mimika

60 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 114.540.000,00
BPOM Bongkulu

61 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 101.717.000,00
Rejang Lebong

62 Perkara di Bidang Penyidilkan Obal Dan Makanan di L DPerkara 124.411.000.00
BPFOM Sofifi

63 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 111.935.000,00
POM Kabupate Pulau Moratal

44 Perkara di Bidang Petyidikan Obat Dan Makanan i 1 Perkara 122.7258.000,00
BEPOM Serang

65 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 103.43%.000,00
POM Kab Tangerang

&6 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 1240 522 Q00,00
BPOM Pangkal Pinang

67 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara HO7.252.000,00
POM Kabupaten Belitung

&8 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 118.814.000,00
B8POM Gorontalo

69 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkata 144 .918.000,00
BPOM Balam

70 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan hMakanan di Loka 1 Perkara 125.461.000,00
POM Kota Taniungpinang

71 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 204.208.000,00
BPOM Manokwari

72 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka 1 Perkara 173.82%.000,00
POM Kabupaten Sorong

73 Perkara di Bidlang Penyidikan Obat Dan Makanan di 1 Perkara 113.601.000,00
BPOM damuiu
Pemantauan Produk

74 Reckomendasi Intelijen Yang Rerknalitas 1 Laporan T4.400.000,00

jdih.kemenkeuzgo.id
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Kementerian NegarafLembaga: Lembaga Ketahanan Nasional {064)

fdatam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Heterangan
1 2 3 4 5
064.01 Lembaga Ketahanan Nasional

Kebljakan Bidang Politik
Kajian Siralegis Bidang 1deoiogi dan Politik
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan

2 Kajlan Strategis Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan
Alam

! Rekomendasi
Lebijakan

1l Rekomendasi
Kebijakan

152.486.000,00

152.480.000,00

jdih.kemenkeu.

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian InvestasifBaidan Koordinasi Penanaman Modal [065)

[dalaun rupdaly)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Reterangan
1 2 3 4 [
065.01 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pelatihan Bidang Ekonomi dan Kenangan
1 Diklar Bidang Penanaman Moedal Internal dan Fksternal 1 Orang 73400000
Fagilitasi dan Pembinaan UMKM
1 Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Nasional 1 TIBTEM J000.000,00
Pelay n Publik kepada badan usaha
1 Fasilitas Berusaha terkait Mastorlist 1 Badan Usaha 30.035.000,00
2 Pengawasan Berbasis Resikeo di Wilayah I 1 Badan Usaha S9.706.000,00
3 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I 1 Badan Usaha 106,667 000,00
4 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayvah 11 1 Badan Usaha H2.667.000.00
5 Pengawasan Berbasis Risike di Wilayah 1V 1 Badan Usaha £4.715.000,00

jdih.kemenkeu.

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional {066}

{dalam rupiah)

Kode

Urajan

Volume dan
Satuan Ukur

Besaran

Keterangan

2

3

4

5

066.01

Badan Narkotika Nasional

w

10

11

13

17

15

Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi
Pecandu dan Korban Penvalahgunaan Narkeba Milik BNN di
Balai Besar Hehahilitasi BNN

Frogram Rehabilitasi & Bulan Pada Lavanan Kehabilitasi
FPecandu dan Korban Penyalashgunaan Narkeba Milik BNN di
Balai Besar Rehabilitasi BNN

Program Rebabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di
Ralai Besar Rehabilitasi BNN

Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi
Pecandu dan Korban Penyalahpunaatn Nackoba Milik BNN di
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah

Program Rehabilitasi & Bulan Pada Layvanan Kehabilitasi
Perandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah

Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layvanan Rehabilitasi
Pecandu dan Korban Penvalahgunaan Narkaobxa Wilik BNN di
Balai Rchabilitasi BNN Tanah Merah

Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layvanan Rehabilitasi
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba blililk BN di
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

Program Rehabilitusi 6 Bukan Pada Layanan Rehabititasi
Pecandu dan Korban Penvalabgunaan Narkeba Milik BNN di
Balai Rehabilitasi BNW Baddoka

Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi
Pecandu dan Korban Penvalahgunaan Markoba Milik BNN di
Bala Rehabilitasi BNN Baddoka

Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di
Loka Rehabilitasi BNN Batam

Progrium Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi
Pecandu dan Korban Penvalahgunaan Narkoba Milik BNN di
Loka Rehabilitasi BNN Batam

Frogram Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi
Pecandu dan Korban Penvalahguuaan Narkoba Milik BNN d&i
Loka Rehabilitasi BNN Batam

Program Rehalnlitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi
Pecandn dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda

Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoeba bilik BNN di
Loka Rechabilitasi BNN Kalianda

Program Rehatnlitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi
Pecandn dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda

Program Rehabilitasi 6 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecanda
dan Korban Penyalahgunasn Narkoba Milik BNN di Loka
Rehabilitasi BMN Deli Serdang

Program Rehabilitasi 3 Bulan Layanan Hehabilitasi Pecandu
dan Korban Penvalahgunaan Narkeba Milik BNN di Loka
Rchabilitasi BNN Deli Serdang

Penyidikan dan Pengujian Produk:

Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor,
dan Bahan Adildif Lainnya

—

Onang

Orang

—

Orang

—

Orang

—

Crang

Orang

—_

Orang

—

Qrang

Orang

—

Orang

—

Orang

—

Orang

Orang

—

Orang

o

Qrang

1 Orang

1 Qrang

—

Produk

651.215.900,00

23.782.973,00

12,421 500,00

43.173.333,00

19.905.083,00

10.424.738,00

41.252.000,00

26.278.000,00

12.700.791,00

28.076.000,00

15.801.0400,40

2453 500,00

24.046,000,00

12.965.303,00

7.924.673,00

18.356.500,00

9.333.900,00

234,000,004

jdih.kemenkeu.gcﬁd
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HKementerinn Negara/Lembaga: K terian Deaa, Pemlk Daergh Tertinggal dan Transmigrasi [067) [dalam rupiah)
Hode Tradan :ﬂ:::euia‘; Besaran Heterangan
1 2 3 4 5
067,07 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Peapgembangan Eawasan
Trapsmigrasi
Hebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
1 Pemantauan dan Penpgendalian Permanfaatan Ruang 1 Relkomendasi | 137.5376.000,00
Roordinagi
2 Koordinasi Persinpan Perpindahan Transmigran L Kegintan 114.366.000,00
Kerja sama
3 Mediasi Kerjasama Antar Daerah dan Persiapan Perpindaban 1 Kesepalkatan 166.356.000,00
Transmigran
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
4 NSFK dalam Penalasn Persebaran Penduduk i NSPK 04.965.000,00
5 NSFK dalam Pembuangunan Kawasan Transmigrasi 1 NSPE 147.374.000,00
067.09 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan
Maxyarakat Desa
Pelatihan Bidang Eosial
1 Kader Pemberdayaan Masvarakat Desa, DTT Yang Dilatih 1 Orang 3.254.933,00
Oleh UPT Balai Besar Jakarta di Balai
2 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT Yang Dilatib 1 Orang 3.620.100,00
(leh UPT Balai Besar Jakarta i Lokasi Jangkauan Darar
3 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 Orang 2.G01.5800,00
wleh UPT Balail Besar Yogvakarta di Balaj
4 Kader Pemberdavaan Masyarakat Desa, DTT vang Lhlatih 1 Orang 3.412.733.00
vleh UPT Balal Besar Yegyakarta di Lokasi Jangkauan Darat
5 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 Orang 2.791.666,00
aleh UPT Balai Makassar di Balai
& Xader Pecmberdayasn Masyarakat Dess, DTT yang Dilatih 1 Orang 3.857.500,00
oleh UPT Balai Makassar di Lekasi Jangkauan Darat
7 Wader Pemberdayaan Masvarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 Orang +.924.166,00
oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Udara
& Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 Orang 2.927 266,00
oleh UJPT Balai Banjarmasin di Balal
9 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 Orang 4.103.333,00
oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangksuan Darat
10 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatik 1 Orang 5.434.000,00
oleh UPT Balai Banjarmasin <i Lokasi Jangkauan Udara
11 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang dilatih aleh 1 Orang 3.203.200,00
UPT Balai Pekanbaru di Balai
12 Kader Pemuberdayaan Masyarakat Desa, DTT vang dilatih olch 1 Orang 4.264 000,00
UPFT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat
13 Kader Pemberdayaan Masyarakal Desa, DTT yang dilatib nieh 1 Orang 4.870.923,00
UPT Balai Iekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara
14 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Uilatih 1 flrang 3.176.733,00
olel UPT Balac Ambon di Balai
15 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 {rang 4.057 666,00
aleh UPT Balai Ambon di Lekasi Jangkauan Drarat
16 Kader Pemberdayaan Masvarakat Desa, TTT yang Dilatih 1 Orang 5.511.6066,00
oleh UPT Balai Ambon Ji Lokass Jangkauan Udara
17 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 Crang 3.937.966,00
oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Lawt
18 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 Orang 5.512.366,00
oleh UPT Balai Jayapura di LokasiJanakauan Darat
19 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yaog Dilatih 1 Orang TO6T.033.00
aleh UPT Balai Jayapura di Lokas, Jangkauan Udara
20 Kader Pemberdayaan Masyarskat Desa, DTT yang Dilatih 1 Orang 3.017.600,00
wleh UPT Balai Denpasar di Balai
21 Kader Pemberdayaan Masyarakal Desa, DTT yang Ditatih 1 Orang 4,192.033.00
oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkavan Darat
22 Kader Pemberdayaan Masyavakat Desa, DTT yang Dilatih 1 Owang 5.342.666,00
oleh UPT Balai Denpasar di Lokas: Jangkauan Udara
23 Kader Pemberdayaan Masyarakat Diesa, DTT yang Dhlatih 1 Orang 3.443.800,00
alch UPT Balai Bengkulu di Balal
24 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 Orang 1045 600,00
oleb UPT Balai Bengkulu di Lakasi Jangkauan Darat
25 Kader Pemberdayvaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 drang A HG8.133.00
Qieh UPT Balai Benglulu di Lokasi Jangkauan Udara
26 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih 1 Orang 5.055.933,00

oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Janghauan Udara

jdih.kemenkeu.

d
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terian Negars/Lembaga: Badan Kepeadudukan dan Keluarga B N 1 {068} {dalam rupiah)
: Volume dan
Kode Uraian Satuan N Besayan Eeterangan
1 2 3 ] 5
068.01 Badan Kependudukan dan Kelunrga Bey Hasional
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
1 Pcdoman di hidang tala kelpla dara dan informas sistem 1 NSPK OO GO0 0
nformasi keluarga
2 Pedoman peningkatan kualitas jejaring mitra kerja dan 1 NSPK 48.553.000,00
advokasi pemangku kebijakan dalam penguatan Program
Bangea Kencana
3 Pedoman di bidang Pembinaan dan Penggerakan Litl 1 NEPK IBAG2000,00
Lapangan
4 Pedoman di bidang peminhaan ketahanan keluarga dan 1 NSPK 75.500.000,00
remaja
3 Pedoman di bidang peningkatan kualitas kesehatan 1 WSPK 116.000.400,00
reprodiksi
6 Pedorman di bidang pembinaan ketahanan keluacga rentan 1 NEPK 220.000.000,00
7 Pedoman di hidang Kebijakan Pengendalian Penduduk 1 HNSPL 200.000,000,00
# Pedoman di bidang analisis dampak kependudukan 1 NSPK S0.00D.G00,00
% Pedoman di bidang Perencanaan Pengendahan endudulc 1 NSPK 323.000.000,00
10 Pedrunan di bidang teknolegi infermasi dan data I NEPK 312.534.000,00
11 Pedoman di hidang akses pelayanan KB 1 NSPK 327 Q0000000
12 Pedoman di bidang pelayanan KB wilayah khusus 1 NE&EPK 46.450.000,00
13 Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana I NSPK 150.000.000,00

jdih.kemenkeu.go4d
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Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (074)

[tlalam rupiaby)

Volume dan

Kode Uraian Satwan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 S
074.01 Komnas HAM
Perkara Hukum Eelompok Masyarakat
1 Layanan Pengaduan Perkara Dugaan Pelanggaran FAM 1 Perkara 1.000.000,00

jdih.kemenkeugo.id
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Kementerian NegarafLembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika [073) [dalam rupiah)
Kode Uraiagp Valume dan Besaran Keterangan
Satuan Ukur
1 2 3 'y 5
075,01 |Badan Meteorologi, Klimatologi. dan Geofisika
Soslalisasi dan Diseminasi
1 Layanan Informast gerapabuimni dan tsunanmm melalui Sckolah 1 Qrang 933.356.00
Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Barat
2 Layanan Jnformasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah 1 Orang ©39.500,00
Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Tengah
3 Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalai Sekolah L Orang 1.184 218,00
Lapang Gempabutni (SLG) Wilayah Timur
Pelayanan Publik Lainnya
1 Layanan Informasi Posisi Bulan dan Matahari ! Layanan 372.719.000,00
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
1 Layanan Informasi meteorologi mantim melalui Sekolah | Orang 1.336.220,00
Lapang Cuaca Nelavan [SLCN) wilayah barat
2 Layanan Informasi meteornlogi maritim melalui Sekolah 1 Orang 1.351.430,00
Lapang Cuaca MNelavan (SLCN) wilayah Tengah
3 Layanan Informast metcorologi maritirn melalui Sekolah 1 {rang 1.978.190,00

Lapang Cuaca MNelayan (SLCNK} wilayah Timgr

jdih.kemenkeu!

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Kengtitugi (077)

{rdalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ulur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
077.01 | Mahkamah Konstitusi RI
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
1 Bimbingan Teknis Pemabaman Hulum Acara Peradilan 1 Orang 5.504 580,00
Konstitusi Full Funded {1 kegiatan, max 150 peserta}
2 DBimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan 1 Orang 2.034.873,00

Konstitusi Cost Sharing (1 kepiatan, max 150 peserta)

jdih.kemenkeu.

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Pusat Pelaporan dan Analisis Transalksi Keuangan (078} {dalam rupiah)
Hode Uraian ::tl;t::leuc:; Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
OT78.01 |Fusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kenangan
Pelatihan Bidang Ekoncmi dan Keuangan
1  Pendidikan dan Pelatibhan Bagi Pihak Pelapor 1 Orang 1.536.000,00

jdih.kemenkeu.

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Informasi Geospasial {BIG] (083}

{dalaun rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Tkur Besaran Keterangan
1 2 3 4 S
083.01}Badan Informasi Geospasial |BIG|
Horma, Standar, Prosedur dan Kriteria
1 Kurikalum Penjejangan J¥ Surveyor Pomctasn 1 NSFK 193.206.000,00

2

Data dan Informazi Publik
Infermasi Genspasial Berkoalitas Siap Publikasi

1 Data Publikasi

170 000.000,00

jdih.kemenkeu.¢.id
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Hementerian Negara/L baga: Badan Peng; T g£a Nulklir {085) [dalam rupiah)
Kode Uraian ::tluu::neud;ﬁ- Besaran Keterangan
1 Z 3 q 5
085.01 |Badan Pengawas Tenaga Nukhr
f Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Standar Prosedur Kedaruratan Nuklir 1 Pedoman 100.000.000,00

Kebijokan Bidang Tenaga Nuklir
Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan
Evaluasi draf Publikasi IAEA

1 Rekomendasi
Kebijakan

25.000.000,00

jdih.kemenkeu.

d
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Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Administrasi Negara (086)

(dalam rupiahj

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ul Besaran Eeterangan
1 2 3 4 5
086.01 |Lembaga Administrasi Negara
Pendidikan Tinggi
Wizsuda 1 Orang 1.750.000,00
Peraturan Lainnya
Kebijakan Pengembangan Jabatan Fungsional Analis 1 Peraturan 200.000.000,00
Kehijakan
Kebjjakan Pengembangan Jabatan Fungsional Analis 1 Peraturan 200.000.000,00
Bangkom
Peraturan Lainnya
Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN 1 Peraturan 200.000.000,00
Modul Pelatihan Teknis, Fungsional, Sosio Kultural dan 1 Rancangan 200.000.000,00
Kebangsaan Peraturan
Akreditasi Lembaga
Akreditasi Program Pelatihan Pada Lembaga Pelatihan 1 Lembaga 41.700.003,00
Pemerintah :
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara .
Pelatihan Kebahasaan 1 Orang 90:0.000,00

jdih.kemenkeu/go.id
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Kementerian NegarafLembaga: Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (087)

{dalam rupiah}

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 E} 4 5
087.01 ) Arsip Naxional

Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
1 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
2 Lembaga Pemmerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti
Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan

1 Rekomendasi
Kebijakan

1 Lembaga

217.478.000,00

5.469.000,00

jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Kepegawaian Negara [088)

[datam rapiahy)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
0588.01 |Badan Kepepawaian Negara
Peningkatan kapasitas Aparatur Negara
1 Pendidikan lmu Kepepawaian 1 Orang 11.904.761,00
Norma, Standard, Prozedur dan Kriteria
2  Standar Jabatan Fungsional Kepegawaian 1 NSPK 56.250.000,00
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
3 NSPK Seleksi Berbasis CAT 1 NSPK 175.840.000,00
Akreditasi Lembaga
4 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Potensi dan 1 Lembaga 41.700.000,00

Kompetensi

Pelayanan Puhlik Kepada Masyaralat
Fasilitasi Penilaian Potensi dan Kompetensi

1 Orang

3.660.000,00

jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerlan Negara/Lembaga: Badan Peng Keuangan dan Pembangunan [O89)] [dalam rupiah)
Kode Uraian :;l‘:::eu‘::: Besaran Heterangan
1 2 3 4 5
089.01 |Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Penpawasan Pembangunan

1 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 414.813.000,00
Wegara dan Daerah

2 Relkomendasi Hasil Penpawasan alaxs Optimalisasi Penerimaan 1 Laporan 414,813.000,00
Negara/Daerah

3 Rekomendasi Hasil Pengawasan Stratcgis Nasional/Traerah 1 Laporan 414.813.000.00

4 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan 1 Laporan 414 81300000
Negara/Daerah yang dipisahkan dan BLU /BLUL

5 Rekomendasi Hasil koordinasi Perencanaan. Evaluasi, 1 Laporati 2609 716 000,00
Pelapuran, dan Tindak Lanjut

6 Rekomendasi Tlasil Penpawasan atas Peningkatan Kualitas 1 Laporan 414.813.000,00
Pendidilcan

7 Rckomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Penulu dan 1 Laporan 414 813 000,00
Pitkada

8 FReckomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan I Laporan 414 813.000,00
Daerah

0 Rekomendasi Hasil Pengawasan alas Program Fkonomi Hijan } Laporan 414 813.000,00

10 Reliomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah 1 Laporan 414 813.000,00

11 PRekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskman Ekstrem dan 1 Laporan 414.813.000,00
Penurunan Stunling

12 Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Reformasi 1 Laporan 414, 813,000,040
Fembangunan SOM

13 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Seltor Penguatan | Laporan 414.813.000,00
[nfrastruktur dan Konektritas

14 Rekomendasi Hasil Penpawasan alas Sektor Pemulihan 1 Laporan 414 813 000,00
Ekonomm

15 Rckomendasi Hasil Pengawasan atas Sekror Ketahanan Pangan 1 Laporan 414.813.000,00

16 PFckomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 414.813.000,00
Ekstrim

17 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Seltor Pembangunan 1 Laporan 414 813 000,00
MNasional Lainnya

18 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan A 19 519 000,00
Draerah

19 Rekomendasi Iasil Peng n atas Pengendalian Kecurangan | Taporan 420 372 000,00

20 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 220 71200000
Pengendalian Intern Pemerintah Dacrah

21 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risikoe atas Kualitas 1 Lapuran 230 712 000,00
Pengendalian Intern Badan Usaha

29 Eekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuwangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
MNegara dan Daerah

23 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasienal/Dacrah 1 Laporan 1.173.803.000,00

24 Rekumerdasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
IPenurinan Stunting

25 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Relormasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SO

24 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan J.173.803 000,00
Infrastrukiur dan Kenecktivitas

27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Seltor Pemuliban 1 Laporan 1.173.803.000.00
Ekenumi

258 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Selttor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

29 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sekior Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000.00
Ekstnm

20 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sekfor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
fasional Lainnya

3] Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kuatitas 1 Laporan 1.013.087.000.00
Pengendalan Intern K/L

32 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kewangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negura dan Daerah

33 Rekomendasi ilasil Pengawasan atas Oplimalisasi Penenmaan 1 Laporat 1.173.803.000,00
Negara/Dacrah

24 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/ Daerah 1 Laporan 1.173 803.000,00

35 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas 1 Laporan 1.173 803.000,00
Pendidikan

36 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemuskinan Ekslrem dan 1 Laporan 1.173 30300000
Peourunan Stunting

37 ERekomnendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173 803.000,00
Pembangunan SDHM

38 Rekomendasi Hasil Penigawasan atas Scktor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Koncktivitas

3% Eekomendas: Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

40 Reckomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000.00

41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

42 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

4% BRekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas I Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian intern K/ L

44 Rekomenulasi Iasil Pengawasan alas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803.060,00
Negara dan Daerah

4% FRekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/ Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

46 Rekomemiasi Hasil Pengawasan alas Peogembangan Wilaysh 1 Lapoéran 1.173.803.00¢,00

47 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Penurinan Stunting

45 Fckomendasi Hasil Pengawasan atas Seltor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00

Pembangunan S0M

jdih.kemenkeu

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Peng; n Kenangan dan Pembangunan (089} (dalam rupiah)
HKode Uraian :::::leuc::: Besaran Keterangan
1 2 3 4 5

49 Rekomendasi Hasil Pengawasan alas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrasiruktur dan Konelttivitas

50 Rekomendasi Iasil Pengawasan atas Sektor Pemulihab 1 Laporan 1.173.803.004,00
Ekonomi

51 Fekomendasi Hasil Penpawasan alas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

52 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sckror Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Tksttirm

53 Rekomendasi Hasil Penpgawasan atas Sektor Pemmbangunan t Laporan 1.173.803.000,00
Maxional Lainnya

54 Rekomendasi llasi] Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087 000,00
Pengendalian Intern K/T.

55 Rekomendasi 1lasi] Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Necgara dan Diacrah

56 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.17 3. 803.000,00

57 Rekomendasi 1Tasi] Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

58 Rekomendasi Hasil Penpawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000.00
Infrastruktur dan Konektivitas

5% Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000.00
Elonon

60 Rckomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Iangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

A1 Eekomendas: Hasil Penpawasan atas Seklor Kemiskinan 1 Lapoian 1.173.803.000,00
Ekstrim

62 Fekomendasi 1Tasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Lapotan 1.173.803.000,00
MNasional Lainnya

£3 Fekomendasi lasil B 1 Manajcmen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendaliap Tntern K /T,

64 Rehomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabulitas Keuangan 1 Lapovan 1.173.803.000,00
Negara dan Dacrah

55 Reckomendasi Hasil Pengawasan Steatepls Nasional/ Daerah 1 Laporan 1.173.803.000 00

5f FRekemendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, 1 Laporan KA. 384 000,00
Pelaperan, dan Tindak Lanjut

67 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah 1 Laporan 1.172.803.000,00

55 Rekomendasi Hasi) Penigawasan atas Kemislunan Ekstrem dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
IPenurunan Stunting

§0 Rekomendasi Hasi) Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173 803.000,00
Pemnbangunan SDM

70 EREekomendas, Hasil Pengawasan alss Sekitor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000 00
Infrastruktur dan Konelktivitas

71 Rekomendass Hasil Pengawasan atas Sekior Pemuliban 1 Laporan 1173 803.000,00
Ekonomi

72 Rekomendas 1asi] Pengawasan atas Scktor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

73 FRekomendast Hasil Pengawasan atas Sekior Kemislkinan 1 Laporan 1,173 8030003, 00
Ekstrim

¥4 Rekomecndasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.303.000,00
Masional Lannya

75 FRekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.0135.087 000,00
Pengendalian Intern K/ L

76 Rekomendasi Hasil Fengawasan atas Akuntahilitas Keuangan 1 Laporan 1.173 803.000,00
Negara dan Dacrah

77 Rekomendasi Hasil Pengawasan Stratems MNasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

78 KFekomendas: Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, 1 Laporas 540,384 000.00
Pelaperan, dan Tindak Lanjut

79 Rekomendasi Hasil Pengawasan alas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803 000,00
Pembangunan SDM

&80 Fekomendas 1Tasil Pengawasan atas Scklor Pepguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Koenektivitas

81 FRekomendas: Hasil Pengawasan atas Sekior Pemulihan L Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

A7 FRekomendasi Hasil Pengawasan atas Sekior Ketahanan Fangan 1 Lapotarn 1.173.803.000,00

83 FRekomendazi Hasil Pengawasan atas Sekior Kemiskinan 1 Laporan 1.173 803.000,00
Ekstrim

4 Kekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

85 Eekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualilas 1 Laporan 1.013.087.000 00
Pengendalian Intern K/L

86 Rekomendasi 1Tasi] Pengawasan atas Akuntabilitas Kenangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara dan Daerah

#7 Rekomendasi Hasil Pepgawasan Strategis Nasional/Daecrah 1 Laporan 1.173.803.000,00

88 Rekomendasi Hasil Pongawasan atas Akuntabilitas Pemilu dan I Laporan 1.173.803.000,00
Pilkarda

89 Relkomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

o) Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Kenektivitas

91 Rekeomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

372 Rekomend=si Fasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Fangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

03 Rckomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Elstrim

04 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sekior Pombangunan | Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

05 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian Intern K/L

96 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803 000,00
Megara dan Daerah

97 FRehkomendasi Hasil Pengawasan Strategis Masional/ Dacrah 1 Laporan 1.173.803.000,00

jdih.kemenkeu.
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Kementerian Negara{Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [O8%

[dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uralan Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5

04 Relkomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualilas 1 Laporan 1.173.803.000,00
Fendidiltan

099 Rekomendas: Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan 1 Lapoeran 1.173.803.000,00
Pepurunan Stunting

100 Rekomendasi Ilasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1,173 803.000,00
Pembangunan S0M

101 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Penguatan 1 Laporat 1.173 803 000,00
Infrastrukiur dan Konelctivitas

102 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemnulihan 1 Laporan 1173 803 000,00
Ekonomi

103 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

104 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

105 Relomendasi Hasil Pengawasan alas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
MNasional Lainnya

106 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko afas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Fengendalian Intern K/L

107 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1173.803.000,00
Megara dan Dagrah

108 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Megara,/Dastah

1090 Fekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/ Crasrah 1 Laporat 1.173.803.000,00

110 Relkomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pendidikan

111 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan 1 Laporan 1.173 803 000,00
Dracrah

112 Rekomemdasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Eksirem dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Penurunan Stuntling

113 Eekomendasi Hasil Progawssan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Fermbangunan SDM

114 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sekror Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastrukior dan Kenektivitas

115 Relbomendasi Hasil Pengawasan atas Sekror Penulibhan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomni

116 Rekomendasi Hasil Pengawsasan atas Selitor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

117 Relomendasi Hasil Pengawasan atas Sekror Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstnim

118 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803 000,00
Nasional Lainnya

11¢ Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko alas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian [ntern /L

120 Rekomendasi Hasil Pengawsasan atas Akunitabilitas Kewangan 1 Laporan 1.173 803.000,00
Negara dan Daerah

121 Rekoemendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/ Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

122 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstretn dan 1 Laporan 1.173 803 .000,00
Penurunan Stunting

123 Kekomendasi Hesil Pengawasan atas Scktor Relormasi 1 Laporan 1.173 803 .000,00
Pembangunan SDM

124 KRekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konekiivitas

125 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemuliban 1 Laporan 1.173 803.000.00
Eknonomi

126 Rekomendas) Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000.00

127 Rekomendasi ilasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173,803.000,00
Ekstrim

128 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Pembangunan 1 Laporan 1.173 803.000,00
Masional Lainnva

129 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.0 3.087.000,00
Pengendalian Intern K/L

130 Rekomendasillasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kenangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara dan Daerah

131 Rekemendasi Hasil Pengawasan Slratlegis Nasional {Daerah 1 Lapotran 1.173.803.000,00

132 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Priotitas Naxivnal dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Daerah

133 Rekomendasi Husil Pengawasan atas Scktor Relormast 1 Lapotran 1.173.80:3.000,00
Pembangunan SDHM

134 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Penguatan 1 Lapuran 1.173.803.000,00
[nfrastruktur dan Konektivitas

135 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Selitor Pemnuliban 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

136 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Lapeoran 1.173.803.000,00

137 Rckomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

138 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Seltor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803. 000,04
Nusional Lainnya

139 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kewangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Megara dan Daerah

140 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Masional/Dacrah 1 Laporan 1.173.8032.000,00

141 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas 1 Laporan 1.173.803 000,00
Pendidikan

142 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasionul dan 1 Laporan 1.173 803.000,00
Daersh

143 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Penurunan Stunting

144 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Selitor Reformasi 1 Laporan 1.173 803.000,00

Pembangunusn SDM

jdih.kemenkeu.
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145 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastrukiur dan Koneltivitas

146 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sckror Pemulihan } Laporan 1.173.803.000,00
Ekunomi

147 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan } Laporan 1.173.803.000,00

148 Rekomendasi Iasil Penpawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

140 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya .

1500 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Draerah

151 Rekometidasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803.000, 00
MNegara dan Daersh

152 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.8303.000,00

153 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Daerah

154 Rekomendasi Hasil Penpawasan alas Kemiskinan Clstrem dan 1 Laporan 1.173.803.000.00
Penurunan Stunting

155 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

156 Reckomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Lapotran 1.173 803.000,00
Infrastruktur dan Konecltivitas

157 Fekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Elononu

158 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor ketahanan Pangan 1 Lapotran 1.173.803.000,00

159 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Selttor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstom

160 Rekamendasi Hasil Pengawasan atas Sekior Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000 .00
Wasional Lainnya

161 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Lapotran 1.173.803.000,00

162 Rekomendasi Hasil Keoordinasi Perencanaan, Evaluasi, 1 Lapotan 590.384.000,00
Prlapoaran, dan Tindak Lanjut

163 Rekomendasi Hasil Pengawasan alas Prioritas Nasional dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
LracTah

164 Reckomendasi Hasil Penpawasan atas Pengembangan Wilayah i Laporan 1.173.803.000,00

165 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformast I Laporan 1.173.803.000 00
Pembapgunan S0M

166 Rekomendasi Hasil Penpgawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporat 1.173.803.000,00
Infrasiruktur dan Kenektivitas

167 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulithan 1 Laporat 1.173.803,000,00
Ekonormi

168 Rckomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Ketahanan Patigan 1 Laporan 1.173.803.000,00

160 Relkomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803 004,00
Ekstrim

170 Rekomendas: Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.00(,00
Maszional Lainnya

171 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian Interm K/L

172 Rekomendasi Masil Pengawasan Mansjemen Risike atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087 000,00
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

173 Rekomendasi Hasil Pengawasan 3trategis Naswonal/ Daerah 1 Laporan 1.173.80G3.0600,00

174 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan 1 Laporan 1.173.803 000,00
MNegara/Daerah Yang Dipisahkan dan BLU/BLUD

175 Rekamendasi Hasil Fengawasan atas Program Ekonomi Hijau 1 Laporan 1.173.803.000,00

176 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Selitor Reformasi 1 Laperan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

177 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Selter Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastrukiur dan Konektivitas

178 Rckomendasi [lasil Pengawasan atas Sektor Pernuliban 1 Laporan 1.173.803.000.00
Ekonami

174 Rekomendasi Hasil Peugawasan atas Scktor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173 803.000,00

180 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Selttor Kemuiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstnm

181 Rckomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasiotial Lammnya

182 HKekomendasi Haxil Pengawasan Manajemen Risike atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087. 000,00
Pengendalian Intern Badan Usaha

1583 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Wasional/Daerah 1 Laporaal 1.173.803.000,00

184 Kekomendasi Hasil Pengawasan atas Akunlabilitas Kekayaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Megara/Dacrah Yany Dipisahkan dan BLU/BLUD

185 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peninghatan Kualitas 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pendidikan

186 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporun 1.173.803.000,00
Pembangunan DM

1587 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas SeKtor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Kenektivitas

188 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sekior Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Tekanonit

189 Relkomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

100 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sekror Kemiskinan 1 Lapuran 1.173.803.000,060
Elstrim

101 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Lapuran 1.173.803.000,00
MNasional Lainnys

109 Rckomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas | Laporan 1.413.087 460000

Pengendalian Intern K/ L
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1953 Rckomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risike atas Koalitas 1 Laporan 1.013 087 .G00,00
Pengendalian Intern Badan Usaha

194 Rekomendasi Hasil Pengawsasan Strategis Nasional/ Daerah 1 Laporan 1.173.803.000.00

195 Eekomnendasi 1Tasil Pengawasan atas Akuntabuilitas Kekayaan 1 Laporan 1173 803.000,00
Megara/Dacrah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD

196 Fekomendas Hasil Keordinasi Perencanaan, Evaluasi, 1 Laporan 590,384 000,00
Pelaporan, dan Timlak Lanjut

197 Eekomendasi ilasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1172 803.000,00
Lembangunan SDM

194 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Koncktivitas

1909 Rekomendas, Hasil Pengawasan atas Sektor Permulihan 1 Laporan 1.173.803.000.00
Ekonomi

30 Rekomendast Hasil Pengawasan atas Scktor Kelahanan Pangan 1 Laporan 1,173,803 000,00

301 Rekomendasi 1lasil Pengawasan atas Scktor Kemiskinan 1 Laporvan 1.173.803.000,00
Ekstrim

202 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Masional Lainnya

an3 Hekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013 087 000,00
Pengendalian [ntern Badan Usaha

204 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara dan Daersh

205 Rekomendasi Hasil Fengawasan Strategis Nasional/ Dacrah 1 Laporan 1.173.803.000,00

206 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara/Dasrah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD

207 Rekomendasi Hasil Pengawasan alas Program Ekonomi Hijau 1 Laporan 1.173.803.000,00

908 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Lapotan 1,173 803.000,00
Pembangunan S0M

9 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000.00
[nfrastruktur dan Konektivitas

210 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1,173 803.000,00
Ekonomi

211 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

212 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

212 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Seltor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803 004,00
Nasional Lainnya

214 Rekomendasi Hasil Penpgawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan LO13.087 000,00
Pengendalian Intern Badan Usaha

215 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/ Daerah 1 Laporan 1. 173.803.000,00

216 Rrkomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kelaayaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara/Daerah vang Dipisahkan dan BLU/BLUD

217 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173 8032 .000.00
Fembangunan S0M

218 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Penguatan i Laporan 1.173 803 000,00
lnlrastrukiur dan Konektivitas

2]9 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemuliban 1 Laporan 1.173.803 000,00
Ekennmi

220 Rekomendasi Hasil Pengawasan aras Seltor Ketahanan Pangan 1 Laporat 1.173.803.000,00

331 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sekior Kemiskinan 1 Laporan 1.172.8035.000,00
Ekatrim

227 Hekomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

223 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualilas 1 Laporan 1.013.057.000,00
Pengendalian Intern Badan Usaha

324 Rekomendasi Hazil Pengawasan atas Akuntabilitas Kenangan 1 Laporan 1.173.803.000.00
Negara dan Dacrah

325 Rekomendasi Hasil Pengawasan Stratcgis Nasional/Dserah 1 Laporan 1.173.803.000.00

226 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sckior Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Tnfrastruktur dan Koenelktivitas

227 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan 1 Laporan 628.036.000,00

228 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Lapotran 1.173.803.000,00
Negara dan Daerah

220 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/ Cracrah 1 Laporan 1.173.803.000,00

23() Rekomendasi Hasil Penpawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Kenektivitas

231 RekomendasiHasil Pengawasan atas Poogendalian Kecurangan 1 Laporat H628.036.000,00

232 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntahilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.863.000,00
Megara dan Daerah

233 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Naswonalf Daerah 1 Laporan 1.172.803.000,00

234 Rrkomendasi Hasil Pengawasan atas Selitor Penguatan 1 Laperan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Kenektivitas

235 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalan Kecurangan 1 Laporan 628.036.000,00

23h Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1,173 803 000,00
Negara dan Dacrah

237 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara/Daerah

2358 Eekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Masional/ Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

339 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi. 1 Laporan 590,384 000,00
1Pelaporan, dan Tindak Langut

2340 Rekomendasi 1asil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah 1 Laporan 1.173.803.000,00

241 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Scktor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00

Infrastrulttur dan Konckhvitas

jdih.kemenkeu.go.
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Kode Uraian :;l‘::eutt Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
242 Relkomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecuranpan 1 Laporan 628 036.000,00
243 Hasil Pengawasan internal BPKP 1 Pokumen 60.000,000,00
244 Hasil Koordinasi Tindak Lanjul Temuan 1Tasi] Pengawasan 1 bDiokumen 100000 000,00
Internal
2435 Hasil Evaluasi SAKIP BPKP 1 Dokumen 25.000.000,00
246 Hasil Evaluas Maturnitas SPIP BPKP 1 Dokumen 25.000.000.00
247 Diklat Fungsional Auditor FNB[ 1 Orang 10.000.000,00
244 Dklat Fungsional Auditer STAR 1 Qrang 20.125.000,00
240 Diklat Teknis Substansi PNBP 1 Orang 10.000.000,00
250 Diklat Teknis Substansi STAR 1 (Orang 20,000,000,00
251 Diklat Sertifikasi Non JFA PNBP 1 QOrung 10,000 000,00
252 Diklat Sertifikasi Non JFA STAR 1 Orang 30.000.000,00
2553 Pelatihan Daring Massal [MOOC) PNBF 1 Orang 300000, (1)
254 1lasil Penilaian Potensi dan Kompetensi PNRP 1 (rang 2,500.000,00
255 Hasil Analisis dan Harmonisasi Kebhjakan Pengawasan 1 Laporan 200.000.000,00
256 Hasil Pembinaan Analisis Kebijakan Pengawasan 1 Laporan 350.000.000,00

jdih.kemenkeu’go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerlan Perdagangan (090) {dalam rupiah)
Kode Uralan :;l:::ult‘:: Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
090.09 | Direktorat Jenderal Perlindungan K dan Tertlb Niaga
Bertifikasi Profesi dan SDM
1 Sertiikasi Person 1 Orang 685.000.00
Sertifikasi Produk
2 Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Neperi 1 Produk 10367 000,00
3 Sertifikasi Produk Tipc 5 Luar Negeri 1 Produk 20.855.000,00
4 Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri 1 Produk 152000040
3 Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri 1 Produk 3.808.000,00

jdih.kemenkeu.g
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemnda dan Olah Raga (092) {dalam rupiah)
Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
092.01 |Kementerian Pemuda dan Olah Raga
TFasilitasl dan Pembinaan Masyarakat
1 Pengelola industri olahraga yang lerfasilitasi dalam 1 Crang 6.541.196,00

Pelatiban SDM Industri dan Promosi Olahraga,

jdih.kemenkeu.
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Kementerian NegarafLembaga: Komisi Pernb tasan Korupsi [093) {dalam rupiahyj
- Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 q S5
0493.01 |[Komisi Pemberantasan Korupsi
Sertifikasi Profesi dan SDM
1 Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikoropsi 1 Orang 1.438.200,00
2 Pendidikan dan Pelatihan Antkorups 1 Orang 1.438.200,00
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
3 Pemeriksaan LHKPN 1 Orang 6.625,00

jdih.kemenkeu.

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Perwakilan Daerah {095)

{dalam rupiah)

Valume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Bezaran Heterangan
1 2 3 4 5
095.02 |Dewan
Undang-Undang
1 Portimbangan DPD R atas Calon Anggota BPK 1 U 164.350.000.00

jdih.kemenkeu.gé/)d
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Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI [100)

{dalam rupiah)

Kode

Volume dan

Uraian Satuan Ular Begaran Keterangan
1 2z 3 4 [
100.01 |Komisi Yudisial RI
Penpgawasan dan Pengendalian Masyarakat
1 Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etk 1 Laporan 85.400.000,00
2 investigasi Pendalaman Kasus 1 Laporan 1849 .170.000,00
3 Penelusuran rekam jejak hakim dan CHA 1 Orang 73.414.000,00
4 lovestigasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Bk 1 Laporan 385.183.000,00
3 Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat 1 Laperan 5.880.000,00

Pertama /Banding/Mabkamah Agung

jdih.kemenkeu’.go.id




Kementerian Negara/L

- 102 -

bapga: Badan Nasi

1 Penanggulangan Bencana {103)

{dalam rupiah)]

Volume dan
HKode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
103.01 |Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Norma, Standat, Prozedur dan Kriterla
NSFK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik 1 NSPK A0 G080, 000,00

2 NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 NSPK 400,000, 000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara

3 Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pases Bencana 1 irang 8.000.000,00
dan Rencana Eehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

4 NSPK Bidang Dukungan Sumber daya Darurat 1 N5PK 400, G00, 000,00
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

3 NSPK Bidang Fengembangan Strategi Penanggulangan 1 NSFK J00.000.000,00
Bencana
Norma, Standar, Prozedur dan Krlteria

& MNSPK Bidang Kebencanaan 1 NSPK GO 003, 000,00
Peningkatan Kapagitas Aparatur Negara

7 Pendampingan Pengelolaan Intrastruktur Darurat 1 Qrang £.000.000,00
Paningkatan Kapasitas Aparatur Negara

8 limbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan 1 Orang £.000.000,00
Pengungsi
Peningkatan Kapazitas Aparatur Negara

9 Pendampingan Sistern Komando Penangangan Darurat 1 NSPK 8.000.000,00
EBencana dan Keposkoan
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

10 NSFK Bidang Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan 1 NSPK 400.000.000,00
Norma, Standar, Prosedur dan Eriteria

1 NSPK Bidang Pendidikan dan Pelatihan PB 1 NBPK 400.000.000,00
Koordinasi

12 Penguatan Sistem Pennpgatan Dini I Kegiatan 300.000.000,00

jdih.kemenkeu.

d



Hementerian NegarafLembaga: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia {104}

- 103 -

{dalam rupiah)

Yolume dan

Kade Urad
raian Satuan Ukut Besaran Keterangan
1 2 3 4 S
104.01 |Badan Pelindungan Polerja Migran Indonesia

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

1 NEFK hidang peoempatan dan pelindungan PM] Kawasan Asia 1 N8P 44 pa2 500,00
dan Alnka
Koordinasi

2 Koordinasi teknis peningkatan Fenempatan FPemerintah i | Kegiatan 177.128.000,00
Kawasan Asia dan Afrika

3 Koordinasi teknis peningkatan penempatan Non Pemerintah di 1 KHegiatan 81.774.000,00
Kawasan Asia dan Afrika

4 Koordinasi Teknis Petnberdayaan Purna PMI dan Keluarga di 1 Kegiatan 39.675.000,00
Kawasan Asia dan Aftika

5 Knordinasi Teknis Penanganan Pl Terkendala di Kawasan I Kegiatan 75.900.000,00
Asia dan Afrika
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

6 NSPK bidang penempatan dan pelindungan PMI Kawasan 1 NSPK £5.418 000,00
Amerika dan Pasifik
Koordinasi

T Koordinasi teknis perungkatan peanempatan PM] di Kawasan 1 Kegiatan 210.000,.000,00
Amerika dan Pasifik

& Koordinasi Trknis Pemberdayaan ekonomi dan sesial di 1 Keppatan 259.660.000,00
Kawasan Amenka dan Pasifik

9 Koordinasi Teknis Penanganan PMI Terkendala di Kawasan 1 Kegiatan 48,960.000,00
Amerika dan Pasitik
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

10 NSPK bidang penempatan dan pelindungan PMI Kawasan 1 NSPK &1.563.000,00
Eropa dan Timur Tengah
Koordinasi

11 Koordinasi teknis peningkatan Pencmpatan Pemerintah di 1 keglatan 121.130.000,00
Kawasan Eropa dan Timur Tengah

12 Koordinasi teknis peningkatan penempatan Non Pemerintah di 1 Kegiatan 44.559.000,00
Kawasan Fropa dan Timur Tengah

13 Koordinasi Teknis Pemberdayaan ekonomi dan sosial di 1 Kegiatan 29.435.000,00
Kawasan Eropa dan Timur Tengah

14 Koordinas: Teknis Penanganan PMI Terkendala di Kawasan 1 Kegiatan 32.960.000,00
Eropa dan Timur Tengah

15 Konrdinasi penguatan fayananb pencmpatan dan pelindungan 1 Kegiatan 1.546.380.000,00
PMI terhadap Pemnerintah Daerah

16 Koordinasi penguatan layanan penempatan dan pelindungan L Kegiatan 36440200000
PMI terhadap Pemerintah Daerah

17 Woordinasi penguatan layanan penempalan dan pelindungan 1 Kegiatan 470,000.000,00

PMI terhadap Pemerintah Daerah

jdih.kemenkeu.
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Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah [106) {dalam rupiaby)
. Volume dan
Kode Uraian Satuan Ulmr Besaran Keterangan
1 “ <] + =2
106.01| Lembagn Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

1 Pedoman Sertifikasi PBJP
Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan

2 Kementeriang Lemnbaga vang Terbangun Kapabilitas untuk
Melaksanakan Clearing House

1 Pedoman

1 K/L

133.240.000,00

25.000.000,00

jdih.kemenke

o.id



Kemeuterian N

- 105 -

L baga: Badan Nasi ] Pencarian dao Pertolongao |Basarnas! [107)

{dalamn rupsah)

Volume dan

Kode Traian Satunn Uleue Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
107.41 |Badan Rasional Pencarian dan Pertalongan {Basarnas)
FPelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana
1  Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara 1 Orang 5.235.000,00
Koordinasi
2 Latihan SAR Beregu di Bangunan Buntub untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 62.355.000,00
3 Latthan 3AR Beregu di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 65.131.000,00
4 Latihan SAR Berepu di Bangunan Runtuh untul: Wilavah Timur 1 Kegiatan T2 13500000
5 Latihan SAR Beregu di Ketinggian untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 14447 Q00,00
6 Latihan SAR Beregu di Kelinggian untuk Wilayah Tengah | Kegiatan 14.502.000,00
7 Latihan AR Beregu di Ketinggian untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 18.322.600,00
%  Latihan SAE Beregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 36.335.000,00
9  Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan ATS21.000.00
10 Latihan 3AR Berepu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur | Kegiatan 43.838.000,00
11 Latihan SAR Beregu di Permukaan Air untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 30051600000
12 Latthan SAR Beregu di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 33.729. 000,00
13 Latihan SAR Beregu di Peomukasn Air untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 40.725.000,00
14 Latihan SAR Berepu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah 1 Hegiatan 34.796.000,00
Baral
15 Tatihan SAR Berepu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor uniuk Wilayah 1 Kegiatan FT.153.000,00
Tengah
16 Latihan BAR Beregu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah 1 Kegiatan 41.540.000,00
Timur
17 Latihan SAR Beregu di Bawah Air untuk Wilsyah Barat 1 Kegiatan 61.027.000.00
18 Latihan SAR Berepu di Bawah Air unmk Wilayah Tengah 1 Kegiatan G2 HIRON0.00
19 Latihan SAR Bersgu di Bawah Air untuk Wilayah Timur i 1 Kegiatan G8.797. 000,00
20 Latthan SAR Beregu di Ruang Terbaras untuk Wilavah Barat 1 Kegiatan 41.415.000,00
21 Latihan SAR Beregu di Ruang Terhatas untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 45,985.000.00
22 Latthan SAR Bercgu di Ruang Terbaras untuk Wilavah Timur 1 Kegiatan 51.4406.000,00
23 Latihan SAR Satean di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 62.054.000.00
24 Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan T2.056.000,00
25 Lathan SAR Satuan di Bangunan Runtub untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan T5.443.000,00
26 Lathan SAR Satuan di Ketinggian untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 18.434.000,00
27 Latihan SAR Satuan di Ketinggian untuk Wilayah Tengah L Kegiatan 18 876.000,00
28 Latban SAR Satuan di Ketingglan untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 24.424.000.00
29 Latihan SAR Saluan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 47 .040.000,00
30 Lathan SAR Satuan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 49.130.000,00
31 Latihan $SAR Satuan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 57.240.000.00
32 Latihan SAR Satuan di Permukaan Air untuk Wilayah Barat I Kegiatan 34.658.000,00
33 Latihan SAR Satuan di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 35.513.000.00
34 Latihan SAR Satuan di Permukaan Air untuk Wilayah Timur 1 Kepiatan 41.715.000.00
35 Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Bermetur untule Wilayvah 1 Kegiatan 41.645.000,00
Barat
36 Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Bermetor untuk Wilayah L Kegiatan 44.151.000,00
Tengah
37 Latihan SAR Saiuan pada Kecelakaan Kendaraan Berotor untuk Wilayah 1 Kcgiatan 50.711.000.00
Tiraur
38 latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 69.052.000 00
39 Latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilaysh Tengah 1 Kegialan T1.219.000.00
48 latihan $AR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 78.924.000.00

jdih.kemenkeu7go.id
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Kementerian Negara /L baga: Badano Nasi 1 Pencarian dan Partolongan (Basaraas) [107) {dalam rupiah)
Volume dan
Rode Urajan Satuan Ulkue Besaran Heterangan
1 2 3 4 5

41 Latihan SAR Satuan di Fuang Terbatas untuk Wilayah Barat i Kegiatan 53.000.000 .00

42 Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 57500000 00

43 Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Tumur 1 Kegiatan 63.500.000,00
Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat

44 Siaga SAR Khusus Leharan Jdi Kantor SAR untuk Wilayah Barat 1 Laporan 99.110.000,00¢

45 Siaga SAR Khusus Lebaran i Kanfor SAR untuk Wilayah Tengah 1 Laporan 100.924.000,00

4G Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Twour 1 Laporan 106.065.000,00

47 Siaga SAR Khusus Leharan di Fos/ Unit Siaga S8AR untuk Wilayah Bamat 1 Lapuoran 35.5358.000,00

48 Siapa SAR Khusus Lebaran di Pos/ Unil Siaga SAR unfuk Wilayah Tengah 1 Laporan 37.092,000 00

48 Siaga SAER Khusus Lebaran di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Timur 1 Laporan 38.190,000,00

50 Siaga SAF Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Barat 1 Laporan £9.850,000,00

51 Siaga SAR Khusus Mataru di Kantor 8AR untuk Wilavah Tengah 1 Lapotan T1.458.000,00

52 Siaga SAR Khusus Mataru di Kantor SAR untuk Wilayah Timur 1 Laporan 74.775.000,00

53 Siaga SAR Khusus Natary di Pos/ Unit Siaga SAR unluk Wilayah Barat 1 Laporan 27 .748,000,00

54 Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilavah Tengah 1 Laperan 29.027.000,00

55 Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siags SAR untuk Wilayah Timur 1 Laperan 29.3426.000,00
Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolong dan P Bencana

SH Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Rescuer 1 Qrang A7.550.000,00

57 Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Non Rescuer 1 Orang 25,24 1.000,00

38 TNiklat Perencanaan Operasi 3AR 1 {yrang 18.886.000,00

39 Drklal SAR di Permnukaan Aur 1 Orang 26.300.000,00

G0 Diklat SAR di Bangunan Runtuh 1 {rang 22.477.000,00

61 TDrklat Teknlsi Komunikasi SAR 1 Drang 17.777.000,00

62 Thklat Medical First Responder 1 Dirang 14,37 5.000,00
Fasilitasi dan Pernbi n Masyarakat

63 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukasn Air unfuk Wilayah Barat (72 1 Orang £.000.000 .00
JP} (Prioritas Nasional)

64 Pelatihan Teknis Polensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah (72 1 Orang 6.500.0011,00
JP} (Frioritas Nasional)

65 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Tanwar (72 | Orang 7.720.000.00
P (Prioritas Nasinnal)

66 Pelalihan Tekmis Potensi SAR di Ketinggian vntuk Wilayah Barat (72 JF) 1 (rang 5.760.000,00
[Prioritas Nasional

67 Pelatiban Teknis Potcnsl SAR i Keringgian untuk Wilayah Tengab (72 .17 1 Orang G F20) 00 00
[Prinritas Nasional)

65 Pelatihan Telnis Potensl SAR di Ketinggian untuk Wilayah Timur (72 JP} 1 Orang T.240 000,00
{Prinritas Nasionaly

6% Pelatihan Telknis Petensi B4R di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat 1 Orang 6. 160 000,00
{72 JP} (Prioritas Nasional

70 Pelatihan Teknis Fotensl SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah 1 Orang 6.360.000,00
Tengah (72 JP) [Frinritas Nasional)

71 Pelatihan Teknis Potens] SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilavah Timur 1 {Jrang 7.040.000,00
{72 JP} {Prioritas Nasionall

72 Pelatihan Teknis Potensi AR Medical First Responder untuk Wilayah 1 Orang 5.800.000,00
Barat (72 JP) [Prioritas Nasienalp

73 Pelatthan Telnis Potens]l SAR Medics] First Responder untuk Wilayab 1 Orang 6.240.000,00
Tengah (72 JP) {Prioritas Nasional)

T4 Pelatihan Telknis Potensl SAR Medical First Responder unluk Wilayah 1 Orang 7. A00.000.00

Tinur {72 JP) {Prioritas Nasionalt

jdih.kemenkeu:.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pengawas Pemaingan Usaha (108)

|dalam rupiah}

Volume dan

Kode Uralan Satuan Ukne Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
108.01 |Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Layanan Manajemen Kinerja Internal
1 Layanan Non Audit Internal 1 Laporan 399.462.000,00

jdih.kemenkeu.

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Ombudsman Republik Indonesia (110}

[dafam rupiah)

Volume dan

Hode Uraian Satuan Ulur Besaran Keterangan
1 2 3 4 [
110.01| Ombudsman Republik Indonesia
Pelayanan Publik kepada Masyarakat
1 Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik 1 Orang 3.830.900,00
di Ombudsman RI
2 Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat 1 Dokumen 42, 897.235,00
3 Pergaminan Moty Pencegahan Maladministeasi 1 Dolkumen 48.186.142,00
Pelayanan Publik Lainnya
4 Akses Pengaduan Pclayanan Publik 1 Layanan 60.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah
5 Survei Indeks Persepsi Maladministrasi 1 Pemerintab 20.000.000,00
Daerah
6 Opini Pengawasan Pelayanan Publik 1 Pemerintah 646.000,00
Daerah
Kebijakan Bidang Pelayanan Puhlik
7 Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Pulblik 1 Rekomendasi 75.610.000,00
Kebijakan
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Jaringan Pongawasan Pelayanan Publik oleb Pusat 1 Unit Kerja 27.000.000,00
Jaringan Pengawasan Polavanun Publik oleh Perwalcilan 1 Unit kerja 202.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Lembag:
10 Penyelenggara Pelayanan Publik gl Kelompok Marjinal 1 Lembaga 441.250.000,00

dun bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan,
Tertinggal (3T} yang Dilakukan Pendampingan

jdih.kemenkeu.gt4.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pengelola Pesbatagan |111) {dalam rupiah)
. Volume dan
Kode Uraian Satuan Ular Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
111.01 Eadan Nasional Pengelola Perbatasan
Kooardinasi
ldentifikasl Pilar Batas Negara Wilayah Darat 1 Kegiatan 418.200.000,00
Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Laut dan Udara 1 Kegiatan SF5.000.000,00
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Potensi Kawasan 1 Crang 10.524.000,00
Perbatasan Darat
Peningkatan Kapagitas Aparatur Negara
Peningkatan Kapasitus SDM hidang Penataan Ruang 1 Orang 10.772.000,00
Kawasan Perbatasan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
Bimtek Peningkatan Kapasitas Hagr Aparatur Pemerintahan 1 Orang 7.500.000.00

Kawasan Perbatasan Negara

jdih.kemenkeu.

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebax Batam {112) {dalam rupiah]
Volume don
: o w
Kode Uraian cuan Uloar gan

1 2 3 4 5

112.01 {Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuban
Bebas Batam {EPKFPB Batam)

Kebijakan Bidang Pelay Publik

1 Strategi Peningleatan Kinecrja dan Manajemen Risiko Unit I Rekomendasi kebijakan | 3.100.151.000,00
Usaha
Kehijakan Bidang Pelay Publik

2 Rumusan Strategi Reslrukiurisasi dan Budaya Unit Usaha 1 Rekomendasi Kebijakan B23 A49.000,00
Pelay Publik Lainny

3 Penyelenggaraan Venfikasi Teknis Perizinan 058 dan Penizinan 1 Lavanan 343.130.000.00
Lainnya

jdih.kemenkeu.géd
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Kementerian NegarafLembaga: Badan Nasional Penanggulangan Teroris (113)

[dalam rupiahy

Volume dan
Kade Uraian Satuan Ulur Besaran Keterangan
1 2 3 4 S
113.01 Badan Nasional Penanggul Teroris
Operasi Bidang Keamanan
1 Asesmen Sistem Pengamanan Terhadap Ohjele Vital Stratepis 1 Operasi 1.643. 482 060,00
dan Sistemn Transportasi dari Tindak Pidana Terorisme
2 Assesmen Sistern Pengamanan Terbadap Fasililas Publik 1 Operasi 103004 0.000,00

dari Tindak Fidana Terorisme

jdih.kemenkeu:

id
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Kementerian Negara/Lembaga: Sekretariat Kabinet {114)

[dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Heterangan
1 2 3 4 5
114,01 |Sekretariat Kabinet
Peninghkatan Kapasitas Aparatur Negara
1 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerjemah 1 Orang 2.873.200,00
Kearsipan
2 Naskah kepresidenan 1 Dokuren, 4.562.500,00
Arsip
Kebijakan Bidang Aparatur
3  Rekomendasi pembinaan Pejabat Fungsional Penerjemat 1 Rekomendasi 766.705.000,00
{PFP) Kebijakan,
Kajian
Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
4 Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan 1 Rekomendasi 93.561.000,00

Lhl

Kepariwisataan

Persidangan Lembaga Eksekutif
Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan
lainnya

Kehijakan,
Kajian

—

Hidang

THH.667 000,00

jdih.kemenkeu.

id



Hementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesla (116)

- 113 -

{dalam rapiahy

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
116.01 |Lemhbaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indomesia
Data dan Informasi Publik
1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio 1 Layanan 4.098.000,00
2  Program Buletin Berita 1 Layanan 911.000,00
3 FProgram Feature 1 Layanan TTE 0,00
4 Program Siaran Langsung Reportase 1 Layanan 1.946.000,00
5 Program Produksi Komentar 1 Layanan 324.000,00
6 Program Produksi Kaleidoskop 1 Layanan 1.704.000,00
7 Program Produksi Filler 1 Layanan 382.000,00
& Program Siaran Wawancara 1 Layanan 01000, 0H)
Data dan Informasi Publik
9 Program Siaran Dialog Interaltif di Dalam Studio 1 Layanan 1.2591.000,00
10 Program Staran Dialog Interaktif di Luar Studio 1 Layanan 5.248.000,00
11 Program Produksi SPOT 1 Layanan 2036. 000,00
12 Program Produksi Buletin Berita 1 Layanan 930.000,00
13 Program Siaran Produksi Feature 1 Layanan 712.000,00
14 Program Produksi Laporan Mendalam 1 Layanan 1.060.000,00
15 Program Siaran Langsung Reportase I Layanan 2.026.000,00
1& Program Produksi Majalah Udara 1 Layanan 902,000,000
7 Program Siaran Kuis 1 Lavanan 432.000,00
18 Program Produksi Sandiwara Radic 1 Layanan 1.939.000,00
19 Progratn Biaran Pergelaran 1 Layanan 15.480.000.00
20 Program Produksi Komentar 1 Layanan A87.004,00
21 Program Produksi Dokumenter 1 Layanan 1.539.00(3,00
22 Program Produksi Kaleideskop 1 Layanan 1.643.000,00
23 TProgram Siaran Obrolan 1 Layanan 497 0040, 00
24 Program Produksi Filler 1 Layanan 351.000,00
25 Program Produksi Report On The Spot (ROS} 1 Layuanan £6.000,00
26 Program Siaran Pendekatan Development Broadcasting 1 Layanan 3.203.000,00
Linit (TVBL
27 Program Siaran Wawancara 1 Layanan 622 000,00
Data dan Informasl Publik
28 Program Produksi SPOT 1 Layanan 544,000,000
29 Progran Siaran Langsung Reportase 1 Layanan 2.024.000,00
30 Program Produksi Komentar 1 Layanan 996.000,00
31 Program Produksi Filler 1 Layvanan 355.000,00

jdih.kemenkeu.&).id
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Kementerian NegarafLembapa: Televisli Republik Indonesia (117

{dalam rupial]|

Volome dan

Kade Uraian Satuan Ular Besaran Keterangan
1 2 3 4 ]
117.01 l.embaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Pelayanan Publik Lainnya
1 Konten Media Bar

1 Layanan

9000 000_000,00

jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan P. h K. Ferd Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (118) [dalam rupiah)
Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukar Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
115.01 |Badan Pengusahaan Kawaszan Perdagangan Bebaz Dan Pelabuhan

Bebas Sabang (BPKPE Sabang)
Kebijakan Bidang Linglmngan Hidup
1 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/
Pemantawan Lingkungan Hidup

5 Pengembangan K

2 (Operasienal Marina Lhok Weng

Sarana Pengembangan K

3 Operasional Musetum BPRS

1 Rekomendasi Kebmpakan

1 Unit

1 Unit

GOOM0.000,00

17.200.000,00

150040003, 00

jdih.kemenkeu-go.id



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Keamanan Laut [119)

-116 -

{dalaom rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Heterangan
1 2 3 4 5
119.01 |Badan Keamanan Laut
Operasi Bidang Keamanan
1 Operasi Udara Maritim 1 Operasi 5.838.526.000.00

Operasi Bldang Keamanan
2 Patreli Mundin

Pelatihan Bidang Pertahanan dun Keamanan
3 Maritime Security Desktop Exercise
4  CBP HACGAM

1 Hari Operasi

1 Orang
1 Orang

4.069.161.000,00

8.419.000.00
10.364.040.00

jdih.kemenkeu!?

id
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HKementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinater Bidang Kemaritiman dan Investasl (120)

{ddalam rupiah)

Volume dan
Kode Uaian Sataan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
12001 | Deputi K finasi Bidang Sumber Daya Maritim

Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
1 Rekomendasi Kehijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap

2 Rckomendasi Kebijakan Pengembangan Perikanan Budidaya

1 Rekomendasi Kebijakan

1 REekvmendasi Kebijakan

733.323.000,00
666.666.000,00

jdih.kemenke

o.id
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Kementerian Negara/L baga: L baga Perlind Saksi dan Korban (123) (dalam rupiah)
Volume dan = A
Kode Uraian Satuan Ukur Ket
1 2 3 4 5
123.01 |Sekretariat Jenderal

Pelayanan Publik kepada Masyarakat

1 Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Saksi dan 1 Orang 34.885.000,00
Korban

2 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 59.770.000,00
Terorisme

3 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 57.632.000,00
Korupsi dan Pencucian Uang

4 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 59.644.000,00
HAM Berat

5 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 58.720.000,00
TPPO

6 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 58.720.000,00
penyiksaan

7 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 57.190.000,00
umum lainnya
Pelayanan Publik kepada Masyarakat

8 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 57.790.000,00
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Kerja sama

9 Kerja sama 1 Dokumen 197.745.000,00
Layanan Dukungan Manajemen Internal

10 Penyusunan Keputusan LPSK dan Keputusan Sekjen 1 Layanan 99.380.000,00

11 Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK 1 Layanan 96.790.000,00
Pelayanan Publik kepada Masyarakat

12 Layanan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK 1 Orang 60.457.000,00
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